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SALINAN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 99 TAHUN 202t
TENTANG
TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a

bahwa dalam rangka integrasi dar optimalisasi pengelolaan
naskah dinas dan pelaksanaan naskah dinas elektronik di
lingkungan Pemerintah Provinsi Daerzsh Khusus Ibukota Jakarta,
Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah
Dinas dan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Tata Naskah Dinas;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 93 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
géslg, )Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5S4 Tahun 2009 tentang

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;



Menetapkan

Peraturar. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintal;

Peraturar. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA NASKAH DINAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota . akarta.

Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam
media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang
dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang
di lingkingan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses
pengambilan putusan dengan berdasarkan tata naskah dinas.

Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang
meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan,
pengelolaan, distribusi dan penyimpanan Naskah Dinas serta
media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang bertuliskan nama
jabatan atau nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat
Daerah yvang ditempatkan di bagian paling atas halaman kertas.

Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur adalah Kop Naskah Dinas
dengan menggunakan Lambang Negara untuk menuangkan
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil
Gubernur.

Kop Naskah Dinas Perang.at Daerah/Unit Kerja pada Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut Kop Naskah Dinas PD/UKPD
adalah Kop Naskah Dinas dengan menggunakan lambang
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah.

Kop Naskah Dinas PD/UKPD Beralamat adalah Kop Naskah
Dinas untuk menuangkan/membuat Naskah Dinas dalam
bentuk dan susunan surat yang ditandatangani oleh Kepala
Perangkar Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Kop Naskah Dinas PD/UKPD Tanpa Alamat adalah Kop Naskah
Dinas untuk menuangkan/membuat Naskah Dinas dalam
bentuk dan susunan surat yang ditandatangani oleh Kepala
Perangkar Daerah Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Stempel/Cap Dinas adalah tanda identitas yang digunakan
untuk mengesahkan suatu Naskah Dinas setelah ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang.
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Stempel Jabatan Gubernur adalah stempel yang dibubuhkan
pada Naskah Dinas dengan menggunakan lambang negara
yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur.

Papan Nama adalah papan pengenal yang bertuliskan nama
dan alamat Kantor Gubernur, Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah.

Sampul Naskah Dinas adalah amplop yang bertuliskan nama
jabatan atau nama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah yang ditempatkan di bagian atas amplop.

Format adalah pengaturan yang menggambarkan tata letak
dan redaksional serta penggunaan lambang, logo, dan stempel
dinas.

Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.

Delegas: adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya.

Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh
atasan kepada bawahan untuk melakukan tugas tertentu atas
nama yang memberi mandat.

Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan
tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk
menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan
kewenangan pada jabatannya.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya
disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai
kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik ‘ndonesia.

Pemerintah Provinsi DKl Jakarta adalah Gubernur dan
Perangka- Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI
Jakarta.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang
karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah
di Provinsi DKI Jakarta.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembanti. Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenargan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah.
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Pasal 2

Sistematika pedoman Tata Naskah Dinas meliputi:

BAB 1 MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
BABII PENYELENGGARAAN

BAB III BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS ARAHAN

BAB IV BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS
KORESPONDENSI

BABV  BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS KHUSUS
BAB VI BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS LAINNYA

BAB VIl PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA,
UNTUK BELIAU, UNTUK PERHATIAN, PELAKSANA
TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

BAB VIII PENULISAN NAMA, PEMARAFAN, PENANDATANGANAN
DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

BAB IX PENOMORAN NASKAH DINAS

BABX STEMPEL

BAB XI KOP NASKAH DINAS

BAB XII PAPAN NAMA

BAB XIII LOGO

BAB XIV PEMBINAAN

BAB XV PENYIMPANAN NASKAH DINAS

BAB XV] PELAKSANAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian ticak terpisahkan dari Peraturan Guberuur ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1

Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata
Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tzhun 2016 Nomor 72072);

Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019
Nomor 52026); dan

Keputusar: Gubernur Nomor 56 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Penyelesaian Perbal Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provirsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 51033

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Y A YUHANAH
NIP19650824 1994032003



Pasal ©6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 51033

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Y YUHANAH
NIP196508241994032003



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG
TATA NASKAH DINAS

TATA NASKAH DINAS
BAB I
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

A. Maksud
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan

dan teknis pembuatan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.

B. Tujuan
Peraturan Gubernur ini mempunyai tujuan untuk mewujudkantertib
administrasi guna mendukung kelancaran komunikasi kedinasan yang efisien
dan efektif dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan

pelayanan publik.

C. Prinsip

Prinsip penyelenggaraan Tata Naskah Dinas terdiri atas:

I ketelitian, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan
pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di
dalam pengetikan;

2  kejelasan, diselenggarzkan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik
dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat;

3 singkat dan padat, diselenggarakan secara efektif, singkat, padat, dan
lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
sehingga mudah dipahami bagi pihak yang menerima naskah dinas; dan

4  logis dan relevan, diselenggarakan secara runtut.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penyelenggaraan Tata Naskah Dinas meliputi:

Pengelolaan Naskah Dinas masuk;

2. Pengelolaan Naskah Dinas kehuar;
3  Pembuatan Naskah Dinas;
4  Kecepatan proses;



Kecepatan proses:

Penggunaan kertas;

Keamanan Naskah Dinas;

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran;
Pengiriman Naskah Dinas;

Pengelolaan dan Penyimpanan Naskah Dinas Rahasia;

® N o0 s

10. Penyusutan Surat;
11. Digitalisasi Arsip; dan
12. Naskah Dinas Elektronik.



BAB Il
PENYELENGGARAAN

A. Pengelolaan Naskah Dinas Masuk

1.

PD/UKPD penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima melalui

tahapan:

a penerimaun, pencatatan pengarahan, penyariynilin kepada pimpinan,
pendisposisian, pendistribusian kepada pimpinan unit pengolah;

b. pimpinan unil pengolah menindaklanjuti sesuai arahan pimpinan;

c. surat masuk dikendalikan dan diberikan informasi retensi arsip oleh unit
ketatausahaan/kesekretariatan; dan

Salinan Naskah Dinas masuk yang mempunyal tembusan disampaikan

kepada daftar sesuai tembusan;

Alur Naskah Dinas masuk diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat

pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

B. Pengelolaan Naskah Dinas Keluar

1.

Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi
nomor, tanggal dan stempel oleh unit ketaiaus:ahaaii/kesekretarfatan pada
masing-masiitg FD/UKPD;

Konsep Naskah Dinas diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuail
tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata
usaha dalam rangka pengendalian;

Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib segera dikirim;
dan

Naskah Dinas pertinggal disimpan/diarsipkan pada unit ketatausahaan/
kesekretariatan dan diberikan informasi retensl arsip. |

C. Pembuatan Naskah Dinas

1.

Naskah Dinas dalam bentuk susunan produk hukum dan Naskah Dinas
dalam bentuk susunan surat yang bersifat penting diproses dengan perbal
dan dapat dilaksanakan secara elektronik:

Naskah Dinas dibual dengan mengikuti kaicdah tenifiig persuratan;

Naskah Dinas diparaf oleh pejabat yang memilikc kewenangan memberikan
paraf;

Naskah Dinas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dapat
dilaksanakan secara elektronik; dan

Naskah Dinas disimpan pada tempat penyimpanan sesuai dengan ketentuan.



D. Kecepatan Proses

1

Amat segera/kilat, dengan batas waktu 1 x 24 [satu kali dua puluh empat)

jam setelah surat diterima.
Segera, dengan batas waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah

surat diterima.
Penting, dengan batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua uluh empat) jam setelah

surat ditéerima.
Biasa, dengan batas waktu paling lama 5 (lima} hari kerja setelah surat

diterima.

E. Penggunaan Kertds

1.

Ukuran kertas yang digunakan untuk surat menylit adalah A4 (210 x 297
xmm).

Penggunaan kertas HVS di atas 80 (delapan puluh} gram atau jenis lain,
hanya terbatas untuk jenis Naskah Dinas yang mempunyai nilai keasaman
tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama.

Naskah Dinas berlambang negara berwarna kuning ermas atau logo Jaya Raya
berwarna dicetak di atas kertas 80 (delapan puluh) gram.

Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 (delapan puluh)
gram.

Ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, paper dan laporan adalah A4
(210 x 297 mm).

Ukuran kertas yang digunakan untuk pidato atau sambutan adalah A5 (165
X 215 mm),

Ukuran kerlas yang digunakan untuk selain sutrat menyurat, makalah,
paper, laporan dan pidato/sambutan adalah F4 (210 x 330 mum).

Warna dan kualitas kertas harus berwarna putih dengan kualitas baik.

Keamanan Naskah Dinas

Tingkat keamanan Naskah Dinas djelaskan dengan mencantumkan kode pada
sampul Naskah Dinas sebagai berikut:

1.

sangat rahasia dengan kode “SR” dengan menggunakan tinta warna merah,
merupakan surat yang materl dan sifatnya memillkl tingkat keamanan yang
tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan

keselamatan negara;

‘rahasia dengan kode “R" dengan menggunakar) tinta warna merah,

merupakan siwral yang niaterl dan sifatnya memilild | juigkat kenmaiian tinggi



yang berdampak kepada kerugian negara dan disintegrasi bangsa;

penting dengan kode “P" dengan menggunakan tinta warna hitam,
merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat pt(lil mendapat perhatian
penérima suyat;

konfidensial dengan kode “K" dengan menggunakan tinta warna hitam,
merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan
sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalarinya pemerintahan dan
pembangunan; dan

blasa dengan kode “B” dengan menggunakan tinta warna hitam, merupakan
surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada
yang tidak berhak.

G. Pengetikan Sarana Administrasi dan Komunikasi Perkantoran

1.

Penggunaan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran 12 [dua belas)
untuk Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum.
Penggunaan jenis huruf Arlal dengan ukuran 12 |dua belas) untuk Naskah
Dinas dalam bentuk dan susunan surat.
Spasi antar baris 1 {satu) sampai dengan 1,6 {satu koma limu) sesuai
kebutuhan.
Pencantuman halaman:
a. letak: di atas tengan
b. format:

1) lembar pertama tanpa nomor halaman; dan

2) lembar kedua dan seterusnya : 2, 3, dan seterusnya
Penggunaan kata sambung.
Kata sambung dapat digunakan pada penulisan Naskah Dinas. Kata
sambung adalah kata vang digunakan untuk menandakan bahwa teks yang
terdapat pada halamsn tersebut masib berlanjut i halaman berikutnya
dengan ketentuan jika naskah tersebut lebil dari 1 [#1t11) halaman. Penulisan
kata sambung diletakkan pada setiap halarhian di busrls terakhir teks Naskah
Dinas dengan posisi di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata
sambung dan diserta: dengan tiga buah titik yang mengikutinya. Kata
sambung yang digunalkan berasal dari kata pertama halaman berikutnya.

H. Pengiriman Naskah Dinas

1,

Naskah Dinas yang akan dikirimkan oleh unit pengolah dimasukkan ke
dalam amplop dengan mencantumkan alamat lenglkap dan nomor Naskah



Dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan: Sangat Rahasia (SR],
Rahasia (R), Penting (P), Konfidensial (K) dan Biasa (B); dan

2. EKhusus untuk Naskah Dinas dengan tingkat keamanan Sangat Rahasia (SR),
Rahasia (R), Penting (P) dan Konfidensial (K) dimasukkan ke dalam amplop
kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju dan pémbubuhan

stemnpel dinas.

I Pengelolaan dan Penyimpanan Naskah Dinas Rahasii

1. Pemberian kdde keamanan pada Naskah Diiias deigiin kode Sangat Rahasia
(SR), Reahasia (R), Penting (P), Konfidensial (K) dan Biasa (B).

2. Naskah Dinas dapat dicetak pada media yang menerapkan security printing
yaitu pencetakan dengan pengamanan tingkat tinggi pada Naskah Dinas,
dengan tujuan untuk mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan
terhadap keautentikan dan keterpercayaan Naskah Dinas.

3. Pembuatan, pengawasan dan pencetakan pengamanan Naskah Dinas
dilakukan oleh unit kerja yang secara fungsional mempunyai tugas dan
fungsi berkaitan dengan kearsipan.

4 Penggandaan Naskah Dinas keluar yang kategari klasifikasi keamanannya
Sangat Rahasia (SR}, Rahasia (R), Penting (P) dan Konfidensial (K) harus
diawasi secara ketat.

5. Penyimpanan Naskah Dinas dengan kode Sangat Rghusia (SR), Rahasia {R),
Penting (P) dan Konfidensial (K) dilakukan oleh unit ketatattsahaan/
kesekretarlalnn berkoodinasi dengan unit kerja yang secara fungsional

mempunyai thigas dan fungsi berkaitan dengan kearsipan.

J. Penyusutan Surat
Untuk Naskah Dinas/surat/arsip yang retensinya sudah inaktif sesuai jadwal

retensi arsip maka diadakan penyusutan dengan memindahkan Naskah Dinas
beserta daftar arsip inaktifnya ke record center di unit kesekretariatan pada
Perangkat Daerah (Unit Kearsipan) dengan menyertakan berita acara penyerahan
arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearstpan.

K. Digitalisasi Arsip
Digitalisasi arsip yang mempunyai nilai guna can mefjjhuat berita acara alih
media/digltallsasikan  yang  disertai dengan  daltar  Arsip  yang
dialihmediakan/ cligitalisasikan.



L. Naskah Dinas Elcktronik
Mekanisme pelaksanaan Tata Naskah Dinas berbasis elektronik dilakukan
Perangkat Daerah yang menangani urusan Perpustnkaan dan Kearsipan
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi,
Informatika dan Statistil.



BAB III
BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS ARAHAN

A. Produk Hukum Daerah
Peraturan Daerah

1.

a. Susunan
Susunan PPeraturan Daerah terdiri atas;

1) Judul lerdiri atas:

2)

3)

a)

b)

c)
d)

frasa PERATURAN DAERAH PROVINS8I DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA;

kata NOMOR yang diikuti dengan nomor Peraturan Daerah dan
kata TAHUN yang diikuti dengan tahun penetapan;

kata TENTANG; dan

Nama Peraturan Daerah yang dibuat secara singkat dan
mencerminkan isi Peraturan Daerah serta seluruhnya diketik

dengan huruf kapital tanpa tanda baca.

pembukaan terdiri atas:

a)
b)
c)
d)

frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

frasa GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKIYTA JAKARTA,;
kofisiderans Menimbang dan Menjglngat

frasa Dengan Persetujuan Bersama;

frasa DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

kata dan;

frasa GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

kata MEMUTUSKAN;

kata Menetapkan; dan

nama Peraturan Daerah, sama dengan nama yang tercantum
dalam judul, didahului dengan frasa PERATURAN DAERAH
TENTANG yang seluruhnya diketik dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik.

batang tubuh

Batang tubuh Peraturan Daerali memuat seinun substansl Peraturan
Daerah yang d:rumuskan dalam pasal per pasal. Pengelompokan
materi Peraturan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam bab,
bagian dan paragraf. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:

a}
b}

bab dengan pasal tanpa bagian dan paragraf;
bab dengan bagian dan pasal tanpa paragraf; atau



4)

5)

6)

7)

¢} bab dengan bagian dan paragraf yang berisl pasal.
penutup, terdiri atas:
a) rumusan perintah pengundangan dan penempatannya dalam
Lembaran Daeraly;
b) penandatanganan penetapan Peraturan Daerah yang memuat:
¢ tempat dan zanggal penetapan;
d} frasa "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA",
e] tanda tangan Gubernur; dan
f) nama lengkap Gubernur yang menandalangani.
pengundangan, terdiri atas:
a) tempat dan tanggal pengundangar;
b) frasa °SEKRETARIS DAERAH PROV|NSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA" diakhi;‘i dengan tanda baca koma (,);
¢) tanda tangan Sekretaris Daerah;
d) nama lengkap Sekretaris Daerah yang menandatangani tanpa NIP;
dan
e) frasa LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TEHUN ... NOMOR .
penjelasan;terdiri atas:
a) judul penjelasan yang memuat:
(1) kata PENJELASAN;
(2) kata ATAS; dan
(3) judul.
b) isi penjelasar: yang memuat:
(1) penjelasan umum; dan
(2) penjelasan pasal demi pasal.
¢) frasa TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN . . NOMOR ...
autentifikasi Peraturan Daerah, terdiri atas:
a) Peraturan Da=rah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran
selanjutnya dilakukan autentifikasi;
b) autentifikasi Peraturan Daerah adalah salinan produk hukum
daerah sesuai aslinya;
¢} salinan Peraturan Daerah dinyatakan sali apabila ditandatangani
oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI1 Jakarta.
d) isi salinan Peraturan Daerah, terdiri aias:
(1) frasa " Salinan sesual dengan asliny:("|
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(2) frasa "KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" diakhiri
dengan tanda baca koma (,);

(3) tanda tangan Kepala Biro Hukum Sghyetoriatl Daerall Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

(4) nama lengkap Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menandatangani
dilengkapi dengan NIP; dan

e) dicantumkan frasa "NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI
JAKARTA - (..../..)".
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b. Contoh Format Pengetikan Peraturan Daerah

LAMBANG GARUDA
) 5 spasi
PERATURAN DAFRAH PROVINSI DARRAR KHUSUS
[BUKOTA JAKARTA
)2 apasl
NOMOR ... TAHUN...
12 spast
TENTANG
12 spasi
MM MM MM MM MMMBMMMMMM MMM M MMM [
13 spast

}
DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MATIL I(SA
)3 spusl

J
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUHOTA JAKARTA,
)3 spoal

Menlinbang a  bahwa mmmmounmuimmmin I nin;

Lambang
Negara dan
Nama Jobaten
yang telah
dicetak.
Berukuren
314cmx 3,14
on

Penomoran
yeng besrutn
dalam sar
tohun takwin
dan judul
Payatumn yang
ditulis dangnn
hiwnf kagital,

} 2 spasi

bahws mmmmmomoOmmMELOOAMILTIGY;

selerusnys
2 apasi
¢ behwa  berdasarkan

; pertimbangen
dimaksud dnlam  huraf &, hwaf b, dan  eeferusnya
peths  menatapkan  Peraturan Deerzh tentang mmmm

mmmimnm;
] 2 spasi

Mengingat 1 Undang-Undang Nemor  Tahun ... tarzang ... {Lembaran
Negara Republik [hdonasia Tahun, .,. Nomor ..., Tambahan

Lembaren Negara Rapublil; Indonssia Nernar
) 2 spau

2 Peraturan Pamerintal, Nomor Talun  tentang ...

{Lembaran Negara
Republilk Indonesia Tahun Nomor
Lembaren Negara Republik Indonesia Nenior
12 spasl
3 Poratumnn  Pragiden Nenor Talrait
|Lembaran Negara Republk  Indopasin

Nomer..., Tambahan Lemberat Negam Eajublik [ndenssia

Nomor...);

) 2 spasi

4  Perpturon Mantat .. Nomor Tebun  entang...

1 2 spasi

5 FParaturan  Dwerah  Namnr Tajwst .. |
[Lembatan Daerali Provinsi Daerali  [Qriwiw Jhby

Jakarta Talitip ... Nommor )
} 3 apasi

Dengan Persatujuan Bersaina
) 2 zpasi
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSL
DAERAH KHUSUS [HUKOTA JAKARTA
dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS THURKOTA JAKARTA
} 3 spaxi

]
MEMUTUSKAN:
J 3 apasi

Menstapkan PERATURAN DAERAH

MMMMMMMMMMMMMMMMM MMM MMM B MMM MMM MM

M MMMMMM
)3 spasi
}

BAB I
) 2 spasl
MMMMMMMMMMMMM MM

] 2 apasi

Pasal 1

} 2 spawi

M ML EILR ITH LA TLIE

12 spoa
Fasnl
} 2 spasi

1]  Mmmmnm e U IO T T oD T L U S T,

} 2 spani

{2] M TLTY) GINC bl timin

)3 spast
!

Memunt olasan
tenteng pedu

ditetapkannyn

peraburen

Mamunt desar
bardirinys

daersh

Meonat
keomenterdnn f

lembngn yang
bakerja sama -

Memust
tentang judul
peraturan yang
ditntaplan

Mennzat materi
per&mmn.‘

dalam, bentyul
pasal-pasal
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pvs

Ban 11
) 2 apaal
MMMMMMMMMMMMMMM
)2 apast
Begrian Kesahe
/2 apasl

TTITL

THYLN

12 sposi

b Mmmmounnmm YA

} 3 apevat
J
BAB

} 2 =poal
MMM MMM MR AT RNV M

oyt bl i 1 gt

1 M

ymgi i
sttt

2 M e —— L b LTy

ILLTEMY

J 3 opasl
J

) 2 sposi
MM MBA MM MMM MM MMMM

MLSTOO T

12 spas

J & apecni
Perwhumn Dasrali i sulai berlaku pada troggal diusdangkan,

12 spasl
Lambarai Daeruly

Aga- setiap orang rmry\!tahdl.\yn, mn}n‘h‘ntah}mn pen gundnogan

Permturnn Daecah ini

Prowioae] DX

b Khus Thukota Jekarta

Diundangloan di Jekarta

74 spwai

Ditetapkan di Jealouta .
pacda tauggal 2 Mmmmmom xeooe

rtempel Jabatan )
tohdn. tangan
AMA JELAS

} R spaal

poda tanggp]l ax Minmmmm oo

} 2 apoasi

SIENRETARIE DAERAM KHUSUS

IBUKGOTA JAKARTA,
JF -4 apnasi

Itandn 1mbgat
|

NAMA JELAS
J 3 apusi

}
LEMBPARAN DAELRAH PROVINS AFRAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Msmuet materl
paraturan, yang
dituiis dalacn
begtuic pasal-
pazal

Tanggal, bulen,
tahun |
disesiailon
dangen waktu

ALEA AT
dan aamn jabatan
langlap yong
dizertaj nona
jalas
manggtinaian
hur! koaital
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17 aposi
PENJELASAN
12 spasi
ATAS
12 spasi
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH XHUSUS ISUKOTAJAKARTA
12 spast
NOMOR ... TAHUN ...
12 spasl
TENTANG
12 apasi
MMARAMM MMM MM MMMMMMM MMM MMM MMM MM
MBI MMM MMM MMMEIMBINVE MMMV MM MMM

] 3 spasi
L UMUM
12 spasi
H MmN M U BT T LITNTH S G AT
TIMUTE T O G ST TV UM I T T T LI G UANTHT 0 LT DY B EITLTm

mmimulmzmnm UG DU TG MU T T U T i L G b e L e
TIGANAMMmmII.

} 3 spasi

I PASAL ITEMI PASAL
1 2 sparui
Paszal
Mnmm e T T R M M T T I T O U U DT TH T
TR I U LT T DO IR P LT,

12 spasi
Prsal 2
Cudarp jelas.
1 2 gpasi
Pasal 3
Apat (1)
M omm N M R T T U S (O T O O S T B M
MMM,
12 apasi
Amr {2}
Calup jelas.
] 2 spasi
Pasal4
Au (1
Mucufa
Mmoo TR TR T L TR s i am
MU YT,
Hupaf b
Cuscup jelas.

Berisi inf ;
penjelnsagn
paraturan
sehagaimana
tarcantum
diatas sertz
menggunekan
baral kapital

Mamuat
materi
panjalasan

dan berisi
pasal demi
pasal

Peraturan Gubernur

a Penjelasan

1) Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan sebagai

pelaksanaan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan/atau sebagai sarana untuk menetapkan

kebijakan;

2) Peraturan Gubernur dapat dilengkapl lamplran; dan

3) Peraturan Gubernur diundangkan dulam Beftla Daerah,
b. Susunan
Susunan Peraturan Gubernur terdiri atas:

1) judul Peraturan Gubernur terdiri atas:
a} frasa PERATURAN GUBERNUR DAERAH EKHUSUS

JAKARTA,;

IBUKOTA



2)

3)

4)
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b) kata NOMOR yang diikuti dengan nomor Peraturan Gubernur dan
kata TAHUN yang diikuti dengan tahun penetapan;
¢) kata TENTANG; dan
d) nama Peraturan Gubernur yang dibuat secara singkat dan
mencerminkan isi Peraturan Gubernur serta seluruhnya diketik
dengan huruf kapital tanpa tanda baca.
Pembukaan terdiri atas:
a) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
b) frasa GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA diakhiri
dengan tanda baca koma (,);
¢) konsideran Menimbang dan Menglngat;
d) kata MEMUTUSKAN:;
¢) kala Menetapkan:; dan
) nama Peraturan Gubernur sama dengan nama yang tercantum
dalam judul didahului dengan frasa PERATURAN GUBERNUR
TENTANG yang seluruhmya diketik dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik.
Batang Tubuh
Memuat semua substansi Peraturan Gubemur yang dirumuskan
dalam pasal-pasal. Pengelompokan materi Peraturan Gubernur dapat
disusun secara sistematis dalam bab, bagian dan paragraf.
Urutan pengelompokan adalah sebagal berikut *
a) bab dengan pasal tanpa baglan dan paragrnf;
b) bah dengan bagian dan pasal tanpa pardgtilf; atau
c) bab dengan bagian dan paragraf yang berlsi pasal.
Penutup
Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Gubernur yang memuat:
a) rumusan perintah pengundangan Peraturan Gubernur dengan
frasa “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur imi dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta’;
b) penandatanganan penetapan Peraturan Gubernur yang memuat:
(1) tempat dan tanggal penetapan;
(2) frasa "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA’;
(3) tanda tangan Gubernur; dan
(4) nama lengkap Gubemur yang menaitidiitangani.
c) penigundangan tercliri atas:
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(1) tempat dan tanggal pengundangan;

(2) frasa "SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA” dialchiri dengiud feidda baca koma (,);

(3) tanda tangan Sekretaris Daeruh,;

(4) nama leizgkap Sekretaris Daerah yang menancdatangani tanpa
NIP; dan

(5) frasa BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN .. NOMOR ...

d) autentifikasi terdiri atas :

(1) Peraturan Gubernur yang telah ditandatangani dan diberi
penomoran selanjuinya dilakukan autentifikasi;

(2) Autentifikasl Peraturan Gubernur adalah salinan Peraturan
Gubernur sesuai aslinya;

(8) Salinan Peraturan Gubernur dinyatakan sah apabila
ditandataengani oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakatia.

(4) Isi salinan Peraturan Gubernur memiue L
(a) frasa ~ Salinan sesual dengan aslinya”,

(b) frasa "KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" diakhiri
dengan tanda baca koma (,);

(c) tanda tangan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

(d) nama lengkap Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
menardatangani dilengkapi dengiu NIP.
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c. Contoh Format Pengetikan Peraturan Gubernur

LAMBANG GARUDA

} 5 spasi
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
TBUKCTA JAKARTA

} 2 spaai

NOMOER  TAHUN
} 2 apasi
TENTANG
} 2 spoxi

MM MMM MBI MM MM BB MM MM MMM MM MM MM MM M
} 3 apaai
!

DENZAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA fiGA
} 2 apas
GUBERNFUR DAERAH KHUSUS [BUKOTA JAKARTA,
} 3 spasi

/
Mendmbang a  behwh mmmmme)nm e T T T I,
} 2 apasi

setarusnya
} 2 spasi
¢ bahwa Dberdasarkan pertimbangan s#bagaimana
dimaksud dalam huraf &, hunef b, den  selerusnoye
pain menatapkan  Peratuwran Dasral tsntang
TULREMRAHTOMITL

} 3 spasi

B mdmmio;  dan

[

Undang-Undang mmmmmirypmmmmmon niiom mam;
] 2 spasi

Peraturan Pameriniah mmmmmmmmmmmmpouniTm;
J 2 apasi

Peratuiran Prasiden mmmmmmmmmmmminmmimmnm;
}2 spasi

Feraturap Mantari mmmmmmmmoummmnusnin nnun;
} 2 spasl

5. Peraturan Dasmlh mnimmimmoummmmmimniennm;

] 3 sposi

]
MEMUTUSKAN:
12 spasi
PERATURAN GUBERNUR TIENTANG
MMMMMM MMM MM MMM MMM MM MAMMRIMIL DS { MIBL,
13 apael
BaB 1
12 apasi
KETENTUAN UMUM
]2 spasi
Pagal |
} 2 spasi
Dalam Peraturan Gubenur i yang dimaksu:l derigan:
) 2 spasi
1 MO R MU TR T TUTL T ST M I PG TR,

2 apasi

12 spasl
3 Dan saterusnya
} 3 apaal
BAB IO
J 2 apast
MMM MM MMMMM MMM MM
1 2 spasl
Pasal 2
12 spas
{t] MmmmomroroTC TN
mm

Mengingat

LR ]

+

Menatapkan

2 Mmu T 1) ETRY ST LT UL,

N UGH LTI

) 2 apas
[2} Mmoo M T T D T A U LT
MMM
12 apan

Lambang
garada dan
nama

Jjabatan yang
telnh
dicatak.
barulcuran
314cmx
3,14 cm

Pecomaran
yang
barunatan
dalam satu
talman
malwits dan
Jontul
paraliyrhn
yang ditulis
dengan
leard
kapitnl,

Mearmuaat
alasan
tentang pariu
ditetapkannya
paraturan

Mermat
paraturan

perundarng-
wmdangan
yang menjadi
dnsar
ditetapkatiys
Paratygan

Mamuat
teatang
informasi
judul

yang di
buat,

Memunat
miateri
paraturan,
yang ditulis
dalezn bentulc
pasal-pasal
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BAB ...
} 2 spocai
MIMBMM MM MMMMMMMM
J 2 spasi
Pazal 2

1 2 spasi

{1) Mmmmmuammomo M (T T E R T Tn
’ 1 2 spasi

2 Mmoo RIS mTNA T U TSI AN AT MM NN M

12 spasi

1 2 spaxi

KETENTUAN PENUTUP

1 2 spaai

} 2 spast
Pemturan Guberpur inl raulai berlaku pada tangga] dinndanghan.

1 2 spusi
Agnr setiap oracg mengetahuinya, mamerintahion pengundangar: Peraluran
Qubemur ini deegnn perempatannya dalam Lembaran Dasrah Provinisi

Daerah Khusus Sulots Jakarta,
} 4 spasi
Ditatapkan & Jalouan
pada tanggal xx Mioumiiin xxxx
1 2 apax
QUBERNUR TIAEIRA EHLISUS
IBUKOTA J. i
JE- 0 dgited
(ntempe] jabilip |
) tanda tarlpan
NAMA JELAS
1 2 spasi
Dhiundangkan di Jakarta
pasla tangenl xx Mmmmmn o
) 2epasi
SEXRETARIS DAERAH KHUSUS
IBUKGTA JAKARTA,
15-6 spasl
)
NAMA JELAS
} 3 apuxi

BERITA DAFRAN PROVINS! CAERAH KBUSUS IBUKDTA JAKARTA
TAHUN ... NOMDK....

Mamunt materi
perabiuan, yang
ditwlis dalamn
baritvl pasal.
peanl

Mot
ketentuan untuk
palaksanean

atos peraturan,
yang ditetapkan

Tauggal, bulan
daus til1un
disesinikan
dengar) walktn
penandatanganng
» nama jnbetan
dan nuna
iengkap di rulis
dengan huruf
Jpital
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3. Peraturan Bersama Kepala Daerah

a. Penjelasan
1) Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan

oleh dua atau lebih kepala daerah; dan
2) di ketik pada kertas tanpa Kop Naskah Dinas.

b. Susunan
Susunan Peraturan Bersama Kepala Daerah terdi] atas :

1) Judul tercliri atas:

2)

3)

a) frasa “PERATURAN BERSAMA GUBERNUR .. (Nama Provinsi) DAN
GUBERNUR .. (Nama Provinsi)”,

b) NOMOR .... TAHUN...;

¢) NOMOR .... TAHUN.. ,

d) tulisan "TENTANG"; dan

e) nama Peraturan Bersama Kepala Daerah yang dibuat secara
singkat dan mencerminkan isi Peraturan Bersama serta
seluruhnya ciketik dengan huruf kapilal {anpa tanda baca.

Pembukaan terciri atas:

a) frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIA ESA;

b) GUBERNUR .... (nama provingl) ddin (JUBERNUR ... [mama
provinsi);

¢) konsideran "Menimbang” dan "Mengingat";

d) tulisan MEMUTUSKAN:*

€) tulisan Menetapkan: ; dan

f} nama Peraturan Bersama Kepala Daerah ditulis sama dengan
nama yang tercantum dalam Judul didahului dengan frase
PERATURAN BERSAMA GUBERNUR.. (Nama Provinsi) DAN
GUBERNUR... (Nama Provinsi) TENTANG yang seluruhnya diketik
dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik ().

Isi terdiri atas:

a) isi atau batar:g tubuh Peraturan Bersama Kepala Daerah memuat
semua substansi Peraturan Bersama yalg dirumuskan dalam
pasal-pasal;

b) pengelompokan materi Peraturan Bersama Kepala Daerah dapat

c)

disusun secara sisternatis dalam bab, bagian, dan paragraf: dan
urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:

(1) bab dengan pasal tanpa bagian dan paragraf;

(2) bab dengan bagian dan pasal tanpa paragraf: atau



19

(3) bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal.
4) bagian Akhir terdiri atas :
a) rumusan perintah pengundangan dan penempatannya dalam
Berita Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi):
b) penandatanganan penetapan yang memuat:

(1) tempat dan tanggal penetapan;

(2) nama Jabatan para Gubernur (Nama Provinsi);

(3) tanda tangan para Gubernur; dan

(4) nama lengkap para Gubernur yang menandatangani.

¢) pengundangan yang memuat:

(1) tempat dan tanggal pengundangan {lihhat dua kali);

(2) frasa SEKRETARIS DAERAH PROVINSI . (Nama masing-
masing Provinsi);

(3) tanda targan para Sekretaris Daerah (Nama Provinsi);

(4) nama lengkap para Sekretaris Daerah .. (Nama Provinsi); yang
menandaiangani tanpa NIP; dan

(5) frasa BERITA DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi) TAHUN ...
NOMOR ....;

(6) frasa BERITA DAERAH PROVINSI .. (Naina Provins{i) TAHUN .
NOMOR ....;

d) autentifikasi, terdiri atas .

(1) Peraturar: Bersama Kepala Daerah yang telah ditandatangani
dan diberi penomoran selanjutnya dilaliukan autentifikasi;

(2) Autentifikasi Peraturan Bersarma Kepal:l Daerah adalah salinan
Peraturan Bersama Kepala Daerah scstal aslinyd;

(3) Salinan Peraturan Bersama Kepala Daerah dinyatokan sah
apabila ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(4) Isi salinan Peraturan Bersama Kepala Daerah memuat:

(a) frasa ” Salinan sesuai dengan aslinya”;

(b) frasa "KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA” diakhiri
dengan tanda baca koma (,);

(c) tanda tangan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provingi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

(d) nama lengkap Kepala Biro FHukilhi Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Khusus lbuketa Jakarta yang
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menandatangani dilenglcapt dengan NIP.

c. Contoh Format Pengetikan Peraturan Bersama Kepala Daerah

VERATURAN BERSAMA ,Bmi Judut
CGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAHTA 'l:f;:;rml
DAN
GUBEENUR PROVINSL DAERAH TINGKAT XX MMMUN "r;;g‘mmkm
2 spasi :
N J - il kapital
NOMOR TAHUN
1 2 spasi
TENTANG
MMM MBI MMM MM MMM MM MM MMM MMMMMMMMBMAE lentang
) 3 apasi §nfurmam
] juduwd
LENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA pexaturan
) 3 spasi yang di buat.
)
QUBERNCR PROVINSI DAFRAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
13 ajpud
Menimbang A bahwa mmpmm MEIMMERI GG DI
) 2 apaai Meomuat
bahwa momnmmmmmomMI MmO MmN DR T e pertimbangan
dan se;cmz asyiys :;ntang perlu
itataplcesu
¢ bahwa berdasarkan perimbangan  sebegaimana ﬂb\t:‘h e
dimaksud dalarn huwwf o, uofb, dan  seterusnys peraturan
parhs membentuk Peraturan Dazrall teatang
MM S TN T L,
13 apast
Mengingat 1 Undang-Undang mmn 1 1063 U TH GEoarR;
} 2 spasi Memuat
2 Paratuamn Paceriatab mon canmme) i1 o rem; peraturan
12 spasi perundang-
3 Peraturan Presiden simumgiiaionmmasiat 1o iz niTeme; ustdang yang
} 2 spasl jadi da:
4  Parabaran Ma’ntza:ip;m:‘ummmnmmmmmm!mmnmm; E:m‘—‘kwim‘&
5 Peraturan Daernh mmmmminmmonmmnanmnmm ; peraturan
} 3 spasi
J
MEMUTUSKAN
) 3}@131 -
Menetapknn PERATURAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH KHUSUS Monmuat tentang
[BUKOTA JAKARTA DAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH informasi Judud
SETINGKAT MMMMMMMMMMMMMMMMMUMMMMBMMM Darataras

)3 spasi
J

BAB XX
) 2 spasl
MM MM MM MMMV MM MMM
) 2 apast
Paxai 2000
]2 spasi
Momminmmom s mn mrIn I RLTMHTHT WU 0 Y00 (TN,
TR0 LD I A LTI T LML
) 3 apasi

(1} Mmominr 1150y 1) ummnrmrrvumm!m'nrrnnmmmm.

TIM1L

(2] MmooomoMmIEE AT L
I T RTINS LT,

BAB XX

Musnual materi
peraturan, yang
dinzlis dalam
beatul paga-
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BAB xx
} 3 apaxi
)]
MM MMM MM MMMMM
12 spaxi
Baginn Pertamn
12 spasi
M, m Mr RO
}a l}pﬂ‘i
Pasal XX
12 apast Memtint
Mmtsemmmmsmt UM LTLITM A | LT U wiatan
mom. peraturan,
1 2 spaai yang ditulis
a. MmN IR I L T LAY TM I G delam banruk
MONUDITIRALTY pastl-pasal
1 2 spoai
b M I I T B R ETL Y T M NI T T
RUDIDEm
13 spasi
J
BAB XXX
1 2 apasi
MMMMA MMM MM
] 2 spusi
Fasal XX
1 2 spasi
M 1 mn
mm.
14 spasi
)
Tanggal, buian
Ditetapken di Jakarta dan tahun
pada anggal xx MIAMDRD XKXX diyasunilinn
} 2 apasi dangan wadthu
penandatanganan
GUBERNUR PROVINSI GUBERNUR FROVINS. DAERAH KHUSUS
TH. XX MMMMMEM, IBUKOTA JAKARTA,
_ Narna, jabatan
) 5-6 apusl dan
Stempel Jabaten) Stempal Jobatan) fﬂwﬂwlihﬁs
Fanda tanga Tanda tangan kapsital
RAMA JELAS NAMA JELAS
Dinndangkar di Jakarta
Fada anggal xx Mounmm xxx
Diundangan di xx
Prda tangeal xx Mounm xoor
1 2 spasi
SEKRETARES DAERAH FROVING! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTR,
) 58 spasi
J banda bungoan
'}
NAMA JELAS
} 3 apaxi
)
SEKRETARIS DAERAH TINGKAT X3X.....
)55 apowi
j tando tungo
NAMA JELAS
53 spasi
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH XKF{USUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ... NOMDR ...,

Keputusan Gubernur
a Penjelasan
Keputusan Gubemur adalah penetapan yang begsifat konkrit, individual,
dan final.
b. Susunan
Susunan Keputusan Gubernur terdiri atas :
1) judul, terdiri atas:
a} frasa KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAIN KHUSUS IBUKOTA



2)

3}

4)

9)
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JAKARTA,
b) kata NOMOK ... TAHUN..;
¢) kata TENTANG; dan
d) nama Keputusan Gubernur yang dibuat secara singkat  dan
mencerminkan isi Keputusan Gubernur serta seluruhnya diketik
dengan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda baca.
pembukaan Keputusan Gubernur, terdiri atas:
a) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
b) frasa GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA diakhiri
dengan tanda baca koma (,);
¢) konsideran Menimbang dan Mengingat;
d) kata MEMUTUSKAN:;
e] kata Menetapkan:; dan
f) nama Keputusan Gubemur samu dengah rnema yang tercantum
dalam judul didahului dengan lrasa KEPUTUSAN GUBERNUR
TENTANG serta seluruhnya diketik dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik (.).
isi Keputusan Gubernur dirumuskan dalam diktum KESATU, KEDUA
dan seterusnya.
penutup, terdiri atas:
a) penandatanganan Keputusan Gubernur yang memuat:
(1) tempat dzn tanggal penetapan;
(2) nama Jakatan Gubernur diakhiri dengan tanda koma (,);
(3) tanda tangan Gubernur; dan
(4) nama lengkap Gubernur yang menandatangani.
b) tembusan.
lampliran Keputusan Gubernur, yang mernuat!
a) frasa LAMPIRAN;
b) kata KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS |BUKOTA
JAKARTA,
c) penulisan NOMOR .TAHUN.. .;
d} penulisan TENTANG dilanjutkan dengan nama Keputusan
Gubernur sama dengan yang tercantum dalam judul;
e) judul Lampiran;
f) isi Lampiran; dan
g)l penandatanganan Lampiran yang memuat nama jabatan Gubernur
diakhirl dengan tanda koma (,), tanda tangan Gubernur dan nama
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lengkap Gubernur.
6) petikan Keputusan, terdirl atas :

a) petikan merupakan pengambilan sebagian dari diktum keputusan
yang diperlukan saja (yang berguna bagi penerima keputusan yang
bersangkutan);

b) petlkan keputusan, terdiri atas:

(1) kepala petikan keputusan ditulis lengkap sebagaimana
keputusan;

(2) kata Menimbang dan Mengingat, serta sejenisnya ditulis dan
seterusnra disingkat dst.;

(3) diktum dipetik hanya yang berkaitan langsung dengan
penerima petikan keputusan;

(4) klausul adaptasi ditulis lengkap;

{5) bagian akhir petikan keputusan ditulis lengkap, dengan
catatan, tanda tangan pejabat diganti dengan ttd.
(tertandarangani oleh); dan

(6) pada bagian bawah petikan memuat nama jabatan, tanda
tangan, dan nama lengkap pejabat yang menandatangant, serta
dibubuhi stempel instansi.
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c. Contoh Format Pengetikan Keputusan Gubermur

LAMBANG GARUDA
15 q}pni
KEFUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKDTA JAKARTA
12 spasi
NOMOR ... TAHUN
1 2 spasi
TERTANG
} 2 apani.
MMM MBI MMMMMMMMMW MM MMMBMM MMM M
} 3 apasi

!
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
] 3 apeaai

}
GUBESNUR DAERAH KHUSUS [BUKOTA JAKARTA,
] 3 spuni
!

& balvwm mommmmmnmauemdizbin| o st nainmg
} 2 spasi
b balwa mmmmeimmenen i oy ime e i niaeinim;
1 2 apasi
¢ dan seterusnya;
13 epesi

Manimbang

!
Manglogal i Undang-Undang mmmmminom mipoin i {5,
12 spasi
2 Mmmmm TRGUITUATTIIIT. FUT FOLTIIIRee L T L
} 2 apexsi
3. dan saterusnya;
} 3 spasi

MEI\nIUI'USKA{I:
! 3}-1"1
KEFUTUSAN QUBERNUR TENTANG
MMMMMMMMMMMMMM MMM MMMMMMWEMM,
12 spasi
KESATU M DXL T M N T A B UL T nmmn

Menstaykan

KETIGA Keputusan ini mulai berinita pada tanggel ditetepknn,
}# spasi
!
Ditatapkau di Jakute
pada tanggs! xx Mmasminm woo
12 spasl

GUBERNUR DAERAE KHUSUS
BUKOTA JAKARTA

156 apasi

atemnya] jabatan )
} tanda tangan
NAMA JELAS
12 apasi

Tanbusan:

1 Mmmnmmmmeom
2 Mmmmminmmomm
3 Dan sateruanya.

lhuruf kapital

Memunat
tentang peria

ditetaplannya,
peralutan

Memuat
peratur
perundang-
undang yang
menjadi dasar
ditetspleaplanya
parnturan

ditetaplkan

Memuat
substansi
tenlang
kebijakan yang

Tanggal, bulan
dan talnn
disesuaikan
dangan walktu
penandatanganan

Kama jabatan
dan nama
lengkaps di tulis
dengan muuf
kapital
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d. Contoh Format Pengetikan Petikan Keputusan Gubernur

LAMBANG GARUDA
} 5 apasi
PETIKAN
12 spast
KEPUTISAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
1 2 apast
NOMOR  TAHUN
12 spasi
TENTANG
| 2 apasi
MMMMNMMMMMM&QUI}MMWWMNNWMM
3 spaxi
DENGAN RANMAT TUHAN YANG MAHA ESA
3

]
GUBERNURE DAERAH }KHUSUS IBUKCTA JAKARTA,

3 apasi
Menimbang a dsr;
12 spasi
E dst;
13 apasi
Menginget 1 dst,; ’
12 spaat
3, dst.;
]3 arui
MEMUTUSKAN
13 apast
Menetapkan
1} 2 spasi
KESATL MmO LT T O T RTINS 10
} 2 spast
KEDUA MO oM T R M TS G IR T S DO
) 2 spasi
KETIGA Keoutusan ini mutai barlaku poada tangyal ditetaplinn
] 4 spasi
/
}
Ditetapian dl Jakarta
poda tanggnl xx Mumm xxxx
) 2apnasi
GUBERNUR DAERAH KFIUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
} 5.0 spasl
stempas] jnhatan )
| tanda tarrgen
NAMA JELAE
12 apasi
PETIKAN Eemutusan ini diberikan kapada yang berkepantingan ustuk
dileetabui dan dipergunaken sebagairsana mestinyw
1 2 apasi
Uatuk PETIKAN yang sah sesuai
Dengnn aslinya,
} 2 spaai
KEPALA FERANGKAT
DAERAH,
15 - 6 mpasi
|Sterepal instansi
|tnnda tangan
NAMA JELAS
NIF...
1 2 apusi
Kapada:

Yang bersangltan

Lambeny
Garuda, nomear,
elnn judul
disesuatha serta

enggunakan
huruf kapital

Mamoaat

dex dnsar
tarbantukya
keputusan

substansi
penstapan
keputusan

Lekasi, tnnggal,
indan, talnu
dengan wakw

& dan nama
jabatas lecgkap
yang disestai
nama jelas
menggunakan
huruf kagpital

Panandatanganan
dan pama inbatan
lengkap ynng
disertai nama
jalas
rdnggtakai
laruf hapital
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Keputusan Kepala PD/UKPD

a. Penjelasan

1}

2)

3)
4

PD/UKPD terdiri atas Sekretariat Daerah, Kota
Administrasi/Kebupaten Administrasi, Badan, Dinas Biro, Suku
Dinas, Suku Badan dan UPT.

Keputusan Kepzla PO/UKPD merupakan Naskah Dinas yang bersifat
penetapan guna memberikan dasar hukum dan/atau kepastian
hukum atas seseorang/sesuatu sesual petunyjiik peraturan perundang-
undangan diatasnya.

Keputusan bersifat konkret, individual dan final.

Keputusan dapat dibuat petikan.

b. Susunan
Susunan Keputusan Kepala PD/UKPD terdiri atas :

1} judul, terdiri atas:

2)

3}

a) frasa KEPALA (nama PD/UKPD);
b) kata NOMOR ... TAHUN...;
c) kata TENTANG;
d) nama Keputusan,
pembukaan, terdiri atas:
a) frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
b) frasa KEPALA (nama PD/UKPD)
¢) Korsideran Mentimbang dan Mengingat;
d) kats MEMUTUSKAN:;
€) kata Menetapxan; dan
f) nama Keputusan sama dengan nama yang tercantum dalam judul
didahului der:gan frasa KEPUTUSAN KEPALA (NAMA PD/UKPD)
TENTANG serta seluruhnya diketik dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik (.).
ist keputusan dirumuskan dalam diktum KESATU, KEDUA dan
seterusnya.
penutup, terdiri atas:
a) penandatanganan keputusan yang memhnat:
(1) tempat dan tanggal penetapan;
(2) nama jabatan;
(3) tanda tangan; dan
(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan
pangkal.
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b) temibusan.

Contoh Format Pengetikan Keputusan PD/UKPD

KOP NASKEAH DINAS
} 5 spasi
!
KEPUTUSAN KEPALA PDJUKPD
FROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
12 spasi
NOMOR. ... TAHUN
12 spasi
TENTANG
1 2 spasi
MM MMM MM MM MMMMM MM MMMMMMM MMM MM MMM
} 3 spaxi
DEMGA N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
} 3 spasi
EFEPALA PD/UKFD
PROVINSI BAERAH KHUSUS [BUKOTA JAEARTA,
} 3 spasi
Menimbang o bahwa mmnmomTTM M R ALS (]
) 2 apusi
bahwa mmmmmounmmmmaraRionee i
12 apasi
¢ dnn seterusnyn;
)3 apasi
Menpingat 1 Undong-Undang Nemor Tahun  lemtang ...
12 spast
2 Pernturan Pemarintah Nemor .., Tabun tentang
12 spaxi
3 dan seterusnyn;
} 3 spasi
)
MEMUTUSKAN:
) 3 apasi
Menstapkan KEPUTUSAN KEPALA PDJUKPD TENTARG MMM
MMMBMBIM MBI MM MMM BRI,
} 2 spasi
KESATU Mmm jam
J 2 spasi
KEDUA Mmmmmmm O A G I O T 0 T RRial,
] 2 apasi )
KETIGA F L T T T G M O T T T THTL T A IMIFILTH
1 ¥ spasi
Ditetaphkan diJakarta
paca tanggal 200 Mintoom oo LENe
} 2 sprsl
KEPALA PDJUKFD
PROVINS! DAERAH KHUSUS [BUKOTA
JAKARTA
}5 6 apasi
stempe] jabatan |
1. tande rangan
NAMA JELAS
} 2 apasi
Tambusan;
1. Mmmmmmmunim

2 Dan agterusnyea.

Barisi judul,
nomor peraturan

mangpanakan
Inauf kepital
serte nacna
jabatan pembuat
kaputusan

Mamuat
partimbangaa
tentang
Kabifakan yang
ditatapkan

Memuat alazan
tentang periu
dlitetapkannyn
peratiren

Memuat
Peyaturan
Perundang-
vndeng yang
manjadi dasar
ditetapkapkanyn
Parataran

Menmaat isi
foatert

keputasan

Tanggal , bulay,
tahin
disesunikan
dangan waktu
panandatanganan
dan nama jabatan
lenghap yang
disertai pama
Julas
uanggunaka
larul besar
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d. Contoh Format Pengetikan Petikan Keputusan Kepala PD/UKPD

Menimbang

Mengingat

Menatapkan

KEDUA
KETIGA

PETIKAN

Desigan aslinya,
} 2 spasi

KEFPALA PDJ UKFD
}5-0apast

stempel jobatan )
tanda o

NAMA JELAS
12 spast

Kepadia:
Yang bersanglaitan

KOP NASKAH DINAS
} & spast
FETIKAN
} 2 apasi
KEFUTUSAN KEPALA PD/UKFD
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
}2 spasi
MOMOR , TAHUN
12 spasi
TENTANG
} 2 spast
MMMMMMBIMMMM MMM M MMMB M MMM MM MMM MM
13 spasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
! 3 spasi
KZPALA PD/UKPD
PROVINST DAERAH KHUSUS IBUKDTA JAKARTA,
)2 apasi
& dst;
12 spasi
b dst;
} 3 apasi
1 dst;
12 spasl
2 dst;
13 spasi
MEMUTUSEAN:
} 3 spasi
12 spasi
Mmmmmmm s IR I R AT M h .,
12 spasi
Mmmmom T AT UG TR MAm I G I i1 o,
} 2 spasi
Heputusan fni mulai herlaku pada 1n:ggal ite loplin.
} 4 spast
Ditetaplan di Jadiarts
pade, mnggai xx Yo ooo
}2 spasl
NAMA JABATAN
{stempel jabmsan )
} tenuda tangan
NAMA JELAS
}2 apasi

Heputuzan ini diberikan lepada yang barkesentingan uotuk
dikatahui dan diperguiizkan sebageimena mestinya.

12 spasi

Untuk PETIKAN yang sah sosvmi

Berisi kop, judl,

nomor

Lheputusan yang

e npguinakan
uruf leapital

sarta jabat pri

Ea mbuat
eputiusan denga

huruf kapital

5L

Memuat
dases/pertimban
gan
ditatapkapkanya
lepatusan

Memuat
peraturan
perundang-
undang yang
mmegjadi dases
ditetapkapkanya
leputusan

Memuat
substansi tertang
instruksi yang
illce taplean

Tanggnl, bulan,
tabuan
disasuailan
dengan wakiu
penandatanganat
dnn nema jahatan
longlap yang
disertai nama
jelas
menggunsikan
hurof besar

Memuat kalimat
penegasan tufusn
pembuatan
hkapatusan

Nama jabninn
dan nauca jelns
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B. Instruksi

1.

Penjelasan

Instruksi merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah dan/atau
petunjuk yang bersifat teknis, jelas dan terperinci sebagai pelaksanaan dari
suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Susunan
Susunan instruksi terdiri atas ;
a. kepala, terdiri atas:

1) kata INSTRUKSI ... (nama jabatan yang mengeluarkan);
2) kata NOMOR... TAHUN...

3) kata TENTANG; dan

4) nama Instruksi,

pembukaan, terdird atas:

1) tulisan nama jabatan yang mengeluarkan Instruksi;

2) substansl materi Instruksi;

3) kata Kepada; dan

4) kata Untuk.

isl, dirumuskan dalem diktum KESATU, KEDUA, dan seterusnya.
Bagian akhir, terdiri atas

1) tempat dan tanggal ditetapkannya instruksi;

2) nama jabatan yang mengeluarkan instruksi;

3) tanda tangan pe:abat yang menandatanganl {nstruksi;
4) nama jelas dan dilengkapi NIP bagi PNS;

5) stempel jabatan, instansi; dan

6) tembusan sesua: kebutuhan.

Penandalanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan, dengan

ketentuan:

a

Instruksi Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas
kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;

instruksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas wewenang
jabatannya, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur dibuat di atas kertas
Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi tanpa alamat; dan

instruksi yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD dibuat diatas kerta
Kop Naskah Dinas PD/UKPD tanpa alamat.

instruksi yang ditancatangani oleh kepala PD/UKPD dibuat diatas kertas
Kop Naskah Dinas PD/UKPD tanpa alamat.
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Contoh Format Pengetikan Instruksi Gubernur

EOP JABATAN GUBERNUR
) G spast
INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUGUS
IBUKOTA JAKARTA

12 spusi
KOMOR .. TAHUN
} 2 spaai
TENTANG
} 2 spaai
MM MBI MMAN MR MMMM MM MMM MMM MMM MMM MMM M

13 spusi
GUBERNUR. DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
)3 spasi

mmmmmmmmmrammm, deagan ind menginsteuksikan:
] 2 spasi

Kepada j. Mmmmmmmm mmmm i Eamnn e mnnmm;
2. Mmmmmmmmm e RITIT T
3 Mmmmmmmommmmomm oML
4 Mmmmmnmmmmmmanmm U ouEm T
5 dan esterusny=n

} 2 spasi
Untuk
) 2 apasi
KESATU MmN R TR RO LT T UL ) T
MmO G AR DT D M.
)2 apasi
KEDUA M0 AT B T T | FTYSTATTHYETLET i} v luihl
Mminin U R I i i ntd .
} 2 apasi
RETIGA MEmmm s TR I L
Moy T T N T T
} 3 mpasi
J
Instruksi Guberaur ini maalai berlaku pada tanggel ditetapkan.
13 apasi
i
Ditetapkean di Jokarta
pada tanggal =zx Minumnumm
bis's e d
2 spasi
Gubermur Dasreh Kkueus
Ibulota Jakarta,
5-0aspasi
{stempel jabatan )
) tanda tangan
NAMA JELAS
} 2 spasi
Tembusa;

1 Mmmmmmmmm
2. Dan seterusnya

Kap
meanggutsakan
Jjabatnn
gubernur,
BOMOT,
telltang sarte
jabatan
pemniatan,
ingtmesi

Barisi kalimat
o daxt

panesbitan

instrules{

Bearisi
informasi
yang dituju
dalam
Instnzksi

Mamuat
substaisi
tenlang
Instpulesl

g
ditetapken

Tanggal ,
bulan, tahun
diresuaikan
dangan wakiu
penandatangan
an dan nama
Jjabatan
langkap yang
disartsi nama
Jalas

Luruf kapital
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Contoh Format Pengetikan Instruksi Kepala PD/UKPD

KOP DINAS
[PANFL SELNAT]
} 5 spasi

}

TSTRUKS] KEPALA PD/UKPD
PROVINSI[ DAERAH KHUSUS |1BUKOTA JAKARTA
} 2 spasl
RNOMOR ... TAHUN ..

1} 2 spasi
TENTANG
12 spast
BTV WVINVIVE B MRS B MM RIS DIV M MM TRV MM M
)} 3 epasi
}

KEPALA PD/UKPD
PROVINSL JAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
)3 spasi

Moynamennmo iR R MM TR R m O dnm
T T YL E ST 1) I M S L R T L LT U U A T T I U g i o, deugm

ini mnnginst'ukstknn:
) 2 spasi

Kepoda 1, bl T T L YT T RS DL T LT AR LD
2. Mm MmO T T YL SO T ST Y TR T,

4: A Mo G I M T T T G AR R

5. dan seterusnyn
) 2 apasi

Untuk
) 2 spasi

KESATU MmO AN A I O A T
Mowrnm o o e r I NI R L.

} 2 apasi

KEDUIA M enmmim oo frmer ren LN LM I
M. LT ST T 6T I T T L T LG T,

1 & spasl

KETIGQA Mmenmmum M I UL AR YT I ST LT, 140,
Mo IR T U ST T AT NI ) @ U,
13 spasi

lustrukai Kepala PI/UKPD Ini mulai berlaky pada tanggal dhtetapican,
) 3 spaai
}
Ditetapkan di Jakavta
pada tanggal xx Mmnemnm xxxx

) 2 spasi

Kepala PD/UEPD
Pravingi Dasrah Ehusus
Ibukota Jake-ta
)} & - 6apasi

(stempal instansi
Nama Jalas
HNIP

Tembusan:
1 Mmommmmnunm
2 Mmmmmmarmmom
3 Dan eaterusnya

Manggunaican
kop tanpa
alamat, judal
instruisi
menggunaian
huruf kapital,
nomor serin
nama jabaten
pembuat
lepuhisan
disezuaikan dan
mengguoakan
buruf kapital

Be1lsi kalimat
tujuan dari
penbrhitan
instruksi

Begsi Informasi
dityjuican
dalam instruksi
Jempada
pimpinesn
Parnngkat

Dasrah

Meinunat
substaisi
teniang
ke tusan

dite tapkan

Tanggal .
bulan, tahun
disesuaiken
dengan waltu
penandatanga
nan dean nama
jabatan
lengkap yang
disertai nama
jelas
mengtnakan
buruf kapital
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C. Surat Edaran
1. Penjelasan
Surat edaran adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan
dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting
dan mendesak.
2. Susunan
Susunan surat edaran terdiri atas .
a. kepala, terdiri atas:
1) tanggal, bulan dan tahun;
2) kata Kepada;
3) kata Yth.;
4) pejabat/alamat yang dituju;
5} frasa SURAT EDARAN;
6) kata NOMOR;
7) Ikata TENTANG; dan
8) Judul Surat Edaran.
b. isi, dirumuskan dalam bentuk uraian.
¢. bagian akhir surat, terdiri atas:
1) nama jabatan;
2} tanda tangan peiabat;
3) nama jelas (bagi PNS dilengkapi NIP); dan
4) tembusan,
3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a. surat edaran yang citandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur
atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan
Gubernur;

b. surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretafis Daerah atas nama
Gubernur menggunakan Kop Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa
alamat;

c. surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang
jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang
bersangkutan dengan alamat; dan

d. surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD ditujukan

kepada internal jajarannya.
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Contoh Format Pengetkan Surat Edaran Gubernur

XOP JABATAN GUBERNUR
} 5 spost
tt Bbblbbls 1ry
} 2 spasi
Kepada
Tth. }Lim.mmm;mm” myun
Mromi!tim ndd it mi
d
Jakarin
)3 4 apani
}
SURAT EDARAN
) 2 upueni
HOMOR ... /SEf
12 spaai
TENTANG
MMM MBIM MM MMM MM MMM A A MMM BN MM ML
) 2 apaasi
Mmmm mmmmestn g e T M I M O A T T RN m

, dangan ini sampailen hal sabagai berilae :
} 3 zpasi
M MmO T T N AL L O OO G D TG T T T T U TU  TLALTL LT
NG T TLRITLYA TH LT AU YL LT LY S50 (AT O AT AT TS,

} 3 spoi
Mmmmmmn | TUTLAUT @ [ DT G R 3T
O O U U T L T MO TR,
} 3 apasi
) B e L T T T D T Y T T T 2T T FTL T KL LT L YA YA LTI AL L ey
INmMMOIMUmaam DTG AT T L,
} 3 spuusi

Edaran ini wntuk menjad perliwinn dow agar dilnksanakan dengan  sebaik-taisnyn dan
penull tanggung jawmb
) 34 spasi
/

OQubertur Dasreh Kiusus
Thuleota Jakarte,

} 5« O apasi

stempsl instansl )
| indicda tangan
Nama Jelps

Teinbusan:

1. Minmmouymmmapi

2 Minmmmnemmninm
3, 0o setaruanye

Menggunakan
kop jabatan
Cubeinur

Tanggal, bulan
dan tahun
disesunikan
dengns
peharbltnng sucat
ednyan den
identtas peda
yth. berdsi tarma
jabatan

Jenis dan fucul
menggunakan
haunaf kapitat dan
penomorarn surat
adnran
digasuaikan

Mamuat
substansi dasi
surat edaran dan
pasia peautup
surat edara bariei
instruksi
pelaksainan
implentesi dud
suret edaran

Tenggal , bulan,
talmn

disssuaikan
dangan waktu
penandatanganan

I dan omna jabatan

langkap yang
disertal nnina
julas
maggunakan
huruf besar
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5. Contoh Format Pengetikan Surat Edaran Kepala PD/UKPD
Menggunakan
Kop Pemprov DKI Jelcartn kop nasal: dina
} 2 apas{ tanpa alamat
it Bhbbbbhb kit
2 spasi Tanggal, bulas
} dan tahnn
R disasueikan
dengan penerbitan
Yth  Mmmmmouminnmn surat edaimn dan
Mmmmmamman idanutitas beris]
nama jabatan dan
Jakarin identtas yth
13 4}5}!«:( Iapala P
SIHRAT EDARAN
12 sposi
NOMOR .../SEf utt Pamulisan jeais
12 spast surat, noinor
surat saa judal
TENTANC manggaakan
MMM MMM MM MMM ETRM MM MMM MMMMMMM MMM M faraf kasdial
13 l)pcu( !
Mmmninunnunmmmmim: IR [ T LT yiralueinilafi A TRINIMTUMRINUTH LI
173 T AT TR , dengan ini sampalikcan hal sehagal bedkut :
} 3 spasi
Mmr MTLITLILITA YIRS AT AT TAT LA I L NI T I T}
Memuat
NI O LT IFITIIL i subsmAnsi dasi
surnt adaran dan
ML T O T T T LA L T T S Y A 0 T S T T LT TR A LT T ST O L TS £ pada peautap
TR O G MR UL R T L T S LTI T T O DU TR, surat edayn, beris{
} 3 spasi inshukesi
Mmmmmmmon AT G RO CMIUT IRGIIIDT I NG AEmin palaksanon
FOUTAEL LA T MO SO RIDITETAR T T, implantasi dari
} 3 apasi surat edarnn
Edsian ini untuk menjadi perhatian dan agar dilakssnakan dengan  sabaik-baikaya dan
panuh tanggung jawab.
J3- “)Sjlﬂli
Kepala PD/UKPD
Provinsi Doerah Khussis Tanggal, bulas,
Ibukotn JeStarta, mm]::: it
] 5_ G spasi dangan waltu
panandetangeanan
dan nama jabatan
stenipal ilnstansi leugkag yang
] tandn teangait f:llsartm nama
Nonia Jalas Jolaz
12 spasi ma sggunakan
Inwyaf kaphal
Tembusnn;
1. Mmammimminuasm
2. Mynnuuu warmm rimmem
3.Dan setarusnya
D. Seruan

1. Penjelasan
Seruan adalah Naskah Dinas memuat pemberitahuan yang bersifat imbauan
persuasif yang ditujukan kepada masyarakat unnim untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu kegiatan/perbuataﬁ.
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Susunan
Susunan seruan terdir: atas *
a. kepala, terdiri atas:

1} kata SERUAN, ditkuli nama jabatan yang njerigeluarkan seruan;
2) kata NOMOR... TAHUN.. ;

3) kata TENTANG: dan

4) judul Seruan.

. batang tubuh:

Batang tubuh seruan memuat uraian tentang dasar, maksud dan tujuan,
serta hal lain yang diimbaukan kepada masyarakat agar masyarakat
dengan sukarela melakukan atau tidak melakukan -suatu perbuatan
dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Naskah dinas Seruan dapat menggunakan salam pembukaan dan salam

penutup.

. Bagian akhir, terdiri atas:

1) tempat, tanggal, bulan dan tahun dikeluarkarnya seruan;
2) .nama jabatan yang mengeluarkan seruan;

3) tanda tangan;

4) nama jelas; dan

5) tembusan.

Seruan Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas kertas
Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur.
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Contoh Format Pengetikan Seruan Gubernur

KOP JABATAN GUBERNUR
} 3 apaai
SERUAN GUAERNUR DAERAH RHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
} 2 spasi
NOMOR TAHUN
1 2 wpaai
TENTANG
} 3 spaai
!

MMM MBIM MM MMM M MMM MM MMM MM MMM MMMM MM A
MM MMM MM MMM M MM MMM MMMMMNMIVIM

Mmmrnm i nrm e s iz

U A T O TR I DT U T (R LA 1 ) R T III'HIIT]}#I [FI{F] ]

frabritsl TUDIGIOUITED 0D GO Mmoot Mmoimmm  muu g ramuann 08| e s
I MM 100Dt DM
} 3 apasi
Mmmmm et minm LU I MO T T R AT TN L T UTL YL DU LT 5
1 NN I I b HrnmunrAn mramounmmn | Mmmmmn - mm e m o nea s
TN INTI LT MO 0T O UNIN .
} 3 apasi
Mmmm i A U U T LS ST TR T T T N N CATA T T IRy AU
m TN TN I ST T LTI T T O [T T T T YL VITLTUTH YL G ITAT ET TR ¥4 1 1 L3
prabosieskaaisireoriitpieblarbaelysrsninlsginniselnniaacagiratirs]
14 spasi

Ditatapkan di Jekerta
pada tanggal xx Minsodnm

XHXK
] 2 spaai
Gubetaur Daerah

Kbusus

Ihukota Jekarta

13 - 6 spasi

{stempel jnbatan |

| manda torgon
NAMA JELAS

E. Surat Perintah

1.

Penjelasan

Surat Perintah adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada

Menggunnkan
kop jabatan

gubernur

Penormoran
yang berunztan
deinm satu
tabaun talowin,
panulisasn jenis
saruan, Gan
judul gsenan
mengpnakan
huruaf kapited

Mamuat materi
atas seruan dan
pernilisan isi

[ subastanai

saruan
me mpachatikan
atigun ayd

Lokasi dnn
tanggal
penandatanganan
disesunikan pade
anat dilalulian
Panandatangan
sa1ts
mengmnakan
Noama Jelas

bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

Susunan
Susunan Surat Perintah terdiri atas :
a. kepala, terdirl atas :
1) frasa SURAT PERINTAH,;
2} kata NOMOR .../ . .
3) kata TENTANG; dan
4) nama/judul perintah.
b. isi, terdiri atas:

1) pertimbangan dikeluarkannya surat perintah;
2} kata MEMERINTAHKAN:;

3} kata Kepada;

4) nama pejabat dan jabatan yang dibert tugas;

S)

jenis/tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan;
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6) waktu pelaksanaan tugas;

7) pelmbiayaan dar: lain sebagainya; dan

8) ketentuan lain yang dianggap perlu misalnya inen1bebanan anggaran,
ketentuan waktu pelaksanaan, dan kewajiban melapor bagi penerima
tugas.

¢ bagian akhir, terdiri atas:

1) tempat, tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya surat perintah;
2) tanda tangan pejabat;

3} nama jelas pejabat bagi PNS dilengkapi NIP; dan

4} tembusan.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a. surat perintah yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur
dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;

b. surat perintah yang ditandatangani olety Sekxidarls Daerah dan Kepala
PD/pejabat lainnya atas nama Gubernur dibuart di atas kertas Kop Naskah
Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat; dan

¢ surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang
jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang
bersangkutan tanpa alamat.
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Contoh Format Pengetixan Surat Perintah Gubernur

KOP MMBATAN QUBERNUR
13 spasi

SJRAT PERINTAH
12 apas!
NOMOR /...
12 apasi
TENTANG

2
mmmmma’hm MMMM
13 spasi

Moo LML T TR ) elpa b L] +10) vy ]
Mmine MMmMMISTRRmNMmnrmmeLn dengan in
1 Z spaal

MEMERINTAHKAN:
12 spust

Kapada

nama, MmnoEnmmmmmorm LU nmTi
12 spasl

)2 spasi

IR O N DT

12 spasi

NIp
jabatan M
untuk

12 spasi
1 Mnnrommene ) oy o T e Cr s I T FCG T 1 U R I £t

2  Mmmmomuomonooeommom

Pegintah Ini dibuat wiuke dilaksanalan dengan sobaik-eih ynolan
jeauh tanggung Jawab,
] 4 spaxi

Diksluarkan di Jakaria
pada anggal xx Momem xxxx
12 apaxi

Qubermar Oaerah Khusus
Iukotn Jakarts,
15 -8 spaxi
stampe] instensi )
| tanda targan

Nomz Jelas
12 spasi

3 dan seterusoya

Mengputinkan
kop jabamn
gubarmu dan
PeLGTOOTAN
disasuailcan

be rurutan dalam
satu talun
tadewin,
pabgetikan fadul
naskah dinas
mungaunaloan,
buruf kagntal

Berigi identitas
panerima, perintah

Memust isi perintab

Lokasi dan

peonanggelan

dise supikan dengm
waktu
paoandatanganan
serta pembububan
tonda tangan
disertai nama jelns
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Contoh Format Pengetikan Surat Perintah Kepala PD/UKPD

L Menggmumakan kop
EOP NASKAH DINAS 1| naskah dinas
ﬁmuurja;;.p“d [| tenpa alamat
SURAT PERINTAH
12 spasi
NOMOR ...[...
1 2 apasi Identitas jenis
TENTMN;‘xz ol surat, nomor,
sp tentang surat
WMWWWM meur:ffgl.lnﬂkm
ital
MG T QT R TH T R T UL (R R UL IO T hurul kap
Mmmmmmmmmmmmmenmpmmenmarenmim desgan ind
13 epas "
MEMERINTAHKAN:
12 apasl
Kepada
12 spasi
nama Mommmmmmmmmmminmmrm .
12 apasi Berisi irfentitas
NP TIDOCOOCUDON TR penesima perintai,
_ 12 spasi
Jjabatan A MDA (e AU R TR AR
12 span
untuk
12 spasi
Memuat isi perintah
Parintaly iri dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan
penuh tanggung jawab.
14 spust
]
Dikeluarken didakara
pada tanggal xx Maumatnimm xxx
12 spasi
Kepala PD/UKPD Lokas; dan
Provinsi Daerah Khusus pe mnlggnlm
Ibukostn .;akam.. disasuaikan dangan
15 -6 apasi | waldtw
. . panandatangsnan
stempel msmﬂfimlldn — serta pesnbubuhen
1gA tandn tengan
Jolas disarlai nama jelas
NIP

1 2 spasi

Terubusan:

a Moommmiremmmmm
3 dan seterusnya
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F. Surat Tugas

1.

Penjelasan
Surat tugas merupakan Naskah Dinas yang menwmat kehendak Kepala

PD/UKPD yang ditujukan kepada bawalian dii atau pejabat/pegawai
instansi lain untuk melaksanakan tugas tertentu.

Susunan

Susunan surat tugas terdirl atas -
a. kepala, terdiri atas:

1)
2)
3)
4)

frasa SURAT TUGAS;
kata NOMOR .../...;
kata TENTANG; dan
nama/judul surat tugas.

b. batang tububh, terdiri atas:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7}
8)
9)

pertimbangan dikxeluarkannya surat tugas;

kata MENUGASEAN:

kata kepada:;

nama pejabat/pegawal yang ditugaskan/kati tim dengan susunan
terlanpir;

kata Untuk:;

jenis/maksud pekerjaan yang harus dilaksanakan;

waktu pelaksanaan tugas;

pembiayaan; dax:

ketentuan lain yang dianggap perlu antara lain kewajiban melapor
bagi penerima tugas, dan seterusnya.

¢ bagian akhir, terdiri atas:

1)
2)
3)
4)
5)

tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat tugas;
nama jabatan yang mengeluarkan surat tugasi

tanda tangan dan stempel;
nama |elas selain Gubermnur dilengkapl NIP bayi PNS; dan

tembusan.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a surat tugas yang ditandatangani olehh Gubernur atau Wakil Gubernur
dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;

b. surat tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama
Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta tanpa alamat; dan

c. surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang
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jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang

bersangkutan tanpz alamat.

Contoh Format Pengetikan Surat Tugas

KOF NASKAH DINAS
{tanpa alamal
} 3 apasi
SURAT TUCAS
} 2 spasi
NOMOR /...
} 2 spasi
TENTANG
} 2 spasi
MMM MAIMMMMMMMMMMNVM
} 3 spasi

Mmmmmmmm s mm R U R AT IR G R I IITIm
MMM AOMMMEDINIEILImmmanmn, dengan ini

) 3 spasi
MENUGASKAN:
} 2 apasi
Kepada Tim dengan susunan terlampir
) 2 apasi
Untuk ;
} 2 spasi
A
] 2apaai
b Mmmmmmnmm e m O R M Rm A T G DR U UYL T,
1 2 spast
¢ Mommmmmmosmmess e I e O S R R
} 3 apaai
Surat Tuges ini dibuat untulk dilaksanakan deigan sebaik-bailaiyn ddan penuh
tanggungjawab.
14 spasi
Dikelunscin dl Jukacta,
Pada tanggal xx Mmum xxx
1 2 sjmin
Nama Jaheiuy,
158 spasi
(stempel instansi)
Nama Jelas
12 spasi
Tembusan:

i Mmmmmmmm
2  Mommmmmm
3 danseterusmya

Menggunakan kop
oasknh dinas
(tanpa alamat)
serta ukuran kop
diresunikan
dangan sturan
yang berlaku dan
pem:lisan janis
surat dan judul
menggunakan
hawuf knpital,
Untuk panomoran
diseuajkan dangan
unitan

Berisiis tugas
{psnulisan
menggunakan
aturen eyd}

Panandatengan
manggunakan
aama jslas dan
nip satta
penanggelan
disgsunikan
dengan waktu
penandatasganan
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1.
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BAB IV

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS KORESPONDENSI

Penjelasan
Nota dinas merupakan naskah dinas internal antar pejabat di lingkungan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau antar pimpinan atau darl pejabat
bawahan kepada atasan yang memuat/berisi pemberitahuan, permintaan

penjelasan, laporan dan sebagainya.

Susunan
Susunan Nota dinas terdiri atas:
a. kepala, terdiri atas:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

frasa NOTA DINAS;

kata Kepada ditkuti dengan nama pejabat/:ilajnat yang dituju;
kata Dari ditkuti dengan nama pejabat yang 11’lei'1ginm;

nomor, dapat ditambah kode sesual kebutuhamn;
sifat/klasifikasi;

lampiran; dan

hal.

b. isi, dirumuskan dalam bentuk uraian.
c. baglan akhir, terdiri atas:

1)
2)
3)
4)
3)

tanggal, bulan dan tabun;

nama jabatan,;

tanda tangan dan stempel;

nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan
ternbusan.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digutiskan dengan ketentuan:
a Nota dinas yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur atas
wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan

Gubernur;
b. Nota dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepala PD

atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dengan/tanpa alamat; dan

c. Nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang
Jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas instansi PD/UKPD

yang bersangkutan tanpa alamat.
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4. Contoh Format Pengetikan Nota Dinas

KOP NASKAH DINAS
}3 spast Menggaoakan kop dines
HOTA DINAS } pamaghat dasrah
13 spaai
Kepada
} 2 spasi
Dari Dise suatlan dengan
}2 spasi pm:nngkat dualmhl
Nownor it yang ditune,
} 2 spasi perlgirim,
Sitat Janonioinn
} 2epasi disesuaikan desgan
Lampitan watan setu tahun
)2 spasi talavin, banyak
Hal lampiran, secta hal
} 3 spasi mengaoai nota
dinns
MmMmmaNTIm M M. MTImmmm MmmmmmimTimm msnrrTan MTETm men
MITARMTINTE FITIT MMM TR Famim. Memuat lapotan,
] 2 spasi Pemberitalnian,
Mnrnemmmmmmm MANTEHIR METMETIMM MMTHIKITAEEDM MMMAWHET MMM mrkmsm saran ,’,f;ﬁft:fﬁn ’
THNRITHTHTT RITIM MUAITIT MITSTHON £, atau ;;em‘u'ntam
12 spasi bemupa catatan
Mmmmmmmam  maumnmm  Mreamoen mmmmnniomn mmmmTimm - mm T xfm m::m,. £
MERFNETITIINTY [TUTVTY FTVALTY FNTSETIA Garvdm.
] % spasi
Jakarta, xx Mmmerm oo
} 2 apasi :
MNama Jadaen , L:nkwmmd:ﬂm
1 56 spaxi disasunikan dengan
walihun
. . panandatangeing
stempel instans ) serta pembubihan
H tanda b gk tandatangan
Mima Jedas diserini name jelas
NP .. dan nip
12 spasi
Tembusan:
1 Mrmmmmmmm
2 Mmnmmmmingm
3  dan setenusnya

B. Nota Kesepakatan
1. Penjelasan
Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan Permerintah Provinsi DRI Jakarta yang bersifat
mengikat.
2. lsi nota kesepakatan, terdiri atas:
a komiparisi;
b. para pihak dalam nota kesepakatan;
c. premls/recital,
d. konsideran;
nota kesepakatan, paling kurang memuat:
1) Ilatar beiakang;

2} maksud dan tujuan;



3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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lokasi sinergi;

objek sinergi;

ruang lingkup;

tugas dan tanggungjawab;
pelaksanaan;

Jangka waktu;
pembiayaan; dan

10) lain-lain.
f. penutup.
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3. Contoh Format Pengetikan Nota Kesepakatan

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PEMERINTAH DABRAH ..
TENTANG
NOMOR @ coovnn s

Pada hari ini, .. c.v.0s ta.nggal ............. bulan ....... tahun .. coiies (o sens aonnnd)y kaimi
bertandatangan di bawah ini

......... .y berkedudukan di ...., jalan
, dalam hnl ini bertindak untuk
dan atas nama Provinsi Daerah
Provinsi DKl Jakarta selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
vy berkednpdukan di..., jalan
oy dalam hal lnl bertindak untuk
dan atas narhi Pemerintah Daerah
awny  selanpltinya  disebut PIHAK
KEDUA
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendlri-sendiri disebut

PIHAK.

AR P R AR SRR RN SR S ANV AAN AR NI AARERT  AdFNbudnd

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1 s S .. dst

2. . dst
Berdasarka.n ha]—hal tarsebut dmtas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat umtuk
melaksanakan Nota Kesepakatan ....... , dengan ketennuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal ...
dan seterusnya
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di . ........... pada
haridan tanggal tersebut di atas dalam rangkag ... {...........} bermaterai cukup,
masing-masing mempunvai Kekuatan hukum yang sama,
PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU,
Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan

(nama tanpa gelarj inama tanpa gelar)
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C. Kesepakatan Bersama

1.

Penjelasan
Kesepakatan bersama merupakan Naskah Dinas yang dibuat oleh pejabat

yang

berwenang dengan pihak lain sebagai langkah awal untuk

mempersiapkan suatu perjanjian kerja sama.

Susunan

a. Bagian kepala, terdiri atas .

1)

2)
3)
4)
5)

Lambang/Logo:

a) untuk kesepakatan bersama antara duaerah dengan daerah
menggunakan lambang garuda.

b) untuk kesepakatan bersama antara daerah dengan pihak ketiga,
Jambang Jaya Raya di sebelah kanan alt_as dan logo pihak ketiga
diletakkan di kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama
lembaga:

Kata KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA........... DAN.. ..,

Kata TENTANG;

Judul Kesepakatan Bersama; dan

Kata NOMOR yang diikuti dengan nomor Kesepakatan Bersama.

b. Pembuka, terdiri atas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

hari, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya kesepakatan bersama,
dilanjutkan dengan frasa kami yang bertanilalangan di bawah ini;
identitas pihak kesatu yang memuat anture lain nama, pekerjaan
jabatan, alamat can kedudukan/kewenangan bertindak pihak kesatu;
Irasa selanjutnya disebut PIHAK KESATU /frasa secara bersama-sama
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

identitas pihak kedua yang memuat antara lain nama, pekerjaan
jabatan, alamat dan kedudukan/kewenangan bertindak pihak kedua;
frasa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/frasa secara bersama-sama
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; dan

dasar pertimbangan.

c. Batang Tubuh
Batang tubuh kesepakatan bersama sama memuat semua
substansi/materl kesepakatan bersama yang ciruimmuskan dalam pasal-

pasal, paling sedikit memuat:

1)
2)
3)

‘maksud dan tujuan kesepakatan bersamas;

objek;
ruang lingkup kesepakatan bersama;
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4) pelaksanaan kegiatan:

5) -jangka waktu; can

6) surat menyurat.

. Penutup:

Penutup adalah bagian akhir dari kesepakatan bersama, terdiri atas

1) rumusan pernyataan telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan
bersama dengan frasa sebagai berikut : Demikian Kesepakatan
Bersama ini dibuat dan ditandatangani di .... .... pada hari dan tanggal
tersebut di atas dalam rangkap ..... (....) bermaterai cukup, masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.;

2) frasa PIHAK KESATU, diikuti dengan penulisan nama jabatan, nama
lengkap pihak kesatu (huruf kapital); dan

3) frasa PIHAK KEDUA, diikuti dengan penulisan nama jabatan, nama
lengkap pthak k=dua (huruf kapital).
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Contoh Format Pengetikan Kesepakatan Bersama Daerah Dengan Daerah

LAMBANG GAR

KESEPAKATAN BERSAMA
" ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
' DAN
PEMBERINTAH DAERAH

TENTANG

NOMOR .
Pada hari ini, ........, tanggal bulan tahun ) kami
bertandatangan di bawah ini :

» berkedudukan di ..., jslan ...,
dalam hal ini bertindek untuk dan atas
nama Provini Daermh Provinal DKI
Jekarta selanjutnya disebur FIHAK
KESATV,

., berkedudukan di...., jalan
dalam hal ini bertindals untuk dan atas
nama  Pemerintah  Daerah .
selanjutnya disabut FIHAK KEDUA
PIHAK KESATU dan PIHAX KEDUA selanjutnya secara bersama-samn dalun
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri
disebut PIHAEL

.

PARA PIHAK terlebih dahuki mensrangkan hel-hal sebagai berikut

L . ISURPOOY | 1
i that

LTS

Berdesarkan hal-hal tersebut diates, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dat sspakai itk
melaksanakan Kesepakntar: Bersama .., dengan ketentuan dan syarat-symul

sebagei berikut:

Pagal 1

MAICSUD DAN TUJUAN
Pasal ...
dan seterusnya
Demildan Kesepakatan Beraama ini dibuat dan ditandatangani di .............. pada
hari dan tanggal tarssbut & atas dalam rangkap  {...........) barmaterai culup,
masing-mesing mempunyai kelmatea hulum yang sama,
FIHAK KEDUA, PIHAK KFSATU,
Cap dan Taxlatangan Cap dan Tandatangan
{nama tanps gelar) {nams tenpa gelar)

Lambang Gamda
dengan warnin
emas, udul
Iesepakatan

me,

huraf kapitel
sacun
Jaseturuhan
termasuk nama
pemerintal daeran
dan romer

sz suniloan
dengan unian
satit tabun takwin

Berisi tanggnl,
buian dan tahun
pelaksanasn
kmsapakatan

Memust identitas
pain pihak

Memuat substansi

kesepakatan

beizama,

Mamuat substans
paruniukan

ke sapakintan
basrsama

Ideatitas jelas kedus
belah pihale pada
bagian
pondandnatanganen
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4.
Ketiga
Logo kadua balah
pinak, fadul
ke sapakatan
KESEPAKATAN BERSAMA wen o —
sacam
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA . kesaharahan,
DAN tarmasuk nama
PEMERINTAH DAERAH pemerigiah dassaiy
dan nomor
disssunilan
TENTANG darigon urutan
satu tatun takwin
NOMOR., .
Pada hari ini, . . tanggal bulan tabun { b knmi bulan dean 1ahue
bertandatangan di bawah ini peloksanaan
ke sepakatan
ssressnesy DErkedudukay di ..., julan ...,
datam hal ini bertindak untuk dan atas B
nama  Pemerintah  Daerah
selanjutnya disshut PIHAK KESATU. Me idouti
" o . , berkedudukan di...., jalan poo il
berdasarken Anggargn Dasar T
yang dibuat dihadapan Noteris
yang telah disabkan oleh Menberi
berdasarkan Keputusan Nomaor ...,
dalem hal ini bertindak untuk dan atas
rr selanjutoya disebut PIHAK
, KEDUA
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secera bersama-sama dalam Mermuat substansi
Kesepskatan Bersama ini. dissbut PARA PIHAK, dan secarn sendir:-sendiri Kesepakatan
digebut PIHAK. T
PARA PIHAK terlebih dahul: menerangknan hal-hal sebagai berilout
dst
dat
Berdnsarlan hal-hal tsresbut diatas, sesusl dengan keduduksn deut
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK eettju dan sepakat untuk
melaksanakan Kagapakatan 3arsama dengan ketentuan dan ayarat-syarat "
i1 . Memuat substansi
sebagai berikut:
peruntitkan
Pasel 1 (osepaketmn
MAKSUD DAN TUJUAN '
Pagal ...
deut saterusnya
Oemikian Kesapakatan Bersema ini dibuat dan ditandatangani i pada
Itari dan tanggal tersehut di ates dalam rangkap .. {..........) barmaterai culap, .
masing-masing mempunysi kekuatan hakum yang sema, ﬁe}:;: mh:aﬁd ua
bagian
PHAK KEDUA, PIHAK EESATU, pendandatanganan
Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan
{nams tanpa gelar) {nama tanpa gelar

D. Surat Undangan

1. Penjelasan
Surat undangan merupakan Naskah Dinas yang berisi permintaan kepada

yang bersangkutan untuk hadir dalam rapat/petteinuan/sidang, seminar,
upacara dan lain-lain pada waktu, tempat dan aca:i yang ditentukan.
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Susunan

Susunan surat undangan terdiri atas:

a. kepala, terdiri atas:

1) tanggal, bulan, dan tahun;

2) kata Kepada;

3) kata Yth.;

4) kata Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal; dan
S) pejabat/alamat yang dituju.

b. isi, terdiri atas:
1) maksud dan tujuan atau latar belakang;
2) hari dan tanggal penyelenggaraan;
3) pukul penyelenggaraan;
4) tempat penyelenggaraan;
5) acara yang akan diselenggarakan; dan
6) kata penutup.

¢ bagian akhir, terdiri atas;
1) nama jabatan yang mengundang;
2) tanda tangan pejabat yang mengundang;
3) nama jelas pejabat selain Gubernur dilengkapi NIP;
4) stempel jabatan/instansi; dan
5) tembusan.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a surat undangan yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur
dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;

b. surat undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepala
PD atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan alamat; dan

¢. surat undangan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas
wewenang Jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas instansi

PD/UKPD beralamat.



51

Contoh Format Pengetikan Surat Undangan

KOP NASKAH DINAS
12 spani
Nomoar Xxrx Mmmmmmar o6oo
Sufe |3 apaai
Lampiran Kepada
Hal Mmmummmmome: Yih, Mmminmnmosminemn
ATV O
i
Jakarta
} 34 apast
M rsm e M 11 0 O IR I M A T T T T BT R 13 NI D U L
Minmmmmmmmmnm mmm mmmynmm dengan ol mengharapkes lehndipnn
Sundara dalan perlexman yang akan diselenggnrulan pada
hari Mommmmm
] 2 apaxi
tanggal JOXEX AR IHEO00CK
J 2 sposd
pukul XXX 8.0 XexRK
J 2 apeai
tempat Mmmummmmmmemmnem
BCAra Mmmmm mrenm pm I A TR LTI
NN IGIOEITITLTTGD
FEE
Atag perhatisn dan kehadiran Seudare, Saya ucapkan tesima kasih.
134 spasi
}
Nama Perangkat Daerah
J5-6 sposi
}
}
{stempel jabatan |
] tanda tangan
NAMA JHELAS
NP .
1 apasi
}
Tembuean

1 Mmmnsm e A minmm
2. Mmmummaem n imum isnam
3 dan seleruanya

Menggunakan
kop naskah

dinag, tanggal
dan tempat
pembuatan
disesunikan

1si pambukaan
surat

Informasi
pelaksanaan
kegiatan

Lakasi dan
penanggalan
diseguaikan
dengan weldu
ponandatanganan
sorta
pembubuhan
tands tangan
mombuat nema
jelas
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E. Surat Biasa

1.

Penjelasan
Surat biasa merupakan Naskah Dinas yang antara lain berisi pemberitahuan,

pertanyaan, permintaan jawaban dan saran.

Susunan
Susunan surat biasa terdiri atas :

a.

kepala, terdiri atas:

1} tanggal, bulan, dan tahun;

2} kata Kepada;

3} kata Yth.,

4) kata Nomor;

5) kata Sifat;

6} kata Lampiran;

7} kata Hal; dan

8} "pejabat/alamat vang dituju.
isi,dirumuskan dalam bentuk uraian.

c. bagian akhir, terdiri atas :

1} mnama jabatan;

2) tanda tangan pe:abat;

3} nama jelas (diler:gkapi NIP bagi PNS);
4} stempel jabatan,instansi; dan

5} tembusan.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a.

surat biasa yang difandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur
dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;

surat biasa yang ditandatangani oleh Sekretarls Daerah atas wewenang
Jabatannya, Sekretaris Daerah atau pejabal Intn atas nama Gubernur
djbﬁat di atas kertas kop naskah dinas Pemeriniah Provinst DKI Jakarta
dengan alamat; dan

surat biasa yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang
jabatannya dibuat di atas kertas kop naskah dinas PD/UKPD yang

bersangkutan dengan alamat.
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Contoh Format Penget:kan Surat Biasa Gubernur

KOP JABATAN GUBERNUR
) 3 apasi

Nomor tt Bobbhhh ttu
Sifat J 2 apecai
!

Lasnpiran
Hal Kejmd)y
Yih, Mowalininiansmm

i
Jakerta

Minauirmm

13 J#zp«ui

Minmmamn mayRm IR LD A TR AL NG m i

O MO AT LRI MU R U I A MM N D B BT TR
ORI TEITY ITLOLTL T AT AT,
13 apaai
BT T OO T T U T AR LT TR AT T
OO TN O T M L G LR O PO TR A LT T [ O i
L TR T T T LI T M MM VNI,
3 4 apasi

Gubarnur Dagrah Kinisus
ThukotnJanksn
1§ =0 spoast

ateinpel instannl
) ki

tangan

)2 : Nama Jelns
pas

Tesnbrasan:

1. Muommmmmeem

2 Mmwmnunmmmmomm
3 dmi seterusnya

Penggunann
lop jabatan
Cubertmr

Tanggel,
bulan dan
tahun
diseruaiken
dengan
penerbitan
sral,
paOUMMALR
lmpada yth
mangguiakan
sama johatan

Manmnt
meateri
substansi dag
surat

Pananduntanganan
dan pama jabatan

langkep yang

dicerinl nama
jelas

ma nggranakait
hund besar
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Contoh Format Pengetikan Surat Biasa Kepala PD/UKPD

KCPp NASKA}LDWAS FD
fdengan alamat}
] 3 spasi
Nomar tt Bbnbbbl tet
Sifat | ) 2 spasi
Lammmn
Hnal Mmmmerimm
Tth,. Mmmnen oo mano
ds
Jakarta
} 3 =4 apasi
Mmmmimmm Neiliaiwsbantijhji) OAUTHEN O TFUITEG LOTH B ML UM
NI GOGITHINE MDD TN TG MR AR AU T i s
MRS MM G A O
] 3 spasi
M mmmEI T O ORE UL R AT A DI R L 0 D
OUB ORI N MRONE A BRI MM N O L L EOEG RN IR A Db G
RS W E R I AUIRM,
} 3 apasi
Mmmnumimann T LT I U TN I 10D SR
MR MG T R M LM MO MO G MO GLER (1 I
MU RTINS A TR,
}3 -4 spasl
Kepala PDY/ UKFD
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota, Jakarta
}5 Gspasi
stempal instanai )
) tands tangan
Nama Jelas
NIP
12 spasi
Tembusan:

1. Mommmmnmmm
2  Mmmmmmmmmmmm
3 dan aaterusnya

ko
naskah dinas
baratamat

Tanggal, bulan
dan talmn
disesuaikan
dangan
penerbitan surat,
panujuan
kopaca yth,
menggunakan
nmma jabatan

Mamuat materd
substans dan
penarblian
surat

dan niama jahatan
lengkap yeng
disertai nama jelas

haruf kapital

F. Surat Panggilan

1.

Penjelasan

Surat panggilan merupakan Naskah Dinas yang digunakan untuk memanggil

instansi/badan/perseorangan guna diminta dan/atau diberikan keterangan

mengenai suatu persoalan.
Susunan
Susunan surat panggilan terdiri atas -
a. kepala, terdiri atas -
1) tanggal, bulan dan tahun;
2} kata Kepada;
3} kata Yth.;
4} - kata Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal; dan




55

5) nama dan alamat instansi/badan hukum/swasta/ persecrangan yang
dipanggil.

b, isi, terdiri atas :

1) hari, tanggal, waktu, nama pejabat pemanggil} dan
2} maksud surat panggllan.
c. bagian akhir, terdiri atas
1) nama jabatan dan tanda tangan pejabat;
2) namé jelas pejabat dilengkapi NIP; dan
3} tembusan.
3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a. surat panggilan yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur
dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;

b. surat panggilan yang ditandatangani oleh Sekretarls Daerah atas nama
Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta tanpa /dengan alamat; dan

c. surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas
wewenang jabatannva dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas instansi

PD/UKPD yang bersangkutan dengan alamat,
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Contoh Format Pengetikan Surat Panggilan

EOF NASKAH DINAS
13 apasi
Komor Jooo: Mmmmmmetint Xooo
Sifet } = wpasi
Launpimn Kepada
Hal Mmmpemmommeum Yth, Minmmmiunmmn nin
Feiinstiebnnliniinsnilhbyiny
da
Jakerta,
} 34 apen:
Dengan ini diminfa kedatangan Saudara di 10antar soooooo: o kol xoox
Mmmmmmommmommnmmmrronm
1 2 spasi
har Mmmmmm
)2 spaai
tanggal Xoomx 000X, 000000
} 2 spael
pukul xxxx a.d xonexx
| 2 zpasi
termnpat Mmmommmmmmmmmmmr
Menghadag kepada. 12 aprusi
untuk Mounmnmen man Do m ST C AT S MO R,
Fasionbigharsbabuebiakonipghgnbigiagheilogbraquiphy
13 apaai
Mmunmmrmmnmmmmunmmmmmmnunnmmmmmnmmxnmmmmm.
134 spasi
Noma Perangkat Dasrak
15-6 apnal
/
/
{stempel jabatart }
} tanda tangan
NAMA JELAS
NIP
p< ] vprli
Tembusan

1. Mommmmminmmsimmaoim
2. Minmmmmsnmmmnimmimm
3 dauaeterusnya

Menggunakan
kop naslweh dinas
perangkat daerah,
tanggal dan
tempat
pembuatan
disesuaikan

Isi pembukaan
surat

Informunsi
pelaksannan

Lokasi dan
penanggalan
dizesuaikan
dengan waldtn
penandatanganan

serta
parmbubuhan
tenda tangan
rgembuat name

jelas
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G. Telaahan Staf

1. Penjelasan
Telaahan staf dibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis,

pertimbangan, pendapat dan saran-saran tentang suaiu masalah.
2. Susunan
Susunan telaahan staf terdiri atas :
a. kepala, terdiri atas:
1) frasa TELAAHAN STAF;
2) kata Kepada;
3) kata Dari;
4) kata Nomor; dar:
5) kata Hal.
b. isi, terdiri atas:
1) pokok persoalamn:
2) praanggapan,;
3) [lakta clan data yang berpengaruh terhadap persoalan;
4) pembahasan/analisis;
S) kesimpulan; dan
6) saran tindak.
¢ bagilan akhir, terdiri atas:
1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun;
2) nama jabatan;
3) tanda tangan pejabat;
4) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan
5) tembusan.

3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan
ketentuan, telaahan Staf yang ditandatangani oleli Kepala PD/UKPD atas
wewenang jabatannya dibuat di atas kerta Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang
bersangkutan tanpa alamat.
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4  Contoh Format Pengetikan Telahaan Staf

Kepada

Dari

Nomar

Hal

‘EKDF NASKAH DINAS

....... ML LT men

12 spasi
I LT G AL T ST T ST LS FEU AT LITAT A 1 30 b1 tiikyd
MNUEIURZUTH RN TR

12 spusi
M VG O NG T TS I T 4 (TITUT I L YN
T

12 apast
M I TLILI L LITLITAL 171 T
1R RTARITIITITUL

1 2 spasi

Menggunakan
kop naskah
dinas perangkat
deerah, untuk
peruntukan,
nommnr, dan hal
terknit naskah
dinns
disesitaikan

I  Pokok Parzoalan

Mmoo g mm m T R AR RN A T

by bwaboalrp rabpphaphaghgily) irglraing Am
} 2 aposi
I Prasnganpan Mmmon M mMC M NN A G RN UG U RO
T MTMTINMTL
1 2 spast
Il Fakta dan Data Berpeogaouh terhadap Perzoalan
Moymmmmmmmmiomne L ITLIA TLCTACT] CTAST 13 Eet el i fbailatbasbottaalid nzlietas 1714l
o
12 spaal
v Pembahsan/ M T LT L C AT AT T T 1) (o (TG T
Annlisis - Bartigtpet Liatirtas)
12 spasl
V¥V  Simpulan Mmmm oI AN RIS ATt
AUNMRTIT 1
1 2 spasl
VI Saran Tindak O M TG AT E DY LT
Eolbbe oot ie et el e T
14 spasi
Jakarta, XX punmm XXX
12 Bpasi
Nama Jabstan,
358 aponi
}
/
{stempel jabatan )
J tenda iengan
NAMA JELAS
NIP .
f < v;ui

Berisi materi
terkait pokok
yang menjadi
teleahan

Lokasi dan
penanggalan
disesuailan
dsngan waktu
penandatanganan
aerta
pembuhbuban
tanda tangan
membuat nama
jelas
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H. Laporan

1.

Penjelasan

a.

b.

C.

laporan merupakan Naskah Dinas dan merupakan alat pemberitahuan
atau pertanggungjawaban dari pejabat bawahan atau dari suatu tim kerja
kepada atasan;

laporan terdiri atas laporan Insidental dan laporan berkala; dan

laporan Insidental dapat berbentuk surat biasa atau nota dinas.

Susunan
Susunan laporan Insidental berbentuk surat sama dengan susunan surat

dan susunan Laporan berbentuk Nota Dinas sama dengan susunan Nota

Dinas.
Laporan berkala disusun secara lengkap, sislenwatis, dan kronologis.

Susunan laporan berkala terdiri atas .

a.

d.

kepala, terdiri atas:

1) kata LAPORAN;

2) kata NOMOR;

3) kata TENTANG; dan

4)- nama/judul Laporan.

isi, dirumuskan dalam bentuk uraian dengan sistematika sebagai berikut:

1) pendahuluan yang memuat penjelasan/ gambaran umum, latar
belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika
Laporan;

2) materi laporan, rerdiri atas kegiatan yang berupa program kerja dan
hasil pelaksanaan kegiatan, jenis, volume keglatan, pembiayaan dan
sebagainya;

3) permasalahan dan pemecahannya yang berisi hambatan yang
dihadapi dan upaya mengatasinya; dan

4) simpulan dan saran yang berisi rangkaian pelaksanaan tugas dan
saran sebagai bahan pertimbangan.

bagian akhir, terdiri atas:

1) tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya laporan;

2) nama jabatan dam tanda tangan pejabat;

3) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan

4) stempei jabatan/:nstansi.

lampiran (jika dianggap perlu)

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang Digunakan

a.

laporan yang ditandatangani oleh Gubernur atinl Wakil Gubernur dibuat
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di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; dan

b. laporan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang
jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang
bersangkutan tanpa alamat.

4. Contoh Format Pengetikan Laporan

Kop naskah dines
KOP NASKAH DINAS disasuaiken
} 3 apasi tengan perangkat
LAPORAN deemh
) 2 spasi
NOMOR /... Penulisan
12 spasi laporan, nomor
;?.- . sarta judul
sposi 1
MSIMMMMIMAMAVMMMMM menggunakas
MMMMMM MA.1MMMMMMMMMNTMMMM Inaruf kapital
12 apasi
FENDAHULLAN
) 2 apasi
Mmrnmmmmmmm miframvn TR T TATHTHTH T nunmm
ITRTUTITWNTPTHTITIA 1T (T ITTITW PRI T
13 spasi
3 FROGRAM KERJA DAN HASHL PELAKSANAANNYA
] 3 spasi
1 Mmmenmmmmma
a Data dan Fakia
MR MImTTTTINETI [T M T TR i
MMIMIT) CAM MMTETHE T METET TG i m
b MmmmmmeEmm  REnnm ImIrmaTmmen . MMTNIOMT TG
AITENM WSV MMM,
c MTAIMMANEMMT: NN FITHTEENIID MM TErmm - ey e
12 spael pemudisan isi
? Mmmmenmammmn pendahuluan,
a Mmmmmaymnmm  TrmmRNATETITMEN M AT MAUmammm program Lerja dan
HTHTWRTIITITITT . hesil,
b, MmmEHTEnmmm m M MTTTRTIRTTITT: MMM AT ETme permasalaban dan
MUNAARIVGM TRT mimm pemcalian serta
c MMMMmTATIMATKTTN TRTUTHTHNM Mmmme . ISR MTEnm simpulen dun
MNAITHTTROALTHTETNT saras
) 3 spast menyesuaikan
In, PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA aturan, eyd
12 spaxi
1 Mmmmmmmmm dan seliqumnya
. 12 spasi
2 Mrymnmmanit . ... dan selerusnya
)3 spasi
V. SMPULAN DAN SARAN
1 Simpulan
Mmnmimaimmm mmmenimim mm rEMmmeTUTHOmrTInr G TR O mmmmnm
MMMTTINTE METHT MAATSAI S T rUTETTUR mrmi,
1} 2 apasl
2 Saran
Mmmmmmmmm  mamnm I rmTTnMmOVTENET M TN mmnEmnnm
MMM MMIEMMTIMNOTG ARG I mmmi.
12 spasi
MMMTITIT MMTTOWNN UMW TTMe MONTITT TRTIMN 1M M jnmm
(T TRRAH IMIATSTEDITYINTITT A TRITET) TSmO mn ML
14 spasi
Mmmmm, xx Mamim 20ux Penulisan tempat,
}2 spaal tanggel, nama
Nama Jabaan, jangkap dituliz
denges huruf awal
15 - 6 apasi lrapital dan
dibubuhi tanda
slernpel instansi | tarda tsngan mngan dan cap
stampel dan NIP
Mama Jdas
NE ...
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BABV
BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS KHUSUS

A. Perjanjian Kerja Sama

1. Penjelasan
a. perjanjian kerja sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah

Provinsi DKI Jakartz dengan daerah lain dan/ atau Daerah dengan Pihak
Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban;
b. perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

dan

c. perjanjilan kerja sama dengan daerah atau dengan pihak ketiga
ditandatangaid oleh pejabat yang diberikan kuasa oleh Gubernur untuk

menandatangani.

2. Susunan

Susunan perjanjian keria sama, terdiri dari :
a Kepala, terdiri dari
1) lambang/logo:

a)

b)

c)

d)

untuk perjan§ian Kkerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dengan daerah, Lambang Pemerintah Daerali selaku
insiator kerja sama yang diletakkan yang diletakkan di sebelah
kanan atas dan dan lambang daergh miith dlletakkan di kiri atas;
untuk perjanjian- kerja sama antara Zetnerintah Provinsi DKI
Jakarta dengan pihak ketiga, Lambang Jaya Raya yang diletakkan
di sebelah kanan atas dan dan logo pihak ketiga diletakkan di kiri
atas;

untuk perjaniian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dengan daerah yang melibatkan lebih dari dua pihak,
lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku insiator Kerja
sama yang dilstakkan yang diletakkan di sebelah kanan atas dan
Lambang Pemerintah Daerah Mitra diletakkan berurutan di
sebelah lambang Pemerintah Daerah inisiator, disesuaikan dengan
ruang pada bagian Naskah Dinas; dan |
untuk perjanjfian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dengan pihak ketiga yang melibatkin lebth dari dua p'1|hak.
Lambang Jaya Raya diletakkan di sebeinli kanan atas dan|iogo
pihak ketiga diletakkan berurutan di sebelah lambang Jaya Raya,
disesnaikan dengan ruang pada bagian Naskah Dinas;
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2) kata PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA...,. . DAN ...... ,

3) kata TENTANG;

4) judul perjanjian; dan

3) kata NOMOR yang diikuti dengan nomor perjanjian kerja sama.

. Pembuka, terdiri atas :

1) hari, tanggal, buian dan tahun dibuatnya Perjanjian Kerja Sama,
dilanjutkan dengan frasa kami yang bertandatangan di bawah ini;

2) identitas pihak pertama yang memuat antara lain nama, pekerjaan
jabatan, alamar dan kedudukan/kewenangan bertindak pihak
pertama;

3) Jfrasa selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA/frasa secara bersama-
sama selanjutnya disebut PARA PIHAK;

4) identitas pihak kedua yang memuat antara lain nama, pekerjaan
jabatan, alamat dan kedudukan/kewenangin bertindak pthak kedua;

S) frasa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/frasi secara bersama-sama
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; dan

6) dasar pertimbangan.

. batang tubuh

batang tubuh perjanjian kerja sama memuat semua substansi/materi

perjanjian kerja sama yang dirumuskan dalam pasal-pasal, paling sedikit

mermuat:

1) maksud dan tujuan kerja sama;

2) objek;

3) ruang lingkup kerja sama;

4) pelaksanaan kegiatan;

3) hak dan kewajiban para pihak;

6) pembiayaan;

7) jangka waktu;

8) penyelesalan perselisihan;

9) keadaan kahar; dan

10) pengakhiran kerja sama.

. Penutup

penutup adalah bagian akhir dari perjanjian kerja sama, terdiri atas :

1) rumusan pernyataan telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja
sama, dengan frasa sebagai berikut : Demikian Perjanjian Kerja Sama
ini dibuat dan ditandatangani di ......... pada hari dan tanggal tersebut
di atas dalam rangka .. (...) bermaterai cukup, masing-masing
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memiliki kekuatan hukum yang sama;

2) f{rasa PIHAK PERTAMA, diikuti dengan penulisan nama jabatan, nama
lengkap pihak pertama (huruf kapital); dan

3) frasa PIHAK KEDUA, diikuti dengan penulisan nama jabatan, nama
lengkap pihak kedua (bhuruf kapital).

Contoh Format Pengetikan Perjanjian Kerja Sama Pernerintah Provinsi DKI
Jakarta dengan Daerah lain.

Lopo kedua pihalc,

Jadul kasepainian
¥ A swengpuoakan
huoud kapitel
KESEPAKA SAMA secarn

. tarmasuk naina
FEMERINTAH PROVING] DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA pamarintnh daerah

DAN don nnnor

digasinikan
clangan, unatan,
TENTANG sefu1 tahun takwin

NOMOR : .
§ Burisi taggal,

Pada hari ind, ... anggal hutan tahun w1 s keuni = buil;:; :::::hun

bertandatangan di bawah ini - sapakatan

, barkedudukan di ..., jalan ...,
suret kueea lthusue
Gubernur/Bupati/ Walikota,  , nomar
tanggal deinir hal ini horlialalc
untuk dan atas pames  Pooterloinh
Provinsi DKl Jakartae, scinu,hmwa.
digabut PIHAK PERTAMA.
n. , berkedudukan di...., jelnn ...,
berdasarkan [Surat kuess  lhusus
Gubernur nomar taaggal .
dalamm hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintash Daeah .. [(atau)
Anggaran Daaar PT  yang dibuat di
hadapan Notasiz » Yang telah
dizsahlkan aleh Manteri berdssarkan
Keputusan Nemor ..., dalan hal i
bertindak untui da.n atas name PT
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAE KEDUA selanjutnya ascara bersama-same dalam
‘Perjanjian Kerja Sema ini disebut PARA PIHAK, dan secara eend-ri-sendiri
disabut PIHAK. Mamuat substansl
kesapakatan

Mamuat identitas
yrarm pilinke

PARA PIHAK terlebih dahuhi menerangkan hal-hal sebagai berilat bersama
1 . . . dat.
2 dat
Bordasaxlknn hal-hal tersebut diates, sesusi duagan kedudulisn  den
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK osetuju dan sepakat untuk
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dongan ketantuan dan syarat-syarat
aebagai berikut:
Paegl 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal
dan seterusnyn
Demikian Perjanjian Kerjn Sema ini dibuat dan ditandatangani di ... ... puuda
hari dan taiiggat tersebut di atas delam rangkap  f........ } bermater ai clkup,
masing-masing mempunyai xekuatan hulaym yang sama,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA, .
! Ident las ked
Cap dan Tadatangen Cap dan Tandstangan beT:h m‘g‘ pada e
[ buglaa
eanimen . pandandatanganan

{nama tanpa galas| [anma ta.npa ge!nrj
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B. SURAT KETERANGAN

1.

Penjelasan
Surat keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan tertulis dari
pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan

kebenaran sesuatu hal

Susunan
Susunan surat keterapgan terdiri atas :

a.

kepala, terdir] atas:

1) frasa SURAT KETERANGAN;

2) kata NOMOR ... TAHUN .....:

3) kata TENTANG; dan

4) nama/judul keterangan,

isi, terdiri atas:

1) frasa Yang bertanda tangan dibawah ini;

2) nama dan jabatan yang menerangkan;

3) frasa dengan ini menerangkan bahwa;

4) nama, pangkar, golongan/ruang, umur, kebangsaan, agama,
pekerjaan, alamat, dan identitas lain yang diperlukan dari pihak yang
diterangkan; dan

5) maksud keterangan.

bagian akhir, terdiri atas:

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keterangan;

2) nama jabatan dan tanda tangan pejabat;

3) nama jelas selain Gubernur dilengkapi NIP bagi PNS; dan

4) tembusan.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a.

b.

surat keterangan vang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil
Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur:
surat keterangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas
wewenang jabatannva, Sekretaris Daerah dan Kepala PD atas nama
Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta tanpa alamat;

surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas
wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD
yang bersangkutan tanpa alamat; dan

surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala bagian atas wewenang
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jabatannya dibuat di atas kertas tanpa kop.
Contoh Format Pengetikan Surat Keterangan Gubernur

K02 JABATAN GUBERNUR
} 3 spasi

SURAT KETERANGAN
] 2 spas{
HOMOR ... TABUN,..
12 spasi
TENTANG
12 spasi
MM MM MM MMMMMMMMMM
13 aposi
Yang beztanda tangan di bawab i :
2 apasi
o Nama
} 1 abaw 1,5 spaai
b Jabaten
1 2 span!
dengan ini msoe mnpglen bahwa

o Nama
} 1 atau 1,5 spaal
b Pangknt, golenpan/maag
11 ataw 1,5 spasi
c.  Umur
}1 atax 1,5 apasi
d dst
} 2 spasi
barmalesucl
Mo e o G T T R IO T (O TR T AT RITHIT RLE T L M SAm R

PR TH TG T T NIRRT Ty YUTMOITOSTLTRMIL UL AL,
} 3 spasi
Keteraogan ini dibust untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
} 4 spasi
J
Jakarta, xx Mmommmmm XXX
} 2 apasi
Gubernnr Daerah Khusus
Itnikota Jokarta
} 8- 6 npasi
{sternpe] jabatan )
} tandatangan
NAMA JELAS
12 spasi

Tarmbusacs

1 Mmmmminomem

2 Mmmmmommrooiomn,
3 dan saterusnya

Mengunnkan
kop jabatan
gubesr

Barisi identitas
pemberi, dan
penarima surat
keterangan
chitulis secam

lengkagp

pemberi , dan
penerima suuat
ketarangen
dinalis sacara
lengiap

Penandatangannn
dan nama jabatan

Is ngkap yang
disertsi nama
jelas dan
manggunakan
huraf kapital
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Contoh Format Pengetikan Surat Keterangan Kepala PD/UKPD

KOP NASKAH DINAS PERANGEKAT DAERAH
{tanpa atamot)

} 3 apasl

SURAT KETERANGAN
12 apas!
MOMOR ... TAHUN
12 spasi
TENTANQ

1 I atau 1,5 apas!

tl. Jabaten
] 2 spasi

drngan ini mensrasgkan bohwa

a N

}1 atau 1,5 spasi
f  Pangkat, golomgan/rusng

}1 ateas 1,5 spasi

E Utnur
}1 atau 1,5 spas!
L., dat
] 2 spasi
bermaksud
MmO I T T T YL T Y LT UM L T T
RO T RIS N CTLT I PR T T L GELEYLET, faitgntritar N LTI O e (LTI I,
] 3 apasi
Keterangan ini dibuat untude dipergunakan sabagaimana maestinya.
] 4 spasi
}
Jekarta, kx Mmawnntaib) 00
} 2 spasi
Kapafa PD/ UKPL
150 spant
stampal jabatai }
| tanda tangan
MNAMA JELAS
12 spaal

Tembusan:

1T  Mmmomummmmm

2  MmmmminouGmomon
3 dan seterusnya

Mengguiakan
kop naskal:
dinas FD/UKPD
tanpa alamedt

Ilentitas jertis
surat, nomor,
teatang surat
menggunekan
hunud kapital

Barisi identitas
pambexi , dan
panerima surat
ketarangan
ditulis secara

Derisi maksud
dari penerbitan
surat katerangen

Disesusikan
dengn o wakin
penendatangansn

Faonandetonganan
dan pama jabato;
longhkap yong
disertai nama
jelas
menppunakan
huuf kapitel
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C. Surat Kuasa
1. Penjelasan
Surat kuasa merupakzn Naskah Dinas yang berisi pemberian mandat atau
kuasa dari pejabat tertentu kepada seorang atau sekelompok
pejabat/pegawai untuk bertindak dan atas nama pejabat pemberi kuasa
dalam rangka mengurn:s atau menyelesaikan suatu masalah.
2. Susunan
Susunan surat kuasa ‘erdiri dari .
a. Kepala, terdiri atas:
1} frasa SURAT KUASA; dan
2} Nomor.
b. isi, terdiri atas:
1) nama jabatan dan nama pejabat yang memberi kuasa;
2} frasa MEMBERI KUASA:;
3} kata kepada;
4) nama pejabat, NIP dan nama jabatan yang diberi kuasa;
5} frasa khusus;
6} kata untuk; dan
7) hal yang menyangkut jenis tugas/tindakan/kegiatan yang
dikuasakan.
c. bagian akhir, terdiri atas:
1) tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan;
2) frasa pemberi kuasa;
3} nama jabatan pemberi kuasa;
4} tanda tangan pemberi kuasa;
5) stempel jabatan/instansi;
6) nama jabatan penerima kuasa;
7) tanda langan penerima kuasa; dan
8) nama jelas penerima kuasa dilengkapi NIP.
3. Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a surat kuasa yang ditandatangani oleh Guberrur atau Wakil Gubernur
dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;

b. surat kuasa kbusus yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas
kewenangannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat; dan

¢ surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Kepala PD atas
kewenangannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD yang
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bersangkutan tanpa alamat.
Contoh Format Pengetikan Surat Kuasa

KOP NASKAH DINAS m dlﬂﬂ];ﬂ
} 3 spasi ma
SURAT KUASA dengea pernghat
} 2 spaai
Yang bertanda tangan di Deavwnd ioi:
12 spani
Namn
) 2 apasi
Jabntan . [P .
} 3 spast
MEMBER] KUASA:
} 2 spaai Berisi
Kepada informasi
pamberi den
1 2 spani penerima
kuasa,
1 Nama penulisan
disesuaikan
} 2 spani dengan aturan
EYD
Jabatan
} 2 spasi
2 Namn
) 2 spani
Jabatan
) 2 spaai
Untuk
} 2 spasi ]
Minmmmom STURNEMIMENTT RO T GG MO T A LI G T, MMInIM L (18T Berisl
AT paruntukan
panggunaan
)} 3 apast surat kuasa,
Surat Kuasa lai dibuat untue dipergunakan sebagaimana rasetinya,
} 4 spasi
Oise suailan
dengan
Jakasta , xx Mminmm xox petarbitan
) 2 spasi suratl kuasa
Yang Diteri Kuasa Yeng Memberi Kuesa
1 2 spasi
Nama Jabatan, Nama Jabatan, Peaandat
}5 6 apasi pm:nﬂ brari ;::18 =
penerima loiaza
stompel jabatan | menggunakan
numa jelas sarta
NIp
| tanda tangan Jtanda tangnn
Nama Jelas Nama Jelas
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D. Berita Acara

1.

Penjelasan
Berita acara berist pernyataan yang bersifat pengesahan atas suatu kejadian,

peristiwa, perubahan status, dan hal lain mengenai suatu permasalahan.

Susunan

Susunan Berita Acara -erdiri atas :

a

kepala, terdiri atas:

1) frasa BERITA ACARA;

2) nama/judul berzta acara; dan
3) kata NOMOR.

. isi, terdiri atas:

1) tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun;

2) nama dilengkapi NIP, pangkat dan alamat yang membuat Berita Acara;

3) permasalahan pokok; dan

4) kalimat penutup Berita Acara.

bagian akhir, terdiri atas:

1) tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya berita acara;

2) tulisan para pihak yang terlibat dalam berita acara;

3) tanda tangan para pihak yang terlibat;

4) npama lengkap piak pejabat yang terlibat di dalamnya;

S) stempel jabatan/instansi;

6) frasa Dilakukan dihadapan ... (siapa yang menyaksikan Berita Acara
tersebut);

7) tanda tangan yang menyaksikan; dan

8) -nama |elas dilengkapi NIP,

Penandatanganan

a

berita acara ditandarangani oleh para pihak yang terlibat di dalamnya,

termasuk pejabat yang menyaksikan;
untuk keperluan tertentu berita acara dibuat di atas kertas bermeterai;

c jika diperlukan, penandatanganan berita acara dapat dilakukan di

hadapan pejabat tertentu atau saksi-sakst; dan
berita acara yang ditandatangani cleh Gubernur/Wakil Gubernur, Kepala
PD/UKPD dibuat di atas kertas tanpa Kop Naskah Dinas.
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4. Contoh Format Pengetikan Berita Acara

Panuliszan judul
—_— mknhmdim
mBnggs
§7 sposi b kapital
J serta QOMOL
herita acara
BERITA ACARA MMMMMMM disesunikan
12 spaal dengan aturan
i penomornn yang
N2MOR / hedaku,

Pada haxi mm IR A G AT R TR L YU Kalimat peotbuia
DI IFTLITLITTAT srstarentahealealibbiniaelyebistas) MMOLNMAATIETM TR di sasuaiknn
MIEMOIRMDMGM AT IR m dengan walkiu

beralngsungaya
2 : berita acatm
1 Mmnummmmmmmmmomnmssesmmnmein digebut Pihak Kesatu
12 spasi
2,  Mmmmmmmmmmmmmrmoenmmmunanmomn disabut Plhak Kedua
13 spasi
J
Mmmmmmmmmminm — MOEEGEDUOOINIMGMm ST T oen i Beuisi uraian pihak
MIOMMATAMOEL SHOIHR M NN MY, TR Eim I ERTm L. pertama dan pikak
e 2 spusi kedun, penulisan
Mommoupmmmmmmn MROMIMCUDEmII IR AN G sesuRs AtLTAN
T OO I ST ILITLAT ST M NI M MOUTIINIMmm I mMInmornimounmn. EYD
12 apasl
Berita acara ini  dibuar Mmommommmmoun  mmosGe e
MOHMOUDNIMMGANTIOTIL  MINCEIRGUANUT GO SO TIRO LG il
TMINTUMITIR IGIO N [m.,
M spast
J
Jakarta, xx MMM xsx
12 spasi
Para Fihak Penanda Tangan,
1 2 apaxt
Mmammmmmmnm, Mmmmmmmmmm,

} 5.6 spasl Penulisan
tampat, tanggal
dan nama
lengkap ditulis
dengan huruf
keapital dan
tanida tangan

) tanda tangan kadua belah
Nama Jelas Nams Jelas pihak dan sakai
12 spasi NIP
Dilakukan di badepan
Mmmmoummmmmonm,
Janda Tangan
MATERA|
Nama Jelas
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E. Pengumuman

1. Penjelasan
Pengumuman berisi pemberitahuan yang ditujukan kepada masyarakat atau

kelompok pegawai yang merupakan penjelasan, pernyataan atau saran, dan
petunjuk lebih lanjut mengenai suatu urusan.
2. Susunan
Susunan pengumuman terdirl atas:
a. kepala, terdiri atas:
1} kata PENGUMUMAN;
2} kata NOMOR...TAHUN...;
3} kata TENTANG; dan
4) nama/judul pengumuman.

b. isi, dirumuskan dalam bentuk uraian.

bagian akhir, terdiri atas:
1) tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya pengunmiman;
2) nama jabatan yang menetapkan pengumuman;
3) tanda tangan dan stempel; dan
4) nama jelas pejabat selain Gubernur dilengkapt NIP.
3 Penandatanganan dan Xop Naskah Dinas yang Digunakan

a. pengumuman yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur
dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Clubernur;

b. pengumuman yang ditandatangani oleh Sekretaris IDaerah dan Kepala PD
atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat; dan

c. pengumuman yang citandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang
jabatannya dibuat Ci atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang
bersangkutan tanpa alamat.



72

Contoh Format Pengetikan Pengumuman

KGR NASKAH DINAS
} 3 spasi
PENGUMUMAN
} 2 spazi
TENTANG
1 2 spasi
MMbMMMMMMMMMY
MMMMMMMVMM
} 3 spasi
Nmnmmm RHTHTRTHTUTE EHTUTWIHTHTIT
I TR THTHTNTTTHT TR T
13 spasi
MOMTEOGAHN A AT MANTITN
MM MBI Rt
13 spasi
MATHTFRTUTIANT AT T TN
MMM MM M Fmmmmm

}3 spasi

Mmmmmm
Mmmmmmmrenessm

Mmmmmm
MermmmmmmmmeTanm

T T T TR TH T

ITETNTETTRTHT MMM

FITHTETATRIHTH AU m

Ditefapkan di Jakorix
pada langgal xx hiniimm xo

12 apnsi

Mana Jabatn

150 apenrl

) landa tangan

Hama Jetas

NIP...

Kop nesksih dinas
dizeauailan
denpan perangiat
daemsh

Fapulizan
mmengguanknn
Tt kepitel

PEORMGULEAR

Penuliarn
famngnl. tanggnl,
tlan pamna
lengleap detalie
dengan huual
nwal kapial dan
tnndn tangan
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F. Surat Pengantar

1.

Penjelasan
Surat pengantar merupakan surat yang berbentuk daftar yang dipergunakan

sebagai pengantar untuk mengirim suatu naskah dinas/barang dan
sebagainya yang pada umumnya tidak mermerlukan penjelasan.

Susunan _
Susunan surat pengmtm terdiri atas:

a.

kepala, terdiri atas:

1) pejabat/alamat vang dituju;

2) kata SURAT PENGANTAR; dan

3) kata NOMOR.

isi, terdiri atas:

1) Kolom nomor vrut;

2) kolom jenis barang;

3) kolom banyaknya; dan

4) Kkolom keterangan.

bagian akhir, terdiri atas:

1} tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat pengantar;
2) nama |abatan dan tanda tangan pejabat yang inengirim;
3) nama Jelas pejabat yang mengirim dilengkapl NIP;

4) stempel instansi; dan

5) tanda penerimaan.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a.

surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala PD /UKPD dibuat di atas
kertas Kop Naskah Dinas instansi PD/UKPD yang bersangkutan dengan

alamat; dan
surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat atas nama Kepala

PD/UKPD, dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD dengan
alamat.
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4. Contoh Format Pengetikan Surat Pengantar

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH DENGAN ALAMAT Kop “;‘-g‘;"}mn
14 apasi beralamat
Kepada
Womor ¥th. Mmmmmammmmmm [ Tujuan surat
MITETINTHAIFUTETITHT undangan |nama
di jabatas)
Jakarta
} 34 apasi
SURAT PENGANTAR
13 spani
No. Jenis Barang Banyaknya Keterangan
Informasi detail
"| peugantaran
} 3 spaxi
Mmmim, xx Mmmm 20xx
12 apasi
Fenulisan
an Kepala Perangkat Daerah tempet, tanggzl,
Sekretaris/Kabagi(asubsag, dan name
o . lenglap ditulis
Diterima tanggat ot Mmm it Jstempel instans: dangan huruf
] } 66 spasi awal capitel dan
Yang Menerima tnnds £ )
) tanda tangan ) tanda tangan dan cap stempel
Nama Jelas HNama Jelss
NIP... HNIP

G. Surat Perjalanan Dinas

1. Penjelasan
Surat perjalanan dinas adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat

pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat
negara, pegawal negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.
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Contoh Format Pengedkan Surat Perjalanan Dinas

a. Tampak depan

KOP MASKAH DINAS TANPA ALAMAT

} 3 spasi
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
) ) 2 spani
NOMOR /...
)} 2 spaxi
TENTANG
1 2 spasi
MMNMMEIMAMMMMMMMMMML MMM
} 3 spaai
1 2 spasi
1 PFejabat yang memberi serinteh
1 2 sposi
)2 zpani
2 Namn/NIP pegawai yarg diparintabkan
mengadaban perjalanac dinas
]2 spaai
o Pangleat den Golangen a
b, Jobatan ] —
4 sud Pagalonan
} 3 apasi
a, Tempnat Berangka &® .
b, Tempat Tujuan b
G a. Lama patjalanan Dinns a
b, Tan, Bamoglat 4]
c. Tanglial harus Keanbadi c
7. J Alat angicutnn yang dipsigunakan
Paugilcut Naina Umnr Hubungan Kehuarga
8 R
2. Dan Satapusnya
9 Pombabanan nngpaian
a  Instansi n -
b Prsal snggeran, b.
10, Enteranpan lain
} 3 spasi

Dikehaarkan di Jakarta
Pada tanggn] xx Moimenm xxx
} 2 spaxi
Nama Jabatan,

} & - Gapasi
{stempe! mistansi)

Nama Jalna
NIP

Manggunalkan kop
naskah dinag
{tanpa alamat serta
uitiwan kap
disasuaikan dangan
alwran yang

Penulisan jenis
surat, nomncr, dan
judud
menggunakan
huruf kapital

Panulisan dan
pengisian
disesunikan dengan
avd

Penandatangan
menggumeakan
bama jelas dan nip
sarta penanggeinn
digasuailtan dangan
whicm
penandetan . anan




b. Tampak belakang
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(ternpat oedvedulcan) .

Pajabat yang membarikan
Parinteh
( s ]

Bzm'mdmtdnri
{tampat kedudukan)
Pada tengpal .
Ke .
Kepnla
{
} 3 apasl
L Tibe di Berangkat dari :
pada tanggal Ke :
Kepala Pads tanggal
Eapala
cmsasnsermsggtrss) T I
IL Tiba di Beranglont dar]
padn tanggal Ke
Ko paln Pade targgnl
Kapala -
| . . oo an}
m Tiba di t Bemngloat dac ¢
pacda tanggal Ke :
Kepala Pads tanggal .
Kapala
Talah diperiicea dengan knterangan bahwa
yang tersebut di atas benar dinksmiakan
sesuai deogan perintah daa dalam wakta
Tiba kembali di . . yang sesinglat-singkatiya

Pajabat yang membedken
Parintali
{ . )

Barisi

mformnasi
parjalanan
panulisan di

sacara jelas
dan datail
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Contoh Format Pengetikan Surat Jzin Gubernur

KOP JABATAN GUBERNUR
)3 spasi
SURAT IZIN MMMMM
)2
NOMOR /...
J 2 spast

TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMM
13 spasi

Dasag 8. Mininmmmoom mmnm U Dl R e i ol
Mnumnmmmmnmmmmnmm:mnm;
}2 spasi
b Mmnmury A e T U TR T T T LA
MOUTUTHILIO T MR ITE N T LT

} 3 spasi
MEMBERI IZIN:

}3 spasi

Kepads

Nama Mmmmmmmmmmmmmmmm oamem
12 spast

Jabatan Mmmrammmmmmim m DUTHILmIn
12 apasi

Alamat Mmmmmmmmmrmnmmounmmmm
]2 apasi

untuk Mmmtmmmmmmmmmnerimmmm
} 3 spasi

Mmmrorsrm m i U UL I S I I O GV I
N M AT N TG T T A TN (YT TR I I IR,
14 apast
}

Dikeluarkan i Jalca ta
pada tanggnl o Mmun s
2

12 spasi
Gubernur Dasrab Ehusus.
Tbukota Jalarta,
} 5 -G spoual

stempel instansi |}
) tanda

Nama Jelas
12 apaat

3  dan seteruanya

Manggunakan
kop jabatan
Qubernur

Identitas janis
aurat, nomor,

tentang surat

aa
huruf kapital

Meimaat/barixi
dasay
pembarian izin

Narma jabatan
gubernur
disertai nama
jelag di bawsh
jnkaai tands
tangnn




79

5. Contoh Format Pengetikan Surat Izin Kepala PD/ UKPD

Dasar

Kepada

Nama
Jahatan
Almnat

untuk

Termbusan:
1 Mmmmnmommmmm

3 danseterusnya

EQP DiNAS TANPA ALAMAT
3 spasi
SURAT IZIN MMMMM
)2 spasi
ROMOR /...
)2 spasi
TENTANG
MVMMMMMMMMMMMMMMM

13 spasi

a. Mmmmmmmmmm g e L MmO m
Mnmrmmmn R R I M TS
)2 spasi
b, Mmmmmornmmounmmtn IO Eyumm
NN DG IHAD MUTH T TR
) 3 spasi
MEMBERI IZIN:
} 3 spasi

Mmnmmmmm A QT L

J 2 spasi
NI T
12 spasi
Mmmmm e R YT
)2 spnai
Mmmommmn M O ITn
13 spasi

14?"{

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal xx Mszmmmmm xox
) 2 apast
Nama jabatan,
} 3-8 apasi

stempelinstans |
| tageda
latgan

)
Nama Jalns
NIP...
)2 spasi

2 Mmmmmmmmmmmm

Menggunakan
kop naskalh
dinas pdfukcpd
tanoea alamat

Identitas jenis
surat, nomor,
tentang surat
manggunekan
huruf kapital

Memuat fherisi
dasar
pembarian izia

Nama jabatan,
disertai nama
Jjelas di bawah
lokasi tanda
tanenn
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BAB VI
BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS LAINNYA

A. Notulen Rapat
Notulen Rapat terdiri atas Notulen Rapat Hasil Sidang dan Notulen Rapat Hasil
Rapat
1. Notulen Rapat Hasil Sidang
a. Penjelasan
Notulen rapat hasil sidang merupakan catatan atau laporan singkat yang
berisi, waktu, peserta dan hal yang dibicarakan dalam sidang.
b. Susunan
Susunan notulen rapat hasil sidang terdiri atas:
1) kepala, terdiri atas:
a) frasa NOTULEN RAPAT HASIL SIDANG;
b) keterangan tentang sidang/rapat terdiri atas:
(1) nama sidang/rapat;
(2) hari, tanggal;
{3) waktu sicdang/rapat;
(4) tempat;
(5) acara;
(6) pimpinan sidang/rapat;
(7) ketua;
(8) sekretaris;
(9) pencatat; dan
(10) pesertz stdang/rapat.
2) isl, terdiri atas:
a) kata pembukaan;
b) pembahasan;
c) pembacaan hasil rapat; dan
d) waktu penutupan.
3) bagian akhir, terdiri atas:
a) nama jabatan:
b) tanda tangan; dan
c) nama jelas dilengkapt NIP.
4) penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan
ketentuan: |
a) notulen rapat ditandatangani oleh:
(1) ketua;
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{2) sekretaris; dan
(3) pencatat/penulis cepat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
b) notulen rapat yang ditandatangani oleh pejabat sidang dan
pimpinan sidang dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas

PD/UKPD dengan alamat.
c Contoh Format Pengetikan Notulen Hasil Sidang

TANPA KOP NASKAH DINAS top naskeh dinas
NOTULEN RAPAT dengan alamag
} 3 spaiai
Hari Disesuslan
T:mgga] dengan
%?:?N pelaitsannan
Pirnpinan Rapat rapat

c Mmmein mmrEnm ML QoL I RO SN
d Dust
4 Mommmmmmmnm CSEEm DT I i T Bahgsan rapat,
5 dst kesimpulan,
)2 spasi dan tindal
| lanpat
B  KESIMPULAN disesuaiian
)1 apast dengan EYD
1 Mo m e o s N e T i e R ST T L I T AT M 0 (1 R onm,
N T TUTTATEM
2 Mowns nmE R e R s MR IR M STUT N
3 Wlmmdn M T T I M I R T O IR
4  dst
} 2 spasi
C.  TINDAK LANJUT
} 1 spasi
1 M O T e T 0 T T T Y LA YL AT T YT A A FEAPTA T FTUAL R AL L
N M MG IO G T
2 MW m e S I R T R T T I I G R
3 dst —
} 2 spasi Penulisan nama
lengkay notulis
Jakarta, = MMM xxx dan pejobat yang
} 1 spasi tnengetahsi
diketik dengan
Mengatabhui, Notulis, huruf awal
Kama Jabaton kapital dan
} 3 apasi tanda, tangan
|Tanda Tangan JTanda Toopan
Nera, Jolas Namn Jalus

NIF NP
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2. Notulen Rapat Hasil Rapat
a. Penjelasan
Notulen rapat hasl. rapat merupakan catatan atau laporan singkat yang
berisi, waktu, peserta dan hal yang dibicarakan dalam rapat.
b. Susunan
Susunan notulen rapat terdiri atas:
1) Kepala, terdiri aras:
a) frasa NOTULEN RAPAT;
b) keterangan tentang sidang/rapat terdirl atas:
(1) hari;
(2) tanggal;
(3) waktu;
(4) tempat;
(5) pimpinan rapat;
(6) acara; dan
(7) peserta rapat;
2) isi, terdiri atas:
a) bahasan materi rapat;
b) kesimpulan; dan
c) tindak lanjut.
3) bagian akhir, terdiri atas:
a) tanggal, bulan dan tahun;
b) frase notulis;
c) frase mengetahui;
d) nama jabatan; dan
e) nmama lengkap dengan NIP.
¢ Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan
ketentuan!

1) notulen rapat yang ditandatangani oleh Pelaksana sebagai peserta
rapat, dibuat di atas kertas berukuran F4, tanpa Kop Naskah Dinas
dan diketahui oleh atasan langsungnya; dan

2) notulen rapat yang ditandatangani oleh pejabat struktural dibuat di
atas kertas berukuran F4, tanpa alamat dan diketahui atasan

langsungnya.
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d. Contoh Format Pengetikan Notulen Rapat Hasil Rapat

TANPA KOP NASKAH DINAS

Sidang/Rapat

Haii dan Tangga!
Wakiu Skiang/Rapat
Temspt

Acara

Pimpinan Sidang/Rapat

Kelua
Sekretaris
Pencatatan

Peserta Sidang'Rapat

Kegidan Sidang/Rapat

1  Kda Pembukaan
2?2  Pembahasan
3 Putusan

MIMEENMMN MM MMM

NOTULEN RAPAT

} 3 spasi
}

Mmmmmmmmemmmen R ImmTm

M mmimmmmmn MmN BIETnm

MmUY BT T T ST

T NI OOV TUTHT TN I EEET)

MnmmmmmmmmmmmmmmnnsmnTmEm
)3 apasi

i

M MMM MU TR I T

)3 apasi
}
MAmmr MM MmN R

MmN TR T T
MmO R THTIEMM T

)3 aposi

MmmrmmmmmmmmmmE T nmmin
} 3 apasi

}

Mmmmm rmammmmne (emmmmiNmmaEnTimnm PHMRIMIMIT MHTITITEETETENRG TR

14 spasi
}

Pemmgpin: Sidang /Rajia
J & apasi

Nana Jebatan,
J5 6 apasi
} tanda tangan
Nama Jelas
NIP ...

Disesuailmn
dengan
paleksanann
rapat dan
penulisaz
sasuai
dangan EYD

Panulisan
nama lenglcap
ditnlis deagam;
houd awal
kapital dan
tanda, tangan

penutup

Penutisan
azmu lengkap
pajabat
peminipin

B. Sertifikat

1. Penjelasan

Sertifikat merupakan tanda bukti seseorang ielah mengikuti kegiatan

tertentu.
2. Susunan

Susunan sertifikat terdiri atas:

a. kepala, terdiri atas:

1) frasa SERTIFIKAT...

2) kata NOMOR..../....

.., dan
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b. Isi, terdirl atas ;
1) nama yang mensrima sertifikat;
2) NIP yang menerima sertifikat;
3) nama instansi vang menerima sertifikat; dan
4) jenis/nama kegiatan yang diikuti lengkap dengan tanggal dan tempat
pelaksanaan.
c. bagian akhir, terdiri atas:
1) nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
2) nama jabatan yang memberikan sertifikat;
3) tanda tangan pejabat yang memberikan Sertifikat;
4) mnama jelas pejabat yang memberikan sertifikal; dan
5) stempel jabatan/instansi yang memberikan sertifikat.
3  Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a. sertifikat yang ditarndatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat
di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;

b. sertifikat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepala PD atas
nama Gubernur menggunakan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta tanpa alamat; dan

c. sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala PD atas kewenangannya
menggunakan Kop Naskah Dinas PD yang bersangkutan tanpa alamat.



4. Contoh Format Pengetikan Sertifikat
Manggunalian Kop
KQp Jabaten Qubemus/ Kop
Naslah Dinas PD
14 .JF“‘ Logn Panjenamnan Kota
SERTIFIKAT HIAKARTA Jalarts, kolaborator dst
] 3 apani
Dibelikarfkepeda: -
1 3 apaxi
Hama / i ———
12 spaw Dises
P =| Data Peperima
12 spasi Sertifilkat
instansi
13 spas
! [
SebagaifAtas  patisi dakam R, disclenggatakan  oleh ;
’ padmw L7 S Y ang .......... o0 gt?érﬂnpal di }- mt
13 spasi
Mmmrmmmiaria, 00 Mmoo |
} 2 spasi
GUBERNUR DAERAH KHUSHS
IBUKDTA JAKARFA,
Panulisan nama lengicap
| 56 spami | ditulis hunaf kagital,
dibubuhi tanda tangan,
dan cap stempel basah
{stempel fabalan )
) tands tangan
NAMA JELAS
C. Piagam
1. Penjelasan
Piagam berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan
yang telah diwujudkan.
2. Susunan
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Susunan Piagam terdiri atas:
a. kepala, terdiri atas:
1} frasa PIAGAM.....- dan
2} kata NOMOR.../ ;
b. isi, terdiri atas:
1) nama pejabat yang memberikan pengharga:u;
2} nama yang menerima penghargaan;

3) nama tempat, tanggal lahir yang menerima penghargaan;

4) nip yang menerima penghargaan;
5) nama jabatan yang menerima penghargaan: dan
6) nama instansi penerima penghargaan.
c. bagian akhir, terdiri atas:
1) nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
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2) tanda tangan pejabat yang memberikan penghargaan;
3) nama jelas pejabat yang memberikan penghargaan; dan
4) stempel jabatan/instansi yang memberikan penghargaan.
Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:
a. piagam yang ditandatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat
di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; dan
b. piagam yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas kewenangannya
menggunakan Kcp Naskah Dinas PD/UKPD yang bersangkutan tanpa
alamat.
Contoh Format Pengetikan Piagam

Manggunakan kop
KOP jabaten Gubarnur/ kop
naskah dinas PO
13 spasi Loge . :
Logo Panjeriamnann kota
) WAKARTA , jelearta, iolborator, dsb
PIAGAM PENGHARGAAN
)2 apasi Menggunakan hueuf
NOMOR | S kapital
1 2 spasi
}
DIBERIKAN KEFADA
Koma ]
12 spaxi
Tampat/ Tanggel Lahir Erre e
) 2 wpasi . .
NIP Disesuaikan dengan
)2 spasi " data penerima
p pen
Jabatan
12 apasi
Instensl
13 spasi | ]
}
Kalimat panjalasan
pemboricn
penghasgann
1 4 apaxi .J
)
}
Mmooammmin, xxx Mo sk
1 2 spast _
QUEEFNUER DAERAH EHUSUS Penulisan nama
WBUKCUTA JAEARTA, lengkap ditulis
sesuai dengen
}5=8 spasi eyd, dibubruhi
tands tangan,
JStempe! Jabatan dan cap stempel
Tanda Tangan basal
Nama Jalas
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D. Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPF!

1.

Penjelasan
Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) merupakan naskah

dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan

pelatihan tertentu.

Susunan
Susunan STTPP terdiri atas :

&.

d.

kepala, terdiri atas:
1) frasa SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN:;dan

2) kata NOMOR:.../. .

. isi, terdiri atas:

1) nama pejabat yang memberikan STTPP;

2) nama yang mene<rima STTPP;

3) nama tempat, tanggal lahir yang menerima Si'TPP;
4) NIP yang menerima STTPP;

5) nama |abatan yang menerima STTPP; dan

6} nama instansi yang menerima STTPP.

bagian akhir, terdiri atas:

1) nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun;

2) tanda tangan pejabat yang memberikan STTPP;

3) nama jelas pejabat yang memberikan STTPP; dan
4) stempel jabatan/instansi yang memberikan STTPP.
halaman belakang dapat dicantumkan agenda pembelajaran.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

a.

STTPP yang ditandatangani oleh Gubernur dibuat di atas kertas Kop
Naskah Dinas Jabatzn Gubernur: dan

STTPP yang ditandatangani oleh Kepala PI) atas nama Gubernur
menggunakan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi tanpa alamat.
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Contoh Format Pengetikan STTPP

LAMBANG GARUDA
14 spasi

Baglan Depan

SURAT TAHDA TAMAT PENDIGIKAN DAN PELATIHAN

Cubemur Dagroh Khusus |bukota Jakarta Berdasarkan PR Nomor 101 Tahun 200€, stan ketentuan-
ketenluannya menyatnkan bahwe

12 apasi
Tempat, tanggal (ank
12 spast
NIP
12 spoast
Pangkat, GolongariRua
Pas Foto nd ng g )2 spasi
4x6 Jabatan
12 spasi
Instansi
)2 spasi
LULUS
12 spasi
Kualifikasi
13 spusi
}
Pada Pendidikan dan Pelathan .................. Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakaria yang
diselenggarakan oieh Badan Pemgembangan Sumber Daya Manusia Provinsi ¥ Jnkada di
dan tanggal Sampai  dengan yany neliput
} 4 spasi
}
Mrrmimmmamnm, xxx Mmm]nnn HERE
} 2 spas
GUBERNUR DAERAH KHJSU%
IBUKOTA JAKARTA,
) 5-8 apasi

{stermpai Jabatan )
) tanda rangan

NAMA JELAS

Lambang Garuda
dan nama jabatan
yeng telah
dicatak,
berukuran 3,14
cmx 3,14 e

Penomoran
yang berurutan
dalam satu
tahun talowin

kapital dibubukhi
tanda tangen, dan
cap stempel basah

Kalimat panutup

Nauna jabatan
Guberour dan nama

lengkap
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Bagian Belakang } Diketik dafigan
) 4 spasi | husuf kapital
ASENDA PEMBELAJARAN | |
)3 apasi
)
TEMA
Umum  (ditentukan Badan Dikda Ferangkat Daerah),
Memunat
infermasi
12 spasi _ latihan
Khusus : (ditentukan oleh penyelenggaraan dengan mengacu pada teyna wmum dan isu aktual setempat) Pa
} 4 apasi
Mmmasmimimm, oo Mmmmevn xox
}2 apoasi ™
Nama Jabatan, Pomi
- nema lenglmp
}1 5 - 6 spasi Jilcotil ds
huruf kapitat
. 1 dibubuhi
{slempel jabatan ) {
tanda tangamn,
} landa inngan dan cop 3
NAMA JELAS stempel basah
NIP

E. Memo

1  Penjelasan

a.

b.

c

d.

Susunan

Memo merupakan suatu bentuk naskah dinas yang materinya
mengandung pemberitahuan, permintaan, atau pertanyaan atas suatu
permasalahan yang dapat digunakan oleh atasan kepada bawahan atau
antarpejabat yang setingkat;

memo ditandatangani oleh pembuat memo;

memo tidak dibubuhi stempel; dan

isi memo dapat diketik atau ditulis tangan.

Susunan memo terdirl atas -

a‘

kepala, terdiri atas:

1} kata MEMO;

2) kata Dari untuk memuat nama si pengirim Memo; dan

3} kata Kepada untuk memuat nama alamat/ pefabat yang dituju.
isi, memuat materi/ungkapan permasalahan.

¢. bagian akhir, terdiri atas:

a

b.

1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya memo; dan
2) tanda tangan atau paraf pembuat memo.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:

memo dibuat di atas kertas ukuran 16 em x 21 em (setengah folio};
Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur bagi memo yang ditandatangani
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oleh Gubernur atau Wakil Gubernur; dan

ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD yang berswniglkutan.

Contoh FFormat Pengetikan Memo

¢ Kop Naskah Dinas instansi PD/UKPD tanpa alamat bagi memo yang

KOP NASICAH DINAS
}3 spast
MEMO
}3 apasi
Dari ™
Kepads
} 3 apasi

} 3 apasi
}

Mouunmmo — SUDoEIRCHNIEDm. MmN riliilinssrinry o fralssturterieisiitrib
TMMMANERINIGAM UMD OMITNn Inmelm GmOHISUNMG. SN o) LUELDUTma
IHTIGNUR O MG S TSI M R UTELRIR IT T FArmuT) I I

] 3 spasi
!
Jakarta, xx MMM xxx
} 2 apaxi
Rnmn Jeixta,
) 50 apant

Pandn ngan
Fama Jolas
NIP ...

Menggunalon
kap perangkat
daaiah

Disesuaikan
dangen
ilantitas
pengirim dan
penesime

-i Isi memo

Disasuailcay
dangan Lokasj
pada saat
penandatangan
Memo

Pemuilisan nama
lengkay ditulia
desigan huernd
awel kapital dan
tancda tanga
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F. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas

1.

Penjelasan

Surat keterangan melaksanakan tugas merupakan Naskah Dinas yang

memuat pernyataan pejabat yang berwenang kepada seorang atau

sekelompok pegawai pada posisi atau jabatan untuk melaksanakan
pekerjaan/kegiatan tertentu.

Susunan

Susunan surat keterangan melaksanakan tugas terdiri atas kepala, isi dan

bagian akhir surat.

a. kepala, terdirl atas:

1) frasa SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS; dan
2) kata NOMOR ../ ...

b. isi, terdiri atas:

1) nama jelas pejabat yang mengeluarkan surat keterangan
melaksanakan tugas;

2) NIP, pangkat/golongan, dan jabatan pejabat yang mengeluarkan surat
keterangan melzksanakan tugas;

3) frasa Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:;

4) nama jelas pegawai;

S) NIP, pangkat/golongan, dan jabatan pegawai;

6) frasa yang diangkat berdasarkan Peraturan ... Nomor .., terhitung ...
telah nyata menjalankan tugas sebagai ...di..,; dan

7) kalimat penutup surat keterangan melaksahakan tugas.

¢ bagian akhir, terdiri atas:

1) tempat dan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat
keterangan melaksanakan tugas;

2) nama jabatan yang berwenang; dan

3) tanda tangan -dan stempel.

Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan

ketentuan:

a. surat keterangan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh
Gubernur atau Waki: Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas
Jabatan Gubernur;

b. surat keterangan yang ditandatangani oleh Sckretaris Daerah dan Kepala
PD atas nama Gubernur dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa alamat; can

¢. Surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas
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wewenang jabatannya dibuat di atas kertas Kop Nuskah Dinas PD/UKPD

yang bersangkutan dengan alamat.
4. Contoh Format Pengetikan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas

KOP NASEAH DINAS
13 epasi
SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS
12 spasi
NOMOR /...
13 spasi
Yang bertandn tangan di baweh ini:
Nama
11 apas
NIP -
11 apasi
Pangkat, Galongan/ R g
11 spasi
Jabatan
Informasi
12 spasi pemberi
Dengan ini menerangkan dengan s esungguhnya bahwa: keterangan dan
pernerima
Neama keterangan
1 I spasi
NIP
11 spasi
Pangkat, Golongan/ Rusayg
11 apast
Jabatan
13 apast
Yang diangkat berdaearkan Peoataran ... s cioee o NODOE 2 vsans,s terhitung
telah nyata menjalankan tuges SEBAEAT ... uveeereerere G caereverrevseeesrsoevemsnrasen
Mjw
Demildan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas ini saya buat dengan sesungguhnya
dengan mengingat sumpah/pegawai neges sipildan apabila dikemudien beri isi surat Peniutup surat
pernyataen ini ternyata tidak henar yang berakibat kerugian bagi Negara, maka saya
bersedia menanggung kerugian tersebut.
» ;pﬂi
Jakarte, XX mmmm XXX
Nama Pa:;a:;g'k; I‘?aera.h Lokasi den
] penanggalan
J disesuaikan
dengan wakiu
penandatanganan
serta
{stempel jabatan ) pambububan
) tanda tungen tanda tangan
NAMA JELAS membuat nama
NP jelas
B spasi
!

G. Rekomendasi

1. Penjelasan
Rekomendas{ merupakan Naskah Dinas yang memuat keterangan,

penjelasan, atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang suatu hal,
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urusan, dan/atau masalah yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi
yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.
Susunan
Susunan Rekomendasi terdiri atas :
a. kepala, terdiri atas:
1} kata Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal;
2) pejabat/alamat yang dituju; dan
3) kata REKOMENDASL.
b. Isi, dirumuskan dalam bentuk uraian.
c. bagian akhir, terdiri atas:
1) tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Rekomendasi;
2) nama jahatan dan tanda tangan pejabat;
3) nama jelas pejabat dilengkapi NIP; dan
4) stempel jabatan/instansi.
Penandatanganan dan Kop Naskah Dinas yang digunakan dengan ketentuan:
a. rekomendasi yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur
dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur; dan
b. rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala PD/UKPD atas wewenang
jabatannya dibuat di atas kertas Kop Naskah Dinas PD/UKPD yang
bersangkutan dengan alamat.
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Contoh Format Pengetikan Rekomendasi

NIP

KOP NASKAH DINAS
}3 -4 spasi
Nornar xx Mmaunm xo(x
Sitat ] 3 spasi
Lampiran
Hal Mmmmmmmmnimmm: Kepada
Yth Mmmmaommmmm
d
Jakarla
}3 =4 apasl
REKOMENDAS!
} 3 apasi
Mmmmmmmmmmmmms  mmormmnmmTnnm Mmmmmm ERsa R T
IMETMIUTNRTUTETVTITYAM T T mimm MMM mimm Mmmm i nmaERmmm gesym i
NN VT TR
} 2 spasi
a Mmmmmommminmmrmmmmmmmemmmn. Mmnmm - Tmmmnm e
MV THTN TR TR T TV RETNT
]} 2 apasi
b Mmmmmmmmm  mmmmmmmmnHTnANAIYNATITDT  ARAOENYL mmagn
MMM TS THTY TE R T e
} 2 apasi
C Mmmmmmmmm  mmmmmm mmmmnmImInmmnITTTmH MMM
MR T TR TS TN T
} 3 apasi
Mmmmmmmeaem  mmmimmm O R T T TR TN RTEN HTnm
FRTTUTUTIN MTHTUYHTTHTHTHTHIIN
} 4 apasi
Mmmim, xx Mommm 20xx
} 2 apasi
Nama Jabalan
}5-6apust
stempel jabatan }
J tandn tahgan
Nama Jolas

—

KOP naskah
dinas PD

Tonggal dan
tempat
pembuatan

Tujuen surat
mdangan

Jabatan)

Baria materi
rekkomendasi,
penulizan
sasunl dengan
ayd

Peniulisan
tempat,
tanggnl, dan
nama lengkny
ditulis dengen
arud awal
kapital dan
tanda rangan
dan cap
stempal
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BAB VII

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, UNTUK
PERHATIAN, PELAKSANA TUGAS, DAN PELAKSANA HARIAN

A. Atas Nama Dan Untuk Beliau

1.

Penjelasan

a. atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang
dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di
bawahnya; dan

b. untuk beliau yang disingkat u.b. digunakan jika pejabat yang diberikan
kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya,
sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama (a.n.).

Pelimpahan wewenang u.b mengilkuti urutan sampai 1 (satu) tingkat

struktural dibawahnya.

B. Untuk Perhatian, Pelaksana Tugas, Dan Pelaksana Harlan

1.

Untuk perhalian

a untuk perhatian yang disingkat u.p. digunakan untuk mempermudah dan
mempercepal penyampaian naskah dinas kepada seorang pejabat yang
dituju, tetapi surat terlebih dahulu disampaikan/dialamatkan kepada
atasan pejabat yang dituju untuk diketahui; dan

b. untuk pejabat yang menerima naskah dinas u.p. harus melaporkan hasil
tugasnya kepada .atasan langsung.

Pelaksana tugas

Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt. merupakan pejabat sementara

pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang

penandatanganan Naskah Dinas karena pejabat definitif berhalangan tetap.

Pelaksana harian

Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh  merupakan pejabat

sementara pada jabatan tertentu yang mendapol pelimpahan wewenang

penandatanganan Naskah Dinas, karena pejabal definitif berhalangan

sementara.
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C. Contoh Pengetikan Atas Narna, Untuk Beliau, Untuk Perhatian, Pelaksana Tugas
Dan Pelaksana Harian.

a. Contoh penulisan atas nama

a.n. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Kepala Bagian Tatalaksana,

b. Contoh penulisan untuk beliau

a.n. Kepala Biro Organisasi dan Reformas! Birokrasi
Kepala Bagian Tatalaksana,
u.b.
Kepala Subbagian Tata Usaha

¢. Contoh penulisan untuk perhatian

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
u.p. Kepala Bagian Tatalaksana

d. Contoh penulisan untuk pelaksana tugas

a.n. Pejabat Definitif Berhalangan Tetap

Pejabat Penerima Tugas,

Ttd

Nama lengkap

e Contoh penulisan ur:tuk pelaksana harian

a.n. Pejabat Definitif Berhalangan Sementara
Pejabat Penerima Tugas,

Ttd

Nama lengkap
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BAB VIII

PENULISAN NAMA, PEMARAFAN, PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN

TINTA UNTUK NASKAH DINAS

A. Penulisan Nama

1

Penulisan nama Gubernur dan Wakil Gubernur atas wewenang jabatannya
pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah
menggunakan huruf kapital serta tidak menggunakan gelar.,

Pepulisan nama Wakil Gubernur atas nama Gubernur pada Naskah Dinas
dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah menggunakan huruf
kapital serta tidak menggunakan gelar.l

Penulisan nama Sekretaris Daerah, dan Kepala PD/UKPD atas wewenang
jabatannya pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum
daerah menggunakan huruf kapital dan tidak menggunakan gelar.
Penulisan naina Sekretaris Daerah dan Kepala PD alns nama Gubernur pada
Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah
menggunakan huruf kapital dan tidak menggunakan gelar.

Penulisan nama Gubernur atas wewenang jabatannya pada Naskah Dinas
dalam bentuk dan susunan surat dapat menggunakan gelar,

Penulisan nama Wakil Gubernur atas wewenang jabatannya dan atas nama
Gubernur pada' Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dapat
menggunakan gelar.

Penulisan Nama Sekretaris Daerah, Kepala PD/UKPD, atas wewenang
jabatannya dan atas nama pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan
surat dapat menggunaxan gelar dan Nomor Induk Pegawai (NIP).

B. Pemarafan

1.

Setiap Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat penandatangan
terlebih dahulu dilakukan pemarafan/diparaf.

Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah sebelum
ditandatangani terlebth dahulu diparaf pada setiap lembar.

Paraf sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh
pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.

Paraf sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3
merupakan bentuk keterkaitan, memberikan koreksi/usulan, persetujuan
terhadap konsep naskah dinas serta ikut bertanggung jawab atas muatan
materi, substansi, redaksi dan pengetikan.
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Paraf sebagaimana dirnaksud pada angka 4, meliputi:

a.

b.

paraf hierarki, yang dilakukan paling sedikit cleh satu pejabat pada saty
jenjang struktural di bawahnya;

paraf koordinasi, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari
PD/UKPD terkait;

Kepala satuan pelaksana dan/atau satuan pelayanan dan/atau yang
setingkat dengan sebutan lain pada UPT/UKPD selaku pengonsep Naskah
Dinas, harus memberikan paraf pada Naskah Dinas:;

Naskah Dinas dalam bentuk produk hukum daerah atau dalam bentuk
surat  yang  akan = ditandatangani  oleh Gubernur/Wakil
Gubernur/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah harus melahui
prosedur paraf koordinasi dalam lembaran perbal baik secara horizontal
ataupun vertikal;

pemaraf serta perbal dilakukan oleh pimpinan PD/UKPD pengonsep dan
pejabat/ piinpinan PD/UKPD yang karena fungsi dan pembidangannya
ikut bertanggungjawab atas materi konsep naskah dinas;

pemaraf serta pertama adalah Kepala PD/UKPD dan dilanjutkan oleh
Kepala PD/UKPD terkait;

urutan pemaraf serta mencerminkan tingkat kepentingan dan keterkaitan
PD/UKPD tersebut terhadap substansi perbal;

khusus untuk alur proses pembentukan naskah dinas dalam bentuk
produk hukum (Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pembentukan produk
hukum daerah;

Untuk naskah dinas dalam bentuk Keputusan Gubernur dan non produk
hukum, Kepala Biro Kepala Daerah memberikan paraf serta pada perbal
setelah meneliti perbal atas redaksi dan format: dan
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J. format lembaran perbal:

PFERBAJ. NASKAH DINAS

DilS| OLEH UNIT YANG MENANGAN] DJISI OLEM BIRO UMUM DAN ADM. SEKDA/ BIRD
KESEKRETARIATAN/ BIRC UMUM DAN KDH/ BIRO HUKUM BAGIAN UMUM DAN

ADM. SEKDA/ BIRO KDH/! BIRD HUKUM/ PROTDKOL

BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
SEBAGAI PENGONSEP

1 Dikerjakan oleh 1 Diterima oleh Pengandali Surat
2  Dinomori oleh
2 Diperiksa oleh 3 Diketik oleh
4  Ditaklik oleh
3 Diedarkan oieh 5 Diterima oleh Pengirim Surat
6  Dikirim oleh
7

4 Net telah disetujui oleh Perbal dan pertinggal disimpan
Unit yang menangani oleh
Kesekretariatan/ Biro
Umum dan Adm. Sekda/
Biro KDH/ Bira Hukum/
Bagian Umum dan
Protokol

DIMAJUKAN PADA TGL. s i evesss vs

Hal/ Juduf Naskah Dinas

Nomor Jakarta, .20....
Sifat
Lampiran
Pemaraf Serta
Tembusen

Ditetapkan oleh

Sateiah seiesai pembuatan naskah dinas,
perbal asli dan pertinggal diserankan kapada
Bire Umum dan Adm. Sekda/ Bi-zo KDH/ Biro
Hukum/ Bagian Umum dan Protokol

Pelaksanaan pemarafan pada Naskah Dinas dan pada lembaran perbal dapat
dilakukan secara elekironik.
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C. Penandatanganan Naskah Dinas
1. Gubernur
a. Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan
produk hukum daerah, terdiri atas:
1) Peraturan Daerah,;
2) Peraturan Gubernur;
3) Peraturan Bersaina Kepala Daerah; dan
4] Keputusan Gubernur.
b. Gubernur menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan
surat, terdiri atas:
1) instruksi;
2) kesepakatan bersama
3) perjanjian kerja sama
4) nota kesepakatan
5) surat edaran;
6) surat biasa;
7) surat keterangan;
8) surat perintah;
9) surat izin;
10) surat perjanjian;
11) surat tugas;
12) seruan.
13) surat kuasa;
14) surat undangan;
15) surat keterangan melaksanakan tugas;
16) surat panggilan,;
17) nota dinas;
18) pengumuman;
19) laporan;
20) rekomendasi;
21) berita acara;
22) lembar disposisi;
23) piagam;
24) sertifikat;dan
25) memo.

¢ Gubernur dapat melimpahkan atau mendelegasikan wewenang kepada
pejabat dibawahnya.
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Wakil Gubernur
Wakil Gubernur sesuai kewenangan menandatangani Naskah Dinas dalam

bentuk dan susunan surat, terdiri atas:

a. surat biasa;

b. surat keterangan;

¢. surat perintah;

d. surat izin;

surat keterangan melaksanakan tugas;
nota dinas;

surat undangan;

telaahan staf;

laporan;

o

5 @ o

—
H

] rekomendasi;
k. lembar disposisi; dan

1 memo.

Sekretaris Daerah menandatangani Naskah Dinas sesuai kewenangannya,
terdiri atas;

a keputusan;

b. instruksi;

c. surat edaran

d. surat biasa;

€. surat ketetrangan,

f. surat perintah;

g. surat izin;

h. surat kuasa;

i. surat undangan;

surat keterangan melaksanakan tugas;

surat panggilan;

nota dinas;
. lembaran disposisi;
telaahan staf;

pengumuman;
laporan;

rekomendasi;

=8 v e B H

berita acara;

notulen;

n

t. piagam;
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u. sertifikat; dan
V. memo.
Asisten Sekretaris Daerah atas wewenang jabatanrya menandatangani Naskah
Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdirl atas:
nota dinas;

. laporan;

. surat pengantar;

. notulen;

a.
b
c
d
e Imemo;
f surat undangan;
g. lembar disposisi; dan
h. surat biasa.
Kepala PD
a. Kepala PD atas wewenang jabatannya menandalangani Naskah Dinas,

terdiri atas:

1) Keputusan Kepzla PD sesuai kewenangannya;

2) instruksi;

3) surat edaran;

4) surat biasa;

5) surat keterangan;

6) surat perintah;

7) surat izin;

8) surat kuasa;

9) surat undangan;

10) surat keterangan melaksanakan tugas;

11) surat panggilan;

12) nota dinas;

13) telaahan staf;

14) pengumumnan;

15) surat pengantar;

16) laporan;

17) rekomendasi;

18) berita acara;

19) lembar disposisi;

20) sertifikat;

21) piagam: dan

22) memo.
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Dalam hal tertentu, dapat berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI
Jakarta selaku Kepala PD atas nama Gubernur menandatangani
naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, yaitu STTPP.

2) Inspektur Provinsi DKI .Jakarta, Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan
Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Badan
Kepegawalan Daerah Provinsi DKI Jakarta juga berwenang
menandatangani Surat Edaran yang ditujukan kepada semua Kepala
PD/UKPD.

Wakil Kepala PD
Wakil Kepala PD atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas

dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:

1.

a
b
c
d
e.
f.
g
h

surat keterangan;

. surat perintah;
. surat izin;
. surat keterangan melaksanakan tugas;

nota dinas;
telaahan staf;

. rekomendasl;
. lembar dispsosisi; dan

memao.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta atas
wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan

susunan surat, terdiri atas:

a,

-
H

Tm oMo oo g

Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI
Jakarta;

surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat izin;

sural kuasa;

surat undangan;

surat keterangan melaksanakan tugas;

surat panggilan;
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nota dinas:
lembar disposisi;
telaahan staf:

. pengumurman;

— ;’&" i s

laporan;

rekomendasi;

berita acara;

lembar disposisi; dan

memo,

Kepala UKPD

Kepala UKPD atas wewenang jabatannya menandalangani Naskah Dinas,
terdiri atas:

Keputusan Kepala UKPD sesuai kewenanganmya:

instruksi;

surat edaran;

S -

surat biasa;
surat perintah;
surat tugas;
surat kuasa;

S@™me a0 g

surat undangan;
surat keterangan;
surat keterangan melaksanakan tugas;

=

T

surat panggilan;

fa—
H

surat pengantar;
. nota dinas:
telaahan staf;
pengumuman;
laporan;
rekomendasi;

R

berita acara;

piagam;

sertifikat;

lernbar disposisi; dan

< g oo

memo.

Sekretaris PD
a. Sekretaris PD yang membidangi ketatausahaan menandatangani

Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan swwl yang bersifat internal,
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terdiri atas:
1) surat biasa;
2) surat keterangean;
3) surat perintah;
4) surat kuasa;
5) surat undangan;
6) nota dinas;
7) lembar disposisi;
8) telaahan staf;
9) laporan; dan
10) memo.

b. Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sebagélimana dimaksud
dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan jabatannya.

10, Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada PD

a. Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada PD/UKPD menandatangani Naskah
Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang bersifat internal, terdiri atas:
1) surat perintah:

2) nota dinas;

3) surat keterangan;
4) surat izin;

5) notulen;

6) telaahan staf;

7) laporan;

8) surat undangan; dan
9) surat blasa.

b. Kewenangan penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud
dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan jabatannya.

11. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang atau Kepala Seksi pada PD/UKPD
menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang
bersifat internal, terdiri atas:

a. telaahan staf;
laporan;

surat keterangan;

notulen; dan

o A o o

surat blasa,
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12. Walikota /Bupati
Walikota/Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan
surat, terdiri atas:
Keputusan Walikota/Keputusan Bupati;
. Instruksi;
. surat edaran;

. surat biasa;

a
b
c
d
e surat keterangan;
f. surat perintah;
g. surat izin;
h. surat kuasa;

surat undangan;

surat keterangan melaksanakan tugas;
. surat panggilan;

nota dinas;

fors

= Wt—u

. pengumuman;
sural pengantar;
laporan;
rekomendasi;

berita acara;

"aY oo opog

piagam,
sertifikat:
lembar disposisi: dan

telaahan staf:

<.';:.‘H~gn

mermo.

13. Wakil Walikota /Wakil Bupati
Wakil Walikota/Wakil Bupati atas wewenang jabatannya menandatangani
Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:

surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat izin;

surat keterangan melaksanakan tugas;

nota dinas;

undangan;

telaahan staf;

laporan;

FRomoe opo ooop

ot
.
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). rekomendasi;

k. lembar disposisi: dan

1. memo.

Sekretaris Kota /Kabupaten

Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi atas wewenang jabatannya
menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri
atas:

surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat izin;

surat kuasa;

surat undangar;

surat keterangan melaksanakan tugas;

surat panggilan;

nota dinas;

telaahan staf;

pengumuman;

PR Mo po pop

[a
H

et Wt-"

laporan,;
. rekomendast;
berita acara;
notulerny;
sertifikat;
lembar disposisi; dan

42w o pog

Memo.
Asisten Sekretaris Kota /Kabupaten

Asisten  Sekretarls Kota/Kabupaten atas wewenang jabatannya
menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri
atas:

nota dinas;

lembar disposisi;

telaahan staf;

laporan;

surat pengantar;

notulen; dan

® %0 po0 o ow

memo.
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16. Camat
Camat atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas, terdiri
atas:

keputusan camat sesuai dengan kewenangannya;

o P

surat biasa;
surat keterangan;
surat perintah;
surat izin;

surat kuasa;
surat undangan;
surat keterangan melaksanakan tugas;
surat panggilan;
nota dinas:
telaahan staf;
pengumuman;

= I -

[
H)

- R

. laporan;
rekomendasi;
berita acara;
lembar disposisi: dan

29 o p g

menmo.

17. Waki]l Camat
Wakil Camat atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas

dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
surat biasa;
. surat keterangan;
. surat perintah;

a.
b

C

d. surat izin;

e. nota dinas;
f telaahan staf;
g. laporan;
h. rekomendasi;

lembar disposisi; dan

=

j. memo.

18. Sekretaris Kecamatan
Sekretaris Kecamatan atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah

Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:

a. surat biasa;
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surat keterangan,

surat perintah;

surat undangan,;

nota dinas;

surat keterangan melaksanakan tugas;

laporan;

FR oS0 oa e O

. lembar disposisi; dan

Pt
*

memo,
Lurah

Lurah atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas, terdiri
atas:

Keputusan Lurah sesuai dengan kewenangannya;

surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat izin;

surat kuasa;

surat undangan;

surat keterangan melaksanakan tugas;

surat panggilan;

nota dinas;

telaahan staf;

pengumuman,

FRom e Ao g

s
H

. laporan;

rekomendasi;

berita acara;

Iembar disposisi; dan

memo.

Wakil Lurah

Wakil Lurah atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas

L T o B g T R

dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat keterangan melaksanakan tugas;
nota dinas;

telaahan staf;

NN
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rekomendasi;

I

h. memo;

i. surat undangan,

1} lembar disposisi; dan

k. laporan.

Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan atas wewenang jabatannya menandatangant Naskah
Dinas dalam bentuk dan susunan surat, terdiri atas:
surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat undangan;

nota dinas;

telaahan staf;

memo;

PR ™o oo o op

. lembar disposisi; dan

—

laporan.

D. Pelaksanaan Penandatanganan Naskah Dinas Atas Namna Dan Untuk Beliau

1.

Penandatanganan Naskall Dinas atas nama dan/atau untuk beliay,
dilaksanakan apabila pejabat yang seharusnya menandatangani Naskah
Dinas berhalangan tetap/sementara.

Penandatanganan Naskah Dinas dapat dilakukan secara elektronik dan
dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. efisiensi;

b. kecepatan pelayanan mendesak/darurat;

kecepatan pelayanan administrasi;

situasi dan kondisi;

alasan obyektif;

beban dan volume kerja; dan

@ oo o op

sifat dan substansi surat.

E. Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas

1.

Tinta yang digunakan untuk menulis/mencetak naskah dinas, berwarna

hitam.
Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf Naskah Dinas,

berwarna biru tua.
Tinta yang digunakan untuk stempel berwarna ungu.
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4. Tinta yang digunakan untuk keperluan keamanan Naskah Dinas berwarna

merah.

F. Contoh Penulisan Nama Dan Pemarafan Naskah Dinas

1

Untuk Naskah Dinas vang ditandatangani oleh Gubernur dengan ketentuan

sebagai berikut:

a Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk
hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubermur pada
sisi kiri nama jabatan Gubernur diparaf oleh Sekretaris Daerah dan pada
sisi kanan nama jabatan Gubermur diparal vleli Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakaita;

b. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa
Keputusan Gubernur dan Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat
pada sisi kirl nama jabatan Gubernur diparaf oleh Sekretaris Daerah dan
pada sisi kanan nama jabatan Gubernur diparaf oleh Kepala Biro Kepala
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta:

¢c. penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah berupa Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur, sebagal berikut:

(x) GUBERNUR DAERAI KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, (xx)

NAMA JELAS
Keterangan . (x) Paraf Sekretaris Daerah
(xx) Paraf Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

d. penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah berupa Keputusan

Gubernur, sebagai berikut:

(x) GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, (3o

NAMA JELAS

Keterangan () Paraf Sekretaris Daerah
(xx) Paraf Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta
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e penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan surat, sebagal berilul:

[x) Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, [xx)

Nama Jelas

Keterangan : {x) Paraf Sekretaris Daerah
(xx) Paraf Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Wakil Gubernur diparaf oleh Sekretaris
Daerah dan sisi kanan nama jabatan Wakil Gubernur diparaf oleh Kepala
Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan
Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan surat, sebagai berikut:

{x) Wakil Gubernur Daerali Khusus
Tbukota Jakarta, (xx)

Nama Jelas
Keterangan : (x) Paraf Sekretaris Daerah
(xx) Paraf Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Daerah diparaf oleh kepala
biro/kepala PD Pengonsep dan sisi kanan nama jallan Sekretaris Daerah
diparaf oleh Kepala Birc Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dengan
ketentuan berikut:

a. penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah sebagai berikut:

(x) SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, (xx)

NAMA JELAS
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b. penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan

dalam bentuk dan susunan surat, sebagai berikut:

ix) Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, (xx)

Nama Jelas

Keterangan : (x) Paraf Kepala Biro/ Kepala PD pengonsep
{(xx) Paraf Kepala Bire Umum

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah atas
wewenang jabatannya. sisi kiri nama jabatan Asisten Sekretaris Daerah
diparaf/disetujul oleh Kepala Biro/Kepala PD pengonsep dan sisi kanan
nama jabatan Asisten Sekretaris Daerah diparaf oleh Kepala Biro
Administrasi Sekretariat Daerah P rovinsi DKI JAkarta, dengan Penulisan
nama dan pemarafan/persetujuan pada Naskah Dlnas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan surat ketentuan sebagal berikut:

(x) Asister . .
Sekretaris Daerah Provinsi Daeralh Khusus Ibukota
Jakarta, (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan - (x) Paraf Kepala Biro/ Kepala PD pengonsep
(=x) Paraf Kepala Biro Administrasi Sekretariat
Daerabh.

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro atas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Kepala Biro diparaf oleh Kepala Bagian
pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Kepala Biro diparaf oleh Kepala
Subbagian yang menangani Kketatausahaan, berlaku ketentuan sebagai
berikut:
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a. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah, sebagai berikut:

(x) KEPALA BIRO ...
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, (xx)

NAMA JELAS

b. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan surat, sebagail betilt:

(x) Kepala Biro ...

Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, (xx}

Nama Jelas
Keterangan -+ (x) ParafKepala Bagian pengonsep
(xx) Paraf Kepala Subbagian yang menangani
ketatausahaan

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Walikota, sisi kiri nama jabatan
Walikota diparaf/disetujui oleh Sekretaris Kota dan slsi kanan nama jabatan
Walikota diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol, berlaku ketentuan
sebagali berikut.

a. Penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah, sebagai berikut:

{z) WALIKOTA JAKARTA ., (xx)

NAMA JELAS
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b. Penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan surat, sebagal berikut;
{x) Walikota Kota Administrasi Jakarta ..... , {x%)

Nama Jelas
NIP ..

Keterangan * {x) Paraf Sekretaris Kota Administrasi
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol

Untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Walikota atas
wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Walikota diparaf/disetuijui oleh
Sekretaris Kota dan sisi kanan nama jabatan Walikota diparaf oleh Kepala
Bagian Umum dan Protokol dengan penulisan nama dan pemarafan pada
Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat sebagai

berikut:
(x) Wakil Walikota Jakarta ..... , (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : {x) Paraf Sekretaris Kota
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota atas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Kota diparaf oleh Kepala UKPD
pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris Kota diparaf oleh Kepala
Bagian Umum dan Protokol, dengan penulisan nama dan pemarafan pada
Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk diin susunan surat dengan

ketentuan sebagai berikut:
(x) Sekretaris Kota Administrasi Jakarta .., {xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : {x) Paraf Kepala UKPD pengonsep
{xx} Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol
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9. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Kota atas
wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Asisten Sekretaris Kota diparaf
oleh Kepala UKPD Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Asisten Sekretaris
Kota diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol dengan penulisan nama
dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan

susunan surat dengan ketentuan sebagai berikut:

(x) Asisten ..
Sekretaris Kota Administrasi Jakiuta .., (xx)

Nama Jelas

Keterangan : (x) Paraf Kepala UKPD pengonsep
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol

10. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati, sisi kiri nama jabatan
Bupati diparaf oleh Sekretaris Kabupaten dan sisi kanan nama jabatan
Bupati diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Proiokol, berlaku ketentuan
sebagai berikut:

a. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yvang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan produk hukum daerali, sebagai berikut:

(x) BUPATI KEPULAUAN SERIBU, (xx)

NAMA JELAS

b. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan surat, sebagai berikut:

(x) Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu, (xx)

Nama Jelas
NIP ..

Keterangan : (x} Paraf Sekretaris Kabupalen
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol



117

11. Untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati atas wewenang
jabatannya, sist kirl nama jabatan Wakil Bupali cliparal oleh Sekretaris
Kabupaten dan sisi kanan nama jabatan Wakil Bupati diparaf oleh Kepala
Bagian Umum dan Protokol dengan penulisan nama dan pernarafan pada
Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan
ketentuan sebagai berikut:

{x) Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan Seribu, (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x) Paraf Sekretaris Kabupalen
(xx) Paraf Kepala Bagian Uinum dan Protokol

12. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten atas
wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Kabupaten diparaf
oleh Kepala UKPD dan sisi kanan nama jabatan Selaretaris Kabupaten diparaf
oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol, dengan penulisan nama dan
pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan
surat dengan ketentuan sebagai berikut:

(x) Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu, {xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan - ({x) Paraf Kepala UKPD perigonsep
[x} Paraf Kepala Bagian Umum dan Protokol

13. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Kabupaten atas
wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Asisten Sekretaris Kabupaten
diparaf oleh Kepala UKPD pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Asisten
Sekretaris Kabupaten diparaf oleh Kepala Bagian Umum dan Protokol,
dengan penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang
dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai
berikut:
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(x) Asisten ..
Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan . {x) Paraf UKPD pengonsep
(xx) Paraf Kepala Baglan Uinuin dan Protokol

14. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD, pada sisi kiri nama
jabatan Kepala PD diparaf oleh Kepala UKPD/Bidang/Bagian pengonsep dan
sisl kanan nama jabatan Kepala Perangkat Daerah diparaf oleh Sekretaris

PD, berlaku ketentuan sebagai berikut.

a. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan
dalam bentuk dan susunan produk hukum dazrah.

(x) KEPALA PD.. .....
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
[2)

NAMA JELAS

b. Penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan

dalam bentuk dan susunan surat.

(x) Kepala PD .....
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, {xx)

Nama Jelas
NIP ..

Keterangan . ({x) ParafKepala UKPD/ B:dang/ Bagian pengonsep
{xx} Paraf Sekretaris PD
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15. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Kepala PD atas wewenang

16.

17.

jabatannya, sisi kiri nama jabatan Wakil Kepata PD diparaf oleh Kepala UKPD
Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Wakil Kepala PD diparaf oleh
Sekretaris PD dengan Penulisan narna dan pemarafan pada Naskah Dinas
yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan
sebagai berikut:

(x) Wakil Kepala PD ...
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, [xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x) ParafKepala UKPD pengonsep
(xx) Paraf Sekretaris PD

Naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala UKPD atas wewenang
jabatannya, sisi kirl nama jabatan Kepala UKPD diparaf oleh Pimpinan
Kepala Seksi/Kepala Subbagian Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan
Kepala UKPD diparaf oleh Kepala Subbagian yang menangani ketatausahaan,
dengan penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang
dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai
berikut:

(x) Kepala Suku Dinas/Badan
Kota Administrasi Jakarta ... (xx)

Nama Jelas

Keterangan : (x} Paraf Kepala Seksi/ Subbagian pengonsep
(xx) Paraf Kepala Subbagian tata usaha

Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi DKI Jakarta atas wewenang jabatannya, sisi kiri nama
jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
diparaf oleh pejabat Pzngonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris
DPRD diparaf oleh Kepala Bagian yang menangaii Ketatausahaan, dengan
penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam
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bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagal berikut:
(x} Sekretaris DPRD Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta (xx)

Nama Jelas
NIP ..

Keterangan : {x) Paraf Kepala Bagian pengonsep
(xx) Paraf Kepala Bagian Umum

18, Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Camat, sisi kiri nama jabatan Camat
diparaf oleh pejabat pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Camat diparaf
oleh Sekretaris Kecamatan dengan penulisan nama dan pemarafan pada
Naskah Dinas yang di-umuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan
ketentuan sebagal berikut:

(x) Camat Kecamatan ..., (xx)

Nama Jelas
NIP

Keterangan - (3} Paraf Subbagian/kasie pengonsep
(xx) Paraf Sekretaris Kecamatan

19. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Camat atas wewenang
jabatannya, sisi kiri nama jabatan Wakil Camat diparaf oleh pejabat
pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Wakil Camat diparaf oleh Sekretaris
Kecamatan dengan penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang
dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai
berikut:

() Walikota Camat Kecamaran ...., (xx)

Nama Jelas
NIP. .

Keterangan : (xi Paraf Subbagian/ Kasie pengonsep
(xx) Paraf Sekretaris Kecamatan
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20. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan atas

21.

wewenang jabatannya, sisi kiri nama jabatan Sekretaris Kecamatan diparaf
oleh Kepala Subbagian Pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Sekretaris
Kecamatan diparaf oleh Subbagian yang menangani Ketatausahaan dengan
penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang dirumuskan dalam
bentuk dan susunan surat berlaku ketentuan sebagai berikut:

(%) Sekretaris Kecamatan ..., (xx}

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x} Paraf Subbagian/ Kasie pengonsep
(xx} Paraf Subbagian yang menangani ketatausahaan

Naskah dinas yang ditandatangani oleh Lural:, sisi kiri nama jabatan Lurah
diparaf oleh pejabat pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Lurah diparaf
oleh Sekretaris Kelurahan dengan penulisan nama dan pemarafan pada
Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan
ketentuan sebagai berixut:

(x) Lurah Kelurahan ..,.. , (XX)

Nama Jelas
NIP. .

Keterangan - (x} ParafPejabat pengonsep
(xx) Paraf Sekretaris Kelurahan
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22. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Lurah atas wewenang

23.

jabatannya, sisi kirli nama jabatan Wakil Lurah diparaf oleh pejabat
pengonsep dan sisi kanan nama jabatan Wakil Lurah dlparaf oleh Sekretaris
Kelurahan dengan penulisan nama dan pemarafan pada naskah dinas yang
dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai
berikut:

(x) Walikota Lurah Kelurahan ...., (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan - (x) Paraf Pejabat Pengonsep
(xx) Paraf Sekretaris Kelurahan

Naskah Dinas yang ditandatangani olelx Sekretaris Kelurahan atas wewenang
jabatannya, sisi kirl nama jabatan Sekretaris Kelurahan diparaf oleh pejabat
pengonsep dengan penulisan nama dan pemarafan pada Naskah Dinas yang
dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan sebagai
berikut:

(x) Sekretaris Kelurahan ..., (xx)

Nama Jelas
NIP ...

Keterangan : (x} Paraf pengonsep
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BAB IX
PENOMORAN NASKAH DINAS

A. Penomoran Produk Hukum Daerah
Penomoran Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah

(baik peraturan maupun keputusan) terdiri atas dua komponen, yaitu nomor urut
dan tahun penetapan yang dibatasi dengan kata TAHUN dengan ketentuan

sebagai berikut:

NOMOR XX TAHUN XXXX

» 1. XX : nomor urut

L ii. xxomx: tahun penetapan/
dikeluarkan

B. Penomoran Persuratan
Penomoran Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dengan ketentuan

sebagai berikut:
1. Penomoran surat dalam bentuk dan susunan instruksi berlaku mutatis

mutandis dengan ketentuan penomeran produk hulaun daerah.
2 Surat edaran terdiri atas tiga komponen, yaitu nomor urut, tulisan surat
edaran dan tahun pembuatan yang masing-masing dibatasi garis miring

dengan Ketentuan sebagai berikut:

Nomor: XX/SE/XXXX

i. XX : nomor urut
1. SE * Surat Edaran
ili XXXX :tahun pembuatan
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a. Penomoran Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat lainnya terdiri
atas dua komponen, yaitu nomor urut dan kode klasifikasi yang dibatasi
garis miring dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor: XX/XX.XX.XX

I R i XX : nomor urut

L it, XXXX.XX .kode klasifikasi

b. Untuk penomoran Naskah Dinas Elekironik diawali dengan huruf E
(diberikan secara otomatis oleh sistem), dengan ketentuan sebagai
berikut:

Nomor: EXX /XX XX. XX

» i, E Identitas Elektronik

» il XX * nomor urut

—jli. XX XX.XX : kode klasifikasi

Penomoran seruan dan pengumuman terdiri atas dua komponen, yaitu
nornor urut dan tahun pembuatan yang dibatasi dengan kata TAHUN dengan
ketentuan sebagai berikut:

NOMOR XX TAHUN XXXX
1 XX : normor urut
. XXXX : tahun pemmbuatan

Nomor peraturan, keputusan, instruksi, surat edaran, seruan, pengumuman
dan surat lainnya yang menggunakan kode klasifikasi, masing-masing yang
dicatat dalam buku tersendiri.

Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan
angka 3 dimulai pada awal bulan Januari dan berakhir pada akhir bulan
Desermber.

Penomoran Naskah Dinas dilakukan oleh induk tata usaha.

Penomoran seluruh Naskah Dinas non produk hukum yang ditandantangani
oleh Gubernur dilakukan oleh Biro Kepala Daernh Sekretariat Daerah
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Provinsi DKI Jakarta.

Penomoran seluruh Naskah Dinas produk hukum yang ditandantangani oleh
Gubernur dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta.

Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Guberniur
baik karena kewenangannya atau atas nama Gubernur dilakukan oleh Biro
Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.

Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah atas nama Gubernur dilakukan oleh Biro Kepala Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah karena kewenangannya dilakukan oleh Biro Umum dan Administrasi
Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD atas
nama Gubernur, dilakukan oleh Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta.

Penomoran seluruh Naskah Dinas yang ditandutangani oleh Asisten
Sekretaris Daerah atas kewenangannya yang bersifat Internal dilakukan oleh
Biro Umum dan Administrasi Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
DKI Jakarta.

Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD atas
kewenangannya, dilakukan oleh Sekretariat/Subbagian Ketatausahaan.
Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Walikota atau Wakil
Walikota dilakukan oleh Bagian Umum dan Protokol.

Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
dilakukan oleh Bagian Umum dan Protokol.

Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota atas
nama Walikota, Sekretaris Kota bertindak atas wewenang jabatannya,
Asisten Sekretaris Kota. dilakukan oleh Bagian Ununn dan Protokol.
penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten
atas nama Bupati, Sekretaris Kabupaten berlindak atas wewenang
jabatannya, Asisten Sekretaris Kabupaten, dilakukan cleh Bagian Umurm dan

Protokol.
penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala PD atau Kepala

UKPD, pejabat lain atas nama kepala PD/UKPD, dilakukan oleh
Sekretariat/Subbagian Ketatausahaan.
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BAB X

STEMPEL

A. Jenis Stempel
Jenis stempel, terdiri atas:

1.

2
3.
4

stempel Jabatan Gubemur;

stempel Pemerintah Prcvinsi DKI Jakarta;
stempel PD; dan

stempel UKPD.

B. Bentuk Stempel
Bentuk stempel adalah bundar dan terdiri atas:

1.

2
3.
4

garis lingkaran luar;
garis lingkaran tengah;
garis lingkaran dalam; dan

isi stempel.

C. ukuran stempel

1.

Ukuran garis tengah lingkaran antara lain:

a lingkaran luar sebesar 4 cm (empat sentimeter};

b. lingkaran tengah sebesar 3,8 cm (tiga koma delapan sentimeter); dan

c. lingkaran dalam sebesar 2,7 cm (dua koma tujuh sentimeter).

Ukuran garis tengali dapat diubah sesual dengun kebutuhan pemberian
pelayanan.

Perubahan ulkuran dilakukan oleh dan dengan keputusan kepala PD yang
bersangkutan dan dilaporkan kepada Gubermur melalui Sekretaris Daerah.

D. Isi Stempel

1

Isi stempel Jabatan Gukermnur, terdiri atas:

a. sebutan Gubernur DKI Jakarta; dan

b. lambang negara Garuda Pancasila.

Isi stempel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terciri atas:
a. sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan

b. lambang daerah Jaya Raya.

Isi stempel PD, terdiri atas:

a sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

b. sebutan PD; dan
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c. lambang daerah Jaya Raya.

Isi stempel UKPD, terdirl atas:

a, sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
b. sebutan PD;

¢. sebutan UKPD; dan

d. lambang daerah Jaya Raya.

E. Penggunaan Stempe}

1.

Penggunaan stempel jebatan Gubernur, untuk mengesahkan Naskah Dinas
yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.

Penggunaan stempel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengesahkan
Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama
Gubernur atau pejabat lain atas nama Gubernur.

Penggunaan stempel PD, untuk mengesahkan Naskah Dinas yang
ditandatangani oleh Kepala PD, Wakil Kepala PD alau pejabat lain atas nama
Kepala PD.

Penggunaan stempel UKPD, untuk mengesahkan Naskah Dinas yang
ditandatangani oleh Kepala UKPD, Wakil UKPD atau. pejabat lain atas nama

Kepala UKPD.

F. Penanggung Jawab Penggunaan Dan Penyimpanan Stempel

1.

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel jabatan

Gubernur, stempel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Kepala Biro

Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel PD, terdiri atas .

a. stempel Sekretariat Daerah adalah Biro Umum dan Administrasi
Sekretaris Daerah Sekertariat Daerah Provinsi DK] Jakarta.

b. Stempel Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, stempel dinas, stempel badan,
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta adalah Sekretaris.

¢ stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI
Jakarta adalah Kepala Bagian yang menangani ketatausahaan pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

d. stempel kota administrasi dan kabupaten administrasi adalahh Bagian
Umum dan Protokol.

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel kecamatan adalah

Sekretaris Kecamatan.
Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan slempel kelurahan adalah
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Sekretaris Kelurahan.

5. Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan stempel UKPD adalah
kepala subbagian yang menangani ketatausahaan pada UKPD yang
bersangkutan.

G. Contoh Stempel
1. Stempel Jabatan Gubemur

2. Stempel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



3. Stempel PD

4. Stempel UKPD
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BAB XI

KOP NASKAH DINAS

A. Jenis Kop Dinas
Jenis Kop Naskah Dinas terdiri atas:

1

2.
3.

Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur;
Kop Naskah Dinas PD; dan
Kop Naskah Dinas UKPD.

B. Bentuk Kop Naskah Dinas
Bentuk Kop Naskah Dinas, terdiri atas :

1

2.

Kop Naskah Dinas tanga alamat; dan
Kop Naskah Dinas dengan alamat.

C. Ukuran Kop Naskah Dinas
Ukuran huruf Kop Naskah Dinas diatur dengan perbandingan 1: 2: 3 (satu

berbanding dua berbanding tiga), dengan rincian:

1.

Ukuran huruf 1 (satu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, nomor
faksimile, situs, e-malil dan kode pos;

Ukuran huruf 2 (dua) untuk tulisan sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
atau kota administrasi/kabupaten administrasi; dan

Ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama PD/UKPD.

D. Isi Kop Naskah Dinas

1.

Isi Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur

Isi Kop Naskah Dinas Gubernur terdiri atas tulisan Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta dan lambang negara berwarna kuning emas, yang

ditempatkan secara simetris pada bagian tengah atas halaman Kop Naskah

Dinas.

Isi Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakaria

a. 1si Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKl Jakarta tanpa alamat,
terdiri atas tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
ditulis tebal, dan lambang daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang
ditempatkan secara simetrls pada bagian tengah atas halaman Kop
Naskah Dinas; dan

b. isi Kop Naskah Dings Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan alamat,
terdiri atas tulisan P=merintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
ditulis tebal, alamat Iengkap, nomor telepon, nomor faksimile, situs, e
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mail, kode pos dan menggunakan lambang daerah Jaya Raya berwarna
hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas serta dibatasi dengan satu
garis lurus panjang dengan ketebalan 2,25 (dua koma dua puluh lima)
point.

Isi Kop Naskah Dinas PD, terdiri atas :

a. isi Kop Naskah Dinas PD tanpa alamat, terdirl atas tulisan nama PD,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditulis tebal, dan menggunakan
lambang daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan secara
simetris pada bagian tengah atas halénman Kop Naskah Dinas.

b. isi Kap Naskah Dinas Perangkat Daerah deng:n alamat, terdiri atas
tulisan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PD ditulis
tebal, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksimile, situs, e-mail, kode
pos dan menggunakan lambang daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang
ditempatkan pada bagian kirli atas serta dibatasi dengan garis lurus
panjang dengan ketebalan 2,25 (dua koma dua puluh lima) point.

Isi Kop Naskah Dinas UKPD, terdiri atas .

a. isi Kop Naskah Dinas UKPD tanpa alamat, terdiri atas tulisan nama UKPD
dan nama PD yang bersangkutan ditulis tebal dan menggunakan lambang
daerah Jaya Raya berwarna hitam, yang ditempatkan secara simetris pada
bagian tengah atas halaman Kop Naskah Dinas.

b. ist Kop Naskah Dinas UKPD dengan alamaf, terdiri atas tulisan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, niuna PD, nama UKPD yang
bersangkutan ditulis tebal, alamat lengkap. nomor telepon, nomor
faksimile, situs, e-mzil, kode pos, dan menggunakan lambang daerah Jaya
Raya berwarna hitam, yang ditempatkan pada bagian kiri atas serta
dibatasi dengan garis lurus panjang dengan ketebalan 2,25 (dua koma dua
puluh lima) point.

E. Penggunaan Kop Naskah Dinas

1.

Penggunaan Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur

Penggunaan Kop Naskah Dinas Jabatan Gubernur digunakan untuk Naskah
Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
Penggunaan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinst DKI Jakarta
Penggunaan Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan
untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekrelaris Daerah atas nama
Gubernur atau pejabat lain atas nama Gubernur.

Penggunaan Kop Naskah Dinas PD
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a. penggunaan Kop Naskah Dinas PD tanpa alamat untuk Naskah Dinas
yang dirumuskan cdalam bentuk dan susunan produk hukum dan dalam
bentuk dan susunah surat tertentu; dan

b. penggunaan Kop Naskah Dinas PD dengan alamat untuk naskah dinas
yang dirumuskan dalam bentuk dan susunan surat.

Penggunaan Kop Naskah Dinas UKPD
Penggunaan Kop Naskah Dinas UKPD digunakan untuk Naskah Dinas yang
ditandatangani oleh Kepala UKPD atau pejabat lain atas nama Kepala UKPD.

F. Penanggung Jawab Penggunaan Dan Penyimpanan

1

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas,
Jabatan Gubernur, Kop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
adalah Kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas
Sekretariat Daerah adzalah Kepala Biro Umum dan Administrasl Sekretariat
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Biro Kepala Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi DEI Jakarta atau dengan sebutan lain dan
membawahi/menangari urusan ketatausahaan.

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas PD
adalah sekretaris PD atau dengan sebutan lain dan membawahi/ menangani
urusan ketatausahaan.

Penanggung jawab penggunaan dan penyimpanan Kop Naskah Dinas UKPD
adalah kepala subbagian yang menangani ketatausahaan pada UKPD yang

bersangkutan.

G. Pemenggalan Kalimat/Kata
Dalam menuliskan nama PD dan/atau UKPD tetap mengacu pada kaidah Bahasa

Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan.
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H. Contoh Kop Naskah Dinas
1. Kor Naskah Dinas Jabatan Gubernur

—_—
Liunbang Negara
berwama kuning emas

GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

2. RKop Naskah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

a tanpa alamat

PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon .. Faksimile

Website ... E-mail ...
JAKARTA

Kode Pos : xooocx
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3. Kop Naskah Dinas PD
a. tanpa alamat

1} Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

2) Kop Naskah Dinas PD

DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat
1) Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon ... Faksimile .
Website ... E-mail ...
JAKARTA
Kode Pos . xxxxx
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2) Kop Naskah Dinas PD

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKART?
DINAS KESEHATAN
Jalam ... .« i, ... Telepon ... Faksimile
Website ... E-mail ..
JAKARTA
Kode Pos : xxxxx

4. Kop Naskah Dinas UKPD
a tanpa alamat
1) Kop Naskah Dinas UKPD

SUKU BADAN KEPEGAWAIAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

2) Kop Naskah Dinas UPT

UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMA.JA
DINAS PEMUDA DANOLAHRAGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAEARTA
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2) Kop Naskah Diras Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

b. dengan alamat

1. Kop Naskah Dinas UKPD

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKART?
DINAS PERHUBUNGAN
SUKU DINAS PERHUBUNGAN
KOTA ADMINISTRAS] JAKARTA UTARA
Jalar: Teiepon . .., Faks. . Website E-mail. .
JAKARTA
Kode Pos @ xxxxx

2) Kop Naskah Dinas UPT Badan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH
Jalan . .. ... ... Telepon ...., Faksimile .. Website . . E-mail ...
JAKARTA

Kode Pos * xxxxx
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3) Kop Naskah Dinas Biro Sekertariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKART/

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM
Jalan ... e o Telepon ...., Fax. .
Website: . ... Email - .... @....com
JAKARTA

Kode Pos xooxxx
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BAB XII

PAPAN NAMA

A. Jenis Papan Nama

Jenis papan nama terdiri atas

1.
2.

3

Papan Nama Kantor Gubernur;
Papan Nama Kantor PD; dan
Papan Nama UKPD.

B. Bentuk Papan Nama
Papan nama kantor Gubernur, kantor PD, dan kantor UKPD, berbentuk empat

persegi panjang dengan perbandingan ukuran 2 1 (dua berbanding satu).

C. Ukuran Papan Nama

1

Ukuran papan nama untuk kantor Gubernur dan kantor PD/UKPD dapat

dibuat serasi sesuai dengan luas areal dan besar bangunan.

Ukuran standar papan nama untuk kantor Gubernur adalah 400 cm x 200

cm (empat ratus sentimeter kali dua ratus sentimeter),

Ukuran standar papan nama untuk kantor PD adalah 300 cm x 150 em

(empat ratus sentimeter kall dua ratus sentimeter),

Ukuran standar papan nama untuk kantor Walikota/Bupati adalah 300 cm

x 150 cm (tiga ratus sertimeter kali seratus lima puluh sentimeter).

Ukuran standar papan untuk kantor Camat adalah 200 em x 100 cm (dua

ratus sentimeter kali seratus sentimeter).

Ukuran standar papan nama untuk kantor Lurah adalah 150 em x 75 cm

(seratus lima puluh sentimeter kali tujuh puluh lima sentimeter).

Ukuran standar papan nama unit kerja pada UKPD adalah 250 cm x 125 cm

(dua ratus lima puluh sentimeter kali seratus dua puluh lima sentimeter)

Papan nama kantor Gubernur, menggunakan warna dasar hitam dengan

tulisan berwarna kuning emas, dengan perbandingan ukuran huruf 2 : 3 (dua

berbanding tiga), dengan rinctan:

a ukuran huruf 2 (dua; untuk tulisan alamat lenglcap, nomor telepon, dan
kode pos; dan

b. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan kantor Gubernur DKI Jakarta.

Papan nama kantor PD menggunakan warna dasar putih dengan warna

tulisan hitam, perbandingan ukuran huruf 1 - 2 3 (satu berbanding dua
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berbanding tiga), dengan rincian:

a. ukuran huruf ] (sazu) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon, dan
kode pos;

b. ukuran huruf 2 {dua) untuk tulisan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: dan

c. ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan sebutan Kantor PD yang
bersangkutan.

Papan nama kantor UKPD, menggunakan warna dasar putih dengan warna

tulisan hitam, perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3 (satu berbanding dua

berbanding tiga), dengan rincian:

a ukuran huruf 1 {saru) untuk tulisan alamat lengkap, nomor telepon dan
kode pos;

b. ukuran huruf 2 {(duz) untuk tulisan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan

¢ ukuran huruf 3 (tiga) untuk tulisan nama UKPD.

Ukuran papan nama instansi lain yang berkantor dalam kawasan kantor

Gubernur, kantor PD dan/atau kantor UKPD, tidak boleh lebih besar dari

papan nama kantor Gubernur, kantor PD dan/atau UKPD,

D. Isi Papan Namna

1.

Isi papan nama kantcr Gubernur, terdiri atas tulisan Kantor Gubemur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, alamat lengkap, nomor telepon dan kode
pos serta menggunakan lambang negara berwarna kuning emas, yang
ditempatkan pada bagian tengah atas.

Isi papan nama. kantor PD, terdiri atas tulisan Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, kantor nama PD yang bersangkutan, alamat
lengkap, nomor telepor dan kode pos serta menggunakan lambang daerah
Jaya Raya berwarna hitam putih, yang ditempatkan pada bagian tengah atas.
Isi papan nama UKPD, rerdiri atas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebutan
PD yang bersangkutan, nama UKPD yang bersangkutan dengan
menyebutkan wilayah kota administrasi yang bersangkutan/kabupaten
administrasi Kepulauan Seribu, alamat lengkap, nomor telepon, nomor
faksimile dan kode pos, serta menggunakan lambang daerah Jaya Raya
berwarna hitam, yang ditempatkan pada baglan kiri atas.

E. Bahan Dan Penempatan

1

Bahan papan nama kantor Gubernur, kantor Walikota/Bupati dapat

menggunakan marmer, beton atau bahan lainnya.
Bahan huruf pada papan nama kantor Gubernur, kantor Walikota/Bupati

dapat menggunakan cat, seng/plat atau bahan lainuya.
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3. Penempatan papan nama kantor Gubernur, kantor Walikota/Bupati, di
tempat yang strategls mucdah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk
gedung/bangunannya. dengan tinggi paling kurang 1 (satu) meter dari
permukaan tanah.

4. Bahan papan nama PD/UKPD dapat menggunakarn kayu, beton, seng/plat,
atau bahan lainnya

S. Bahan huruf pada papan nama PD/UKPD dapat menggunakan cat, semen,
seng/plat atau bahan _ainnya.

6. Penempatan papan nama PD/UKPD di tempat yang strategis, mudah dilihat
dan serasi dengan letak dan bentuk gedung/bangunannya, dengan tinggi
paling kurang 1 (satu) meter dari permukaan tanah.

7. DBagi beberapa PD/UKPD yang berada di bawah satu atap atau komplek
perkantoran, dapat dibuatkan papan nama yang bertuliskan nama-nama
PD/UKPD dalam satu papan nama yang serasi.

8. Bentuk, ukuran dan isi papan nama PD/UKPD disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Penempatan papan nama diletakkan di tempat yang strategis, mudah dilihat
dan serasi dengan letak dan bentuk gedung/bangunannya.

F. Contch Bentuk, Ukuran, Dan Isi Papan Nama
1. Papan Narna Kantor Gubernur

P

— Lambang Negara
berwarna kuning
emas

KANTOR GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-¢ Telepon ,
JAKARTA

Kode Pos: xaomxx
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Papan Nama PD

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telepon .. Faksimile
JAKARTA

Kode Pos oo

JAY
&

PEMERINTAE PROVINS] DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 64 Nomor .. Telepon .. Faksimile

JAKARTA

Kode Pos * xxoorx

'

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KESEHATAN

Jalan e, Telepon .. [falsimile .
JAKARTA

Kode Pos 000x

PEMERINTA=1 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KANTOR WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jalan cereenene. Te€lepon

JAKARTA

Kode Pos : xoo0ocx
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KANTOR BUPATI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
“alan e+ ae seeenss . ., Telepon
JAKARTA

Kode Pos * xo0oix

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KANTOR CAMAT

KECAMATAN JAGAKARSA
Jalan ver o wreese se oo o eeee oo Lelepon ..., Faksimile .
JAKARTA

Kode Pos 000«

JAY A¥A

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN DUREN SAWIT

KANTOR LURAH
KELURAHAN PONDOK KOPFI

Jalan . ... Telepon . Faksimile

":):AKA RTA

Kode Pos  xxox

JAY, A
&

!

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

SURU DINAS PERHUBUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

dalan... . .. . . ... Telepon Faksimile .
JAKARTA

Kode Pos * xxxx
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BAB XIII

LOGO

Penggunaan lambang/logo dengan ketentuan sebagai berikut:

a

b.

penggunaan lambang/logo selain lambang daerah Jaya Raya tidak diperkenankan
pada isi Kop Naskah Dinas Jabatan dan Kop Naskah Dinas PD;

penggunaan lambang/logo selain lambang dacrah Jaya Raya diperkenankan pada
sampul Naskah Dinas Jabatan dan Sampul Naskah Dinas PD di sebelah kanan:

dan

penggunaan lambang/logo selain lambang daerah Jaya Raya dapat diperkenankan
pada setiap pendukung kegiatan antara lain berupa spanduk/banner, souvenir,

plakat, piala/thropy, brosur, seragam olahraga dan topi.
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BAB XTIV
PEMBINAAN

Pembinaan Tata Naskah Dinas dilaksanakan oleh:

A. Sekretariat Daerah melalui biro yang bertanggung jawab/ menangani bidang
kelembagaan dan ketatalaksanaan bertanggung jawab melakukan pembinaan,

meliputi:

1  sosialisasi;

2. pendampingan;
3 fasilitasi; dan
4. konsultasi.

B. Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Provinsi DK1 Jakarta yang melakukan
pembinaan terhadap PD/UKPD, meliputi:
1. bimbingan teknis; dan

2. supervisi.
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BAB XV

PENYIMPANAN NASKAH DINAS

Penyimpanan Naskah Dinas d=ngan ketentuan sebagai berikut:

2.

kegiatan pengelolaan Naskah Dinas keluar harus didokumentasikan oleh unit
pengelola dan unit kearsipan yang berupa sarana pengendalian Naskah Dinas
dan pertinggal Naskah Dinas keluar;

pertinggal Naskah Dinas keluar yang disimpan merapakan Naskah Dinas asli
yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan jenjang kewenangannya;

penyimpanan pertinggal Naskah Dinas keluar diberkaskan menjadi satu
kesatuan dengan Naskah Dinas masuk yang merniliki informasi atau subjek yang
sama; dan

penanggung jawab terhadap arsip adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta.
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BAB XVI

PELAKSANAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK

A. Naskah Dinas Elektronik
Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik
sebagdl alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau diterima oleh pejabat
yang berwenang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
dalam sebuah sistem yang meliputi perangkat lunak dan basis datanya yang
terhubung dengan jaringan intra pemerintah dan dupat diakses oleh semua
pengguna aplikasi Naskah Dinas Elektronik

B. Desain Sistem
1. Arsitektur Naskah Dinas Elektronik
Arsitektur Naskah Dinas Elektronik yang menggambarkan proses dan
hubungan antar entitas di dalam sistem Naskah Dinas Elektronik dan
terhubung dengan jaringan intra pemerintah ke seluruh PD/UKPD, BUMD

dan/atau lembaga lain.

0 " O
_ . —PEMINDAAN e
e @ i %

o

]
WELR APLIKAS]
DAN NGE PENGGUNA
LA ARASD

MENGAKSES
APLIKAZI

f

okl

L ﬂ

PENGGUNA

GCambar 1
Arsitelctuu Naslkah Dirias Elekironilc

2. Cakupan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik
a. komunikasi internal
Komunikasi internal merupakan proses penyampaian informasi
kedinasan yang dilakukan antar pejabat di llngkungan Pemerintah
Daerah yang meliputi
1) Naskah Dinas masuk internal
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Naskah Dinas masuk internal merupakan Naskah Dinas yang dikirim
oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada
pejabal PD/UKPD. Dalam pengelolaan Naskah Dinas masuk internal,
aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas manajemen
agenda Naskah Dinas masuk internal secara otomatis untuk
selanjutnya disimpan dalam basis data aplikasi Naskah Dinas
Elektronik.
Naskah Dinas keluar internal
Naskah Dinas keluar internal merupakan Naskah Dinas yang
dikirimkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang
ditujukan kepada pejabat pada PD/UKPD dan tersimpan dalam basis
data aplikasi Naskah Dinas Elektronik. Dalam pengelolaan Naskah
Dinas keluar internal, aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan
fasilitas :
a) manajemen ggenda Naskah Dinas keluar internal secara otomatis
b} pembuatan konsep Naskah Dinas keluar internal dengan templat
sesual jends dan format berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas

b. komunikasi eksternal
Komunikasi eksternal merupakan proses penyampaian informasi
kedinasan yang dilakukan antara pejabat di lingkungan Pemerintah
Daerah dengan instansi atau perorangan di luar Pemerintah Daerah yang

meliputi

1)

2)

surat dan Naskah Dinas masuk eksternal

Surat dan Naskah Dinas masuk eksternal merupakan surat dan
Naskah Dinas yang dikirim oleh instansi di luar Pemerintah Daerah
atau perorangan yang ditujukan kepadi. pejabat di lingkungan
Pemerintah Daerah dan disimpan dalam basis data aplikasi Naskah
Dinas Elektronilt melalui pemindaian dokumen. Dalam pengelolaan
Naskalh Dinas masuk eksternal, aplikasi Naskah Dinas Elektronik
menyediakan fasilitas manajemen agenda surat masuk secara
otomatis dalam bentuk :

a) input data

b} pencetakan lembar disposisi.

Naskah Dinas keluar eksternal
Naskah dinas keluar eksternal merupakan Naskah Dinas keluar yang

dikirimkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang



ditujukan kepada instansi di luar Pemerintah Daerah atau perorangan
dan disimpan dalam basis data aplikasi Naskah Dinas Elektronik
melalui pemincaian dokumen. Dalam pengelolaan Naskah Dinas
keluar eksternzl, aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan

fasilitas
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a) manajemen agenda Naskah Dinas keluar secara ctomatis

b) pembuatan konsep Naskah Dinas keluur dengan templat sesuai

jenis dan fcrmat berdasarkan peraturan perundangundangan

mengenai Tata Naskah Dinas
/ﬂ"rﬁﬂh‘n’"‘"——""_—
, Pindai
( mua ) ® 5 Meni)
Rekam Data Dan
Surat Dan Naskah Ya > Unggah Naskah
Dinas Masuk Dinas Ke Dalam
Slstern
format File S w
\Ter_:;e SELESAI /
Tidak
Cambar 2

Komunikasi Internal dan Elcsternal
Alur Sural dan Naslcah Dindas Mol

Unduk Tempiate
(2 Menit)

Editor Apiikast

fa
) 4

Rekam tsi Naskah
[Ginas

h 4

Tidak

{5 Wienit)

<

X

Veriflkasi
{S Menit)

S

Konsep Naskah
Dinas

Tidak

Ticak—|

Unggah Nazkah
Dinas
{5 Menit)

Penandatanganan
{S Menit)

—

Y

Kirirn Naskah Dinas
Meiaiuj Apiikasi
(2 menit)

—b( SELESAL

Gambar 3
Komunil==si Internal dan Elsternal
Alur Nasicah Dinas Keluar dan Templat

)
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¢. Disposisi
Disposisi merupakan petunjuk mengenai tindak lanjut, tanggapan
dan/atau arahan dari atasan kepada bawahan secara berjenjang terhadap
surat dan Naskah Dinas. Dalam pengelolaan disposisi, aplikasi Naskah
Dinas Elektronik menyediakan fasilitas penelusuran penyelesaian atas
petunjuk dalamn disposisi secara elektronik.

l g
DPala Surst dsn \
dazrk | Rekam Resyme -~ Cllimpahkin ™.
MULA — anmufk (5 Monit ![_.._’(.\.‘W -
e Tidak Ya
Aekam
o Do gy | — o8
~— - {5 menit}

Lv g
3
Diteruskan .

{5 Menit)

Cambor &
Alur Disposisi Gubernur

Data Surat dap
Naskah Dinas Masuk

Sesuai

MULAL .
\\wewenang Tidak
"“'--...__,// ™.

Ya

¥
Rekam Disposisi

SELESA Tanggapan ROSE
(5 menit) {S Menit)
F

Informasi ke FD
fain ——ed
(5 Menit)

Cambnu 4
Alur Disposist PD/UK D

d. diteruskan;
Diteruskan merupakan suatu petunjuk mengenai surat dan naskah dinas

masuk pada sistem Naskah Dinas Elektronik untuk diteruskan kepada
PD/UKPD terkait sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam pengelolaan surat diteruskan, aplikasi Naskah Dinas
Elektronik menyediakan fasilitasi penelusuran penyelesaian atas
petunjuk dalam diteraskan secara elektronik.
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e. diarsipkan;
Diarsipkan merupzkan suatu petunjuk atas surat dan naskal dinas
masuk pada sistem Naskah Dinas Elektronik untuk diarsipkan secara
sistematis sesuai dengan pengelolaan pengarsipan

f. informasi;
Informasi merupakan pemberitahuan antar pengguna aplikasi Naskah
Dinas Elektronik sebagai bentuk tindak lanjut terhadap petunjuk dalam
disposisi. Dalam pengelolaan, aplikasi Naskah Dinas Elektronik
menyediakan fasilitasi penyampaian informasi antar pengguna Naskah
Dinas Elektronik.

g. pembuatan Naskah Dinas dengan templat
Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pembuatan
Naskah Dinas dengan menggunakan templat yang menyatu dalam alur
pembuatan agenda Naskah Dinas keluar untuk memberikan kemudahan
dan keseragaman bagi pengguna Naskah Dinas Elektronik. Jenis dan
format pembuatan Naskah Dinas dengan templat mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan meiigenai Tata Naskah Dinas.

h. penelusuran surat dan Naskah Dinas;
Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas penelusuran
surat dan Naskah Dinas untuk memantau kemajuan penyelesaian surat
dan Naskah Dinas secara elektronik.

1. agenda harian pimpinan
Agenda harian pimpinan merupakan jadwal kerja pimpinan yang dicatat
secara berkelanjutan dan disimpan dalam basis data aplikasi Naskah
Dinas Elektronik. Apiikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas
agenda hanan pimpinan secara elektronik untuk memberikan
kemudahan bagi pimpinan dalam merencanakan, memantau dan
mengendalikan pelaksanaan tugas kedinasan.

I—- Tidak —l
Duta Surat tan -
MULAL Raskah Dinag Masuk - hgenda Pimpinan >
\x i
Ya
Input Jadwal

Gambar 6
Alur Agenda Pimpinan
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j. fasilitas pencetakan data
Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pencetakan data
untuk kebutuban harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang

meliputi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Naskah Dinas masuk internal;

Naskah Dinas keluar internal;

surat dan Naskah Dinas masuk ekstemal;

Naskah Dinas keluar eksternal;

data agenda harian pimpinan;

data daftar disposisi pimpinan;

mencetak lembar disposisi;

mencetak lembar disposisi Gubernur yang dilimpahkan;

mencetak lembar informasi; dan

10) mencetak fisik arsip yang sudah dipindai.

C. Spesifikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik
Spesifikasi Sistem Naskah Dinas Flektronik terdiri atas :
1. spesifikasi fungsional, vang meliputi
a. ldentilas pengguna dan operator Naskah Dinas Elektronik
Identitas pengguna Naskah Dinas Elektronik dan operator Naskah Dinas
Elektronik terekam calam aplikasi Naskah Dinas Elektronik. Penambahan
dan/atau penonakt:fan identitas pengguna Naskah Dinas Elektronik
dan/atau operator Naskah Dinas Elektronik dilakukan oleh administrator
Naskah Dinas Elektronik
b. agenda surat dan Naskah Dinas masuk
Penanganan agenda surat dan Naskah Dinas masuk, meliputi

1)

input agenda

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas input data
agenda surat dan Naskah Dinas masuk, mencetak lembar disposisi
clém/ atau mencetak rekapitulasi surat dan Naskah Dinas masuk. Data
agenda surat dan Naskah Dinas masuk yang diinput kedalam aplikasi
Naskah Dinas Elektronik, yaitu nomor, tanggal, perihal, tujuan,
pengirim, pokok masalah dan kecepatan tanggapan. Kecepatan
tanggapan terdlri atas :

a) amat segera, dengan batas waktu 3 {tigal jam setelah direspon;

b) segera, dengan batas waktu 6 {enam) jam setelah direspon;



2)

3)

4)

152

c) penting, dengan batas waktu 9 (sembilan) jam setelah direspon;
dan

d) biasa, dengan batas waktu maksimum 12 (dua belas) jam hari kerja
setelah direspon.

penyimpanan cgokumen

Surat dan Naskah Dinas masuk yang telah ditnput disimpan dalam

basis data aplikasi Naskah Dinas Elektronik. Mekanisme

penyimpanan surat dan Naskah Dinas masuk yang telah diinput

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut

a) pemindaian dokumen, dilakukan oleh operator Naskah Dinas
Elektronik apabila dokumen Naskah Dinas masuk yang diterima
dalam bentuk format file yang telah tercetalk

b) unggah dokumen, dilakukan apabila dokumen Naskah Dinas
masuk yang diterima dalam bentuk elekironils.

melihat detail agenda

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas untuk

melihat detail substansi agenda surat dan Naskah Dinas masuk

membuat cataten atas disposisi

aplikél_si Naskal: Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pembuatan

disposisl atas surat dan Naskah Dinas masuk sampai dengan

pemantauan tindak lanjut atas petunjuk dalam disposisi.

. agenda Naskah Dinas keluar
Agenda Naskah Diras keluar dilakukan berdasarkan tindak lanjut atas
petunjuk dalam disposisi dan/atau inisiatif PD/UKPD dengan mekanisme .

1)

2)

pembuatan konsep Naskah Dinas keluar

Pembuatan konsep Naskah Dinas keluar dapat dilakukan dengan
menggunakan ‘emplat dengan jenis dan format berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan isengenai Tata Naskah
Dinas atau tanpa menggunakan templat.

persetujuan konsep Naskah Dinas keluar

Proses pembuatan konsep Naskah Dinas secara elektronik
menggunakan templat mulai dari proses koreksi, revisi dan/atau
perbaikan secara berulang dan berjenjang sesuai kebutuhan sampai
dengan mendapatkan persetujuan melalui paraf koordinasi atas
konsep Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang dan dapat
dipantau dan dimonitor secara elektronik pada aplikasi Naskah Dinas

Elektronik.
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Penandatanganan dan penomoran Naskah Dinas Keluar dilakukan
secara elektronik untuk selanjutnya disimpan dalam basis data
aplikasi Naskah Dinas Elektronik.

3} pembuatan agenda Naskah Dinas keluar
4) distribusi Naskah Dinas keluar
Naskah Dinas keluar dapat didistribusi kepada pihak terkait setelah
dilakukan proses penandatanganan dan penonioran oleh pejabat yang
berwenang.
d. templat

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pembuatan
naskah dinas menggunakan templat dengan jenis dan format berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas
dan berlaku bagi seluruh PD/UKPD.

e. pencarian dokumen surat dan Naskah Dinas
Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas pencarian
dokumen surat dan Naskah Dinas untuk memudahkan pengguna aplikasi
Naskali Dinas Elektronik dalam mencari dokumen surat dan Naskah
Dinas yang dibutuhkan.

2. Spesifikasi non fungsicnal, yang meliputi :
a. keamanan aplikasi, terdiri atas :

1}

2)

3)

‘identitas pengguna dan kata sandi

Aplikasi Naskan Dinas Elektronik menyediakan fasilitas untuk
melakukan pengecekan identitas pengguna Naskah Dinas Elektronik
atau operator Naskah Dinas Elektronik dan kata sandi sehingga hanya
dapat diakses sesuai kewenangan yang telzh ditentukan bagi masing-
masing pmggtma Naskah Dinas Elektronik atau operator Naskah
Dinas Elektronik.

antivirus

Dalam menunjang keamanan penggunaan aplikasi Naskah Dinas
Elektronik, PD/ UKPD, BUMD dan lembaga lain harus dilengkapi
antivirus yang diperbaharui secara berkala untuk menghindari
serangan virus.

pengarnan basis data
Basis data pada aplikasi Naskah Dinas Elektronik harus disalin dalam

bentuk data cadangan secara berkala agar terpelihara dan terhindar
dan risiko kehilangan/kerusakan data.
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4) tanda tangan elektronik
Tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang berisi
Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi dan terkait dengan
informasi elekronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi bagi pengguna aplikasi Naskah Dinas Elektronik.

. pencatatan log aktivitas pengguna;

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik menyediakan fasilitas mencatat setiap
aktivitas pengguna Naskah Dinas Elektronik atau operator Naskah Dinas
Elekironik yang berkaitan dengan sistem log dan digunakan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Naskah Dinas pada
aplikasi Naskah Dinas Elektronik.

. penghapusan dan pembatalan

Aplikasi Naskah Dinas Elektronik tidak dapat melakukan penghapusan
dan/atau pembatalan secara langsung terhadap dokumen surat dan
Naskah Dinas. Penghapusan dan/atau pembatalan dapat dilakukan
menggunakan mekanisme flag untuk menandakan status validitas suatu

dokumen surat dan Naskah Dinas.

. antisipasi kegagalan dan gangguan.

Dalam hal terjadi kegagalan dan/atau gangguan pada aplikasi Naskah
Dinas Elektronik, pengguna Naskah Dinas Elektronik dan /atau operator
Naskah Dinas Elekzronik melakukan pengelolaan Naskah Dinas secara
manual terlebih dakulu.

D. Unsur Pendukung Sistem Naskah Dinas Elektronik

1.

unsur pendukung sistem Naskah Dinas Elektronlk haus disediakan
PD/UKPD, BUMD dan lembaga iain guna mendukung  kelancaran
penggunaan aplikasi Naskah Dinas Elektronik, meliputi :

a. jaringan komputer;

b. perangkat keras; dan

¢ perangkat lunak.

E. Pengelolaan Dan Pembinaar: Naskah Dinas Elektronik

1.

pengelolaan
a. Pengelolaan sistem Naskah Dinas Elektronik dilaksanakan oleh PD yang

menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan dibantu oleh PD yang

menangani urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik.
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b. Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik dilaksanakan oleh masing-masing

PD/ UKPD, BUMD dan lembaga lain

2. pembinaan
a. pembinaan Naskah Dinas Elektronik diluksaniakan oleh PD yang

menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan, méllputi :

1) pengembangan konsep sistem Naskah Dinas Elektronik: dan

2) bimbingan teknik operasional pengelolaan Naskah Dinas Elektrontk

pembinaan teknik sistemn Naskah Dinas Elektronik terkait teknologi

informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh PD yang menangani urusan

Komunikasi, Informatika dan Statistik, meliputi

1) pengembangan sistem Naskah Dinas Elekironik;

2) pengembangan infrastruktur dan jaringan sistem Naskah Dinas
Elektronik;

3) pengelolaan infrastruktur dan Jaringan sistem Naskah Dinas
Elektronik; dan

4) pengelolaan keamanan data.

F. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Naskah Dinas Elekironik
Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan
membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi melalui Keputusan Gubernur.

G. Lain-lain
1. penggunaan aplikasi Naskah Dinas Elektronik dikecualikan terhadap .

a

b.

C.

d.

Naskah Dinas yang menimbulkan pembebanan keuangén daerah;
Naskah Dinas rahasia;

Naskah Dinas dan surat masuk yang berisi informasi yang dikecualikan
sesual dengan ketertuan peraturan perundang-undangan;

Naskah Dinas yang formatnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. pengembangan sistem Naskah Dinas Elektronik secara lebih menyeluruh dan
berkelanjutan sesuai kebutuhan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi, Informatika dan

Statistik.



156

pembuatan Naskah Dinas secara elektronik berbentuk Produk Hukum
Daerah agar menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai tata cara penyusunan Produk Hukum Daerah dan
terintegrasi dalam Sistem Naskah Dinas Elektronik.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
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